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MOTTO 
 
 
ۡ ٍ ِيَوِِۡۡهت ََٰياَء ۦۡۡ ٌَّ ِإۡ
ًۚ ت ًَ  حَرَوۡٗة َّدَى َّيۡىَُكُ  يَبَۡمَعَجَوَۡاه  َيِنإْۡا  ُىُُك  َستِّنۡاٗج ََٰو  َزأۡ  ىُكُِسفََأۡ  ٍ ِّيۡىَُكنََۡقهَخۡ  ٌ َأ
ۡ ٌَ وُر ََّكَفَتيٖۡو  َىقِّنٖۡت ََٰي َلََِۡكن ََٰذِۡيف١٢ۡ
ۡ
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Ruum: 
21) 
 
 
َۡلَوَۡۡم ََّضفۡاَيْۡا  ىَُّ ًَ ََتتُۡ َّللّٱِۡۡهِبۦۡۡا ًَّ ِّيۡٞبيَِص ِۡلاَج ِّرهِّنۡ ًٖۚض  َعبۡ ََٰىهَعۡ  ىُكَض  َعبۡ
 
ْاُىبَسَت  كٱِۡۡء اَسُِِّهنَو
ۡا ًَّ ِّيۡٞبيَِصًٍَۡۚ  بََست  كٱۡ ۡسَوَ ْۡاُىهَۡ َّللّٱِِۡۡهه  َضفٍِۡيًۚ ۦۡۡ ٌَّ ِإَۡ َّللّٱۡۡا ًٗ ِيهَعٍۡء  يَشۡ ِّمُِكبۡ ٌَ اَك٢١ۡ
ۡ
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-
laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) 
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (An-
Nisaa‟ : 32 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari‟ah Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut:  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث tsa s Es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح ha‟ h Ha (dengan titik di bah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal d De 
ix 
 
ذ zal ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص shad ş Es (dengan titik di bawah) 
ض dhad d De (dengan titik di bawah) 
ط tha ţ Te (dengan titik di bawah) 
ظ zha z Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ....„.... Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ؼ fa f Ef 
ؽ qaf q Ki 
ؾ kaf k Ka 
ؿ lam l El 
ـ mim m Em 
ف nun n En 
x 
 
ك wau w We 
ق ha h Ha 
ء hamzah .…'.… Apostrop 
ي ya y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
َۡ Fathah a  َلَمَع 
َِۡ Kasrah i  َبِرَش 
َُۡ Dhammah u  َحُلَص 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gambaran 
antara harakat dan huruf maka transliterasunya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan  Huruf Nama Gabungan Huruf Contoh 
ي  ََ Fathah dan ya Ai Bai‟u  : ُعْيَػب 
xi 
 
ك  َُ Fathah dan wau Au  Fauqa َؽْوَػف: 
 
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan Huruf Nama 
Huruf 
dan 
Tanda 
Nama Contoh 
     ََ  ا ي  Fathah dan alif atau 
ya 
 
ā 
a dan garis 
di atas 
ۡراَِيْلْا = Al-khiyār 
ي      َِ Kasrah 
dan ya 
 
ī 
i dan garis 
di atas 
 ُمْيِكَْتَ = Tahkīm 
ك       َُ Fathah dan alif atau 
ya 
 
ũ 
u dan garis 
di atas 
 ُدْيِقَع = „Aqīdũ 
 
4. Ta Marbutah 
a. Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah 
transliterasinya ada /t/. 
b. Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/ 
Contoh :  ْةَحَْلط (ţalhah) 
c. Kalau pada kata yang terakhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). 
Contoh :  َضْكَر ْؿاَفْطَلاْا ْة   (raudah al-afāl 
xii 
 
5. Saddah (Tasydid) 
Saddah (Tasydid) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Contoh :     لََمَ (mahallu). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyah atau qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Kata sandang huruf 
syamsiyah 
Ar-riba :  َبِّرَلا 
Kata sandang huruf 
qomariyah 
Al-„adalah : ةَلَدَعْلا 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditansliterasikan dengan apostrop, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
8. Huruf Kapital 
xiii 
 
Walaupun dalam sitem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak diperlukan. 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf yang ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 
 
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul TINJAUAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN 
KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN 
HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Putusan 
Pengadilan Agama Sukoharjo). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi 
Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari‟ah IAIN 
Surakarta. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus 
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1. Dr. Mudhofir Abdullah, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam 
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dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta petunjuk 
dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri 
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menyediakan buku-buku serta referensi kepada penulis dalam menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. 
10. Sugiyanto, S.Ag dan Sri Sudani, selaku orang tuaku. Terima kasih atas do‟a, 
cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak 
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11. Irfan Ali Nasruddin, S.H.I dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I selaku kedua 
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15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do‟a serta 
puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada 
semuanya. Amiin. 
 
Akhir kata penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari 
kesempurnaan, penulis menyadari bahwa apa yang menjadi gagasan-gagasan dan 
pikiran-pikiran sehingga terangkum dalam skripsi ini merupakan hasil dari bahan 
pemikiran-pemikiran para tohoh, pakar, dan jurnalis Hukum di bidangnya masing-
masing. Oleh karena itu tanpa membebani seorangpun dari mereka semuanya untuk 
bertanggung jawab apabila dalam penyusunan skripsi ini nanti terdapat kekhilafan 
atau kesalahan, karena sudah barang tentu tanggung jawab sepenuhnya ada pada 
penulis. Maka penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat 
bagi semua pihak. Amiin. 
 
Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 
 
 
        Surakarta, 10 Januari 2017 
         Hormat kami, 
 
 
 
       Arifin Ali Mustofa 
       NIM. 12.21.2.1.009 
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ABSTRAK 
 
Arifin Ali Mustofa, NIM. 12.21.2.1.009, Judul Skripsi, Tinjauan Asas Keadilan, 
Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap 
Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan 
Pengadilan Agama Sukoharjo). Program Studi Hukum Keluarga Islam, 
Jurusan Syari‟ah, IAIN Surakarta, Januari 2017. 
 
Dalam kasus perceraian bilamana terjadi sengketa harta bersama, yang 
terpenting adalah fakta atau peristiwanya dengan mengetahui secara obyektif 
duduknya perkara. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. 
Selain itu dalam menjalankan fungsi peradilannya, hakim harus memperhatikan 
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung 
kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang 
bersangkutan dan masyarakat. 
Untuk menciptakan putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut 
memang tidak mudah. Apalagi tuntutan keadilan, karena konsep keadilan itu tidak 
mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh 
pihak lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan 
teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat 
dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus 
perkara. Oleh karenanya putusan hakim harus tetap berpegang pada keadilan, 
kepastian hukum, dan kemanfaatan. 
Penelitian ini merupakan literatur lapangan. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Sesuai dengan objek kajiannya, maka 
penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. Yaitu, 
dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Pengumpulan data 
yang digunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian 
skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data 
penelitian atau masalah tersebut kemudian dianalisis. Serta menggunakan cara 
berfikir  induktif, yaitu metode dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang 
bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 
 
Kata Kunci : perceraian, harta bersama, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 
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ABSTRACT 
 
Arifin Ali Mustafa, NIM. 12.21.2.1.009, Thesis Title, Overview Principle of Justice, 
Rule of Law, and Benefits In Judge Decision Against Division of 
Assets Together In Divorce Cases (Study of Religious Court Decision 
in Sukoharjo). Islamic Family Law Studies Program, Department of 
Shariah, IAIN Surakarta, in January 2017. 
 
In divorce cases where there is a dispute joint property, it is important to 
know the facts or events objectively seats cases. The actual event will be known 
judge of evidence. In addition, in carrying out the functions of the tribunal, the judge 
must consider justice, legal certainty, and expediency. The verdict was to be fair, it 
contains legal certainty, but the decision must also contain a benefit for the concerned 
and the public. 
To create the third judge's ruling that meet these principles is not easy. 
Moreover, the demands of justice, because the concept of fairness is not easy to look 
for the benchmark. Fair for one party may not necessarily be felt equally by the other 
party. The judge must consider the legal considerations with good and careful in 
determining the process a case, because the quality of the judge's decision can be 
judged from the weight of the reasons and legal considerations used in deciding the 
case. Therefore the judge's ruling should stick to justice, legal certainty, and 
expediency.  
This study is a literature field. The approach used in this study is the 
juridical-normative. In accordance with the object of study, this research is based on 
the availability of secondary law. Namely, official documents in the form of all the 
publicity about the law. Data collection is interview and documentation. Analysis of 
the data in this thesis research was conducted using qualitative, by describing the 
research data or a problem then is analyzed. As well as using inductive way of 
thinking, which is the method of an examination of the problems of a specific nature 
then drawn into general conclusions.  
 
Keywords: divorce, joint property, fairness, predictability, and effectiveness. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan akad nikah sebagai satu perjanjian yang 
kokoh (اٗظِيلَغ ًاق ََٰثي ِّه) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan 
merupakan ibadah.
1
 Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 Sebagaimana Firman Allah SWT 
dalam QS. Ar-Rum ayat (21), yang berbunyi: 
 َۡيِلإ ْآُىٌُكَۡستِّل اٗج ََٰوَۡزأ ۡنُكُِسفًَأ ۡي ِّه نَُكل ََقلَخ َۡىأ ٓۦِِهت ََٰياَء ۡيِهَو نَُكٌَۡيب َلَعَجَو َاه
 َىوُر ََّكفََتي ٖمَۡىقِّل ٖت ََٰيَٓلَ َِكل ََٰذ ِيف َِّىإ 
ًًۚةَوۡحَرَو ٗة َّدَى َّه١٢  
 
Artinya : 
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
3
 
 
Dari ayat di atas jelas bahwa hubungan suami dan isteri adalah 
hubungan cinta dan kasih sayang, maka suatu perkawinan adalah pertemuan 
antara pria dan wanita yang menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi 
                                                          
 
1
 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 286. 
2
 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 28. 
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah 
Press, 1995), hlm. 644. 
2 
 
 
 
ketentraman. Sehinggga akan memperoleh kehidupan rumah tangga 
sakinah, mawaddah wa rahmah.
4
 
Bahwa dari tujuan pernikahan tersebut diatas mengisyaratkan, bahwa 
suami dan isteri merupakan satu pasangan yang saling membutuhkan 
dan saling melengkapi, tidak ada pihak yang lebih penting dari yang 
lain, tidak ada pihak yang lebih tinggi dari yang lain, dan tidak ada 
pihak yang mempunyai otoritas dari yang lain. Kedua suami dan 
isteri harus merasa saling membutuhkan dan saling membantu, 
kedua suami dan isteri harus saling melengkapi, keduanya harus 
saling menutupi kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang 
dimiliki.
5
 
 
Sudah tidak asing jika dalam suatu perkawinan terjadi perselisihan 
antara pasangan suami istri. Namun tidak semua perselisihan dapat 
diselesaikan dengan cara damai sehingga pasangan suami istri yang tidak 
dapat menyelesaikan perselisihan tersebut akhirnya memutuskan untuk 
bercerai di Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir.
6
 
Perkawinan menimbulkan akibat hukum antara kedua pasangan 
suami istri. Apabila terjadi suatu perceraian permasalahan yang timbul 
adalah anak dan harta. Namun dalam hal ini, penulis membatasi meneliti 
tentang masalah harta. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan, pada 
Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) 
berbunyi, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
                                                          
 
4
 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I), 
(Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 35. 
5
 Ibid. hlm. 48. 
6
 M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1985), hlm. 48. 
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bersama. Selanjutnya ayat (2) menjelaskan, harta bawaan dari masing-
masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing 
sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
7
 
Berdasarkan uraian pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 diatas, harta benda dalam perkawinan ada dua, yaitu 
harta bersama dan harta bawaan. Menurut Sayuti Thalib, sebagaimana 
dikutip oleh Ahmad Rofiq mengatakan bahwa”...harta bersama adalah harta 
kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. 
Maksudnya adalah, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-
sendiri selama masa ikatan perkawinan.”8 Sementara kekayaan yang 
diperoleh dengan cara hadiah atau warisan, tidak dapat dikategorikan 
sebagai kekayaan bersama atau dalam hal ini disebut sebagai harta bawaan.
9
 
Sehingga dari uraian tersebut, penulis membatasi meneliti tentang harta 
bersama. 
Alasan ketertarikan penulis mengangkat penelitian ini adalah 
berdasarkan penelusuran penulis di Pengadilan Agama Sukoharjo, banyak 
sekali kasus perceraian suami istri. Namun, sedikit sekali perkara 
pembagian harta bersama dalam kasus perceraian. Padahal setiap pasangan 
suami istri pasti mempunyai harta bersama dalam perkawinan mereka, 
                                                          
 
7
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 
hlm. 200. 
8
 Ibid. 
9
 Ibid. 
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semuanya itu harus dilakukan pembagian yang adil melalui proses peradilan 
agar tidak menimbulkan polemik baru setelah terjadi perceraian. Dalam 
kasus perceraian bilamana terjadi sengketa harta bersama, yang terpenting 
adalah fakta atau peristiwanya dengan mengetahui secara obyektif 
duduknya perkara. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari 
pembuktian.
10
 Selain itu, dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus 
memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu 
harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula 
mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.
11
 
Hakim mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya 
sebuah putusan. Karena kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada 
lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas 
lembaga pengadilan itu sendiri.
12
 Permasalahan yang muncul masih banyak 
di lapangan putusan hakim yang justru menimbulkan polemik baru dan 
tidak menyelesaikan masalah.
13
 Padahal tugas daripada putusan hakim 
adalah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, jangan sampai putusan 
hakim justru menimbulkan polemik baru dan memperuncing masalah yang 
                                                          
 
10
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (yogyakarta: Liberty 
yogayakarta, 1999), hlm. 165. 
11
 Ibid., hlm. 168. 
12
 Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan 
Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 
Nomor 3, September 2012, Dikutip dari http://www.academia.edu..com diakses 14 September 
2016, jam 20.30 WIB, hlm. 481. 
13
 Ibid. 
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justru menimbulkan kontroversi bagi kalangan praktisi hukum maupun 
masyarakat. Idealnya hakim harus mampu melahirkan putusan yang 
memenuhi asas
14
 keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
15
 Untuk 
menciptakan putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut memang 
tidak mudah. Apalagi tuntutan keadilan, karena konsep keadilan itu tidak 
mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan 
sama oleh pihak lainnya.
16
 
Idealnya putusan hakim harus mengandung beberapa aspek, yaitu 
pertama, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku 
dan berguna untuk setiap orang maupun kelompok serta negara. Kedua, 
merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dan kenyataan 
di lapangan. Ketiga, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang dan 
masyarakat. Keempat, putusan hakim tidak menimbulkan konflik baru bagi 
para pihak dan masyarakat.
17
 
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengambil data 
penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tentang pembagian 
harta bersama dalam kasus perceraian yang dijadikan bahan kajian dalam 
penyusunan penelitian ini, yaitu: Perkara Nomor 
                                                          
 
14
 Lihat Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 
hlm. 46. Asas adalah pokok, dasar, prinsip; asas keadilan artinya berdasarkan Keadilan.  
15
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia...., hlm. 165. 
16
 Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan...., 
hlm. 481. 
17
 Ibid. 
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0516/Pdt.G/2009/PA.Skh.
18
 serta Perkara Nomor 
0692/Pdt.G/2011/PA.Skh.
19
 dan Perkara Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh.
20
 
Secara umum dalam Perkara Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh. ini 
adalah tentang Gugatan istri terkait sengketa harta bersama yang belum 
dibagi dengan suami yang telah bercerai. Sementara Perkara Nomor 
0692/Pdt.G/2011/PA.Skh. ini adalah Gugatan Balik atau Gugatan 
Rekonvensi oleh istri yang mengajukan tuntutan harta bersama. Sedangkan 
dalam Perkara Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh. ini adalah tentang Gugatan 
yang diajukan oleh suami terkait sengketa obyek harta bersama yang belum 
dibagi dengan istri yang telah bercerai. Sebagaimana menurut ketentuan 
pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama ketika terjadi 
perceraian adalah bahwa masing-masing suami istri memiliki hak yang 
sama yaitu separuh bagian dari harta bersama.
21
 Sebagaimana menurut pasal 
35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
22
 jo 
pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pembagian seperti ini berlaku 
                                                          
 
18
 Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh. perihal 
Harta Bersama, 11 Maret 2010. 
19
 Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Skh. perihal 
Harta Bersama, 25 April 2012. 
20
 Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh. perihal 
Harta Bersama, 12 Mei 2014. 
21
 Lihat Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Nasional, (Jakarta: 
Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 170. 
22
 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974  Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). 
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tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar.
23
 Dalam 
hal ini ketiga putusan tersebut dijadikan pembanding dan bahan kajian 
penulis untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian 
para pihak terhadap sengketa pembagian harta bersama tersebut. 
Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di 
Pengadilan. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik 
dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan 
hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang 
digunakan dalam memutus perkara. Oleh karenanya putusan hakim harus 
tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 
Sehingga fokus penelitian dari uraian permasalahan diatas adalah terkait 
dengan pertimbangan hakim dari ketiga perkara tersebut, apakah putusan 
hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus sengketa 
pembagian harta bersama telah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum 
dan kemanfaatan. 
Penelitian ini penting dilakukan sebagai yurispundensi yaitu ilmu 
hukum atau sari putusan-putusan hakim untuk kasus-kasus hukum 
selanjutnya. Disamping itu, juga sebagai bahan komparasi atau pembanding 
bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus hukum lainnya. 
Sehingga hakim sebagai aparat penegak hukum di Pengadilan Agama 
menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan berintegritas memenuhi 
Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. 
                                                          
 
23
 Lihat Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam...., hlm. 139. 
8 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa pokok 
masalah dalam penelitian ini: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam 
memutus sengketa pembagian harta bersama ? 
2. Apakah putusan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam 
memutus sengketa pembagian harta bersama telah memenuhi asas 
Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan? 
C. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama 
Sukoharjo dalam memutus sengketa pembagian harta bersama. 
2. Untuk mengetahui putusan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo 
dalam memutus sengketa pembagian harta bersama telah memenuhi 
asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.   
D. Manfaat Penelitian 
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat 
dalam dua hal sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
a. Untuk menambah wawasan keilmuan para pembaca, diharapkan 
dapat menjadi sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan 
9 
 
 
 
khasanah ilmu pengetahuan akademik dibidang Hukum Keluarga 
Islam tentang harta bersama. 
b. Untuk menambah khasanah ilmu, khususnya mengenai 
pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam 
memutus sengketa pembagian harta bersama telah memenuhi asas 
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 
2. Manfaat Praktis 
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang 
pembagian harta bersama. Serta bahan kajian bagi praktisi hukum dan 
hakim di Pengadilan Agama untuk menghasilkan produk putusan yang 
berkualitas dan profesional memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, 
dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara serta masyarakat. 
E. Kerangka Teori 
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, pada Bab VII dalam judul harta benda dalam 
perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga pasal yang berbunyi; 
Pasal 35 
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama. 
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta 
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang 
para pihak sudah menentukan lain. 
 
Pasal 36 
(1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak. 
10 
 
 
 
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai 
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai 
harta bendanya. 
 
Pasal 37. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama 
diatur menurut hukumnya masing-masing.
 24
 
 
Dalam pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan diatas dikemukakan bahwa harta bersama adalah harta benda 
yang diperoleh selama perkawinan. Masing-masing harta yang diperoleh 
sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang 
tidak menentukan lain. Tentang harta bersama tersebut suami atau isteri 
dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak serta mempunyai hak 
sepenuhnya terhadap harta bendanya. Apabila terjadi perceraian, harta 
bersama diatur menurut hukum masing-masing.
25
 
Dalam hukum adat banyak ditemukan prinsip bahwa masing-
masing suami-isteri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan hal ini 
berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami-isteri. Namun apabila 
ditinjau dari pendekatan fiosofis, perkawinan merupakan ikatan lahir batin 
suami-isteri untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan tentram dalam 
kerukunan, hukum adat mengharapkan keabsahan menguasai harta benda 
tersebut jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala 
                                                          
 
24
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 91. 
25
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: 
Kencana, 2008), hlm 106. 
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keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.
26
 Menurut M. Yahya Harahap, 
sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengatakan, 
Jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi 
perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada 
syarat ikut sertanya isteri secara aktif dalam membantu pekerjaan 
suami. Jika isteri tidak ikut serta membantu suami dalam mencari 
harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah 
terbentuk harta bersama dalam perkawinan,.... terjadilah pergeseran 
konsepsi nilai-nilai hukum baru,.... lahirlah produk pengadilan yang 
mengesampingkan syarat isteri harus aktif secara fisik mewujudkan 
harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru dalam 
putusan Mahkamah Agung RI Nomor: K/Sip/1956 tanggal 7 
November 1965.
27
 
 
Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan dan Bab XII Kompilasi Hukum Islam dikemukakan 
bahwa harta bersama suami-isteri itu adalah harta yang diperoleh selama 
ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan 
terdaftar atas nama siapa pun. Dalam hal ini tanpa mempersoalkan siapa 
diantara suami-isteri yang mencarinya atau atas nama siapa harta kekayaan 
itu terdaftar.
 28
 Abdul Manan mengatakan, “Harta bersama itu dapat berupa 
benda berwujud atau juga tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi 
benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan 
yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.”29 
Mengenai wujud dari harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah 
dijelaskan dalam pasal 35 ayat (2),....adapun harta yang menjadi 
milik pribadi suami-isteri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang 
                                                          
 
26
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum...., hlm 106. 
27
 Ibid., hlm. 107 dan 108. 
28
 Ibid., hlm 108. 
29
 Ibid. 
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sudah ada sebelum perkawinan dilangsungkan, (2) harta yang 
diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada 
perolehan yang berbemtuk hibah, hadiah, dan warisan. Diluar jenis 
ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam 
perkawinan.
30
 
 
Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan 
adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya 
hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. 
Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, 
hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk 
perkaranya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari 
pembuktian.
31
 Jadi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti 
tidaknya peristiwa tersebut. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa 
yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum 
apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus 
menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah 
dianggapnya terbukti.
32
 
Sehubungan dengan apa yang harus dibuktikan, Abdul Manan 
mengatakan bahwa,“...untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang 
adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau 
kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang 
                                                          
 
30
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum...., hlm. 108. 
31
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata..., hlm. 165. 
32
 Ibid. 
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belum jelas atau yang menjadi sengketa.”33 Dalam hal siapa yang dibebani 
beban pembuktian, dalam pasal 163 Het Herziene Inlandsche Reglement 
(HIR), pasal 283 Rechts Reglement Buitengewesten (R.Bg), serta Hukum 
Acara Perdata dalam pasal 1865 Burgerlijke Wetboek (BW) dikenal asas 
pembuktian yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu: “Barangsiapa 
mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau 
menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu 
atau adanya peristiwa tersebut”.34 
Jadi beban pembuktian itu terletak pada para pihak yakni pihak 
yang berkepentingan di dalam suatu perkara baik penggugat maupun 
tergugat. Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat 
berkewajiban untuk membuktikan bantahannya.
35
 
Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkrit yang 
menjadi dasar gugatannya. Peristiwa konkrit itu pulalah yang 
menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan 
mengadili...Dibukalah kesempatan jawab-menjawab dipersidangan 
antara penggugat dan tergugat yang tujuannya ialah agar hakim 
dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang 
disengketakan oleh para pihak...Kemudian setelah peristiwa konkrit 
dibuktikan dan dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya. 
Disinilah dimulai dengan penemuan hukum (rechtsvinding)....untuk 
mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk 
dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus 
diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya 
harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit....setelah 
hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya (undang-
                                                          
 
33
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Kingkungan peradilan Agama, 
(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 228. 
34
 Roihan  A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:PT RajaGrafindo 
Persada, 2007), hlm. 145. 
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 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara..., hlm. 231. 
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undangnya) diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus 
menjatuhkan putusannya. Untuk itu harus memperhatikan 3 faktor 
yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu: keadilan, 
kepastian hukum dan kemanfaatan.
36
 
 
Dalam menegakkan hukum ketiga hal ini harus mendapat perhatian 
yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit 
mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap 
putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan 
sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan 
kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.
37
 
1. Keadilan 
Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima 
secara obyektif.
38
 Menurut Fence M. Wantu, memberikan kriteria 
keadilan, yaitu: 
a. adanya equality artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban 
semua orang sama didepan hukum. 
b. adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan 
substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, 
sederhana, dan biaya ringan. 
c. berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.39 
                                                          
 
36
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara..., hlm. 166-168. 
37
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara..., hlm. 291. 
38
 Algra, dkk., Mula Hukum, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 7. 
39
 Lihat L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11. 
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d. mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk 
menciptakan stabilitas yakni memberikan rasa ketertiban dan 
ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
40
 
2. Kepastian Hukum 
Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan 
sebagai berikut: 
a. Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk 
menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan 
ketentraman bagi para pihak dan masyarakat. 
b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan 
dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu 
sendiri dan kepastian karena hukum.
41
 
d. Mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada 
para pihak.
42
 
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena 
dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum 
bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban 
                                                          
 
40
 Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan...., 
hlm. 485. 
41
 Lihat Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan 
Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari http://www.academia.edu.com diakses 8 Desember 2016, 
hlm. 4. 
42
 Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan...., 
hlm. 485. 
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masyarakat.
43
 Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, 
terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan 
menibulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah 
demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.
44
 Undang-Undang itu 
sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, sebab berlakulah 
lex dura, sed tamen scripta, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi 
memang demikian bunyinya.
45
 
3. Kemanfaatan 
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau 
penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan 
hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan 
bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan 
atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu 
sendiri.
46
 
Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah 
hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya 
mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada 
kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan 
kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam 
                                                          
 
43
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 
2005), hlm. 160. 
44
 Ibid. 
45
 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum..., hlm. 14. 
46
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar..., hlm. 161. 
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menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya 
nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan 
bagi semua pihak.
47
 
F. Tinjauan Pustaka 
Adapun beberapa skripsi yang penulis jadikan tinjauan dalam 
skripsi ini yang tentunya berkaitan dengan masalah harta bersama adalah: 
Skripsi Nur Ngazizah, (Mahasiswa AS Syari’ah IAIN 
Surakarta,2011) dengan judul skripsi “Analisis Putusan Hakim Dalam 
Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”. Skripsi tersebut 
membahas tentang sengketa harta bersama bangunan rumah yang mana 
sertifikat rumah tersebut telah menjadi agunan koperasi serta pertanggung 
jawaban hutang terhadap  koperasi. 
Skripsi Dwi Aryani, (Mahasiswa AS IAIN Surakarta, 2004) dengan 
judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan pasal 35 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama Suami Isteri” 
di skripsinya membahas mengenai kajian dalam hukum islam yang 
menerangkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
masalah harta bersama suami isteri. 
Skripsi Siti Khofifah, (Mahasiswa AS Syari’ah STAIN Salatiga, 
2003), dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan 
Marital Beslag di Pengadilan Agama Semarang”. Skripsi tersebut 
membahas tentang sita harta perkawinan. Hak mengajukan Marital Beslag 
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 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar..., hlm. 161. 
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ini timbul bila terjadi sengketa perceraian suami isteri, maka selama 
pelaksanaan berlangsung para pihak berhak mengajukan permohonan sita 
atas harta perkawinan. 
Skripsi Sri Haryati, (Mahasiswa AS IAIN Surakarta, 2000) dengan 
judul skripsi “Kedudukan Harta Bawaan Suami yang Meninggal bagi 
Seorang Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus PA. 
Surakarta)” skripsi tersebut membahas mengenai kajian kedudukan harta 
bawaan suami yang meninggal bagi seorang janda menurut Kompilasi 
Hukum Islam dan beberapa faktor yang menyebabkan seorang janda dapat 
memiliki dan menguasai harta bawaan suami. 
Dari beberapa uraian tinjauan pustaka diatas digunakan untuk 
membedakan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang 
sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang sejenis sehingga 
menghindarkan dari adanya duplikasi. Sedangkan penelitian yang penulis 
lakukan adalah mengenai Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa 
Pembagian Harta Bersama Menurut Tinajuan Asas Keadilan, Kepastian 
Hukum, dan Kemanfaatan (Studi putusan Pengadilan Agama Sukoharjo).  
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat 
mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian.
48
 Metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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 Sugiono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 
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1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan (Library 
Research), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data yang 
diperoleh dari kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian.
49
 Untuk 
menyempurnakan data yang diperoleh dari kepustakaan tersebut 
dilakukan juga penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah yuridis-normatif. Yaitu penelitian hukum yang 
bertujuan mencari kaedah atau norma
50
 hukum. 
Dalam hal ini meliputi asas
51
 hukum, kaedah hukum, sistem
52
 
hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya peraturan perundang-
undangan.
53
 
2. Sumber Data 
Sesuai dengan objek kajiannya yaitu norma hukum, maka 
penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua 
publikasi tentang hukum. Meliputi peraturan perundang-undangan, 
peraturan pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal 
                                                          
 
49
 M. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1988), hlm. 111. 
50
 Lihat Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer...., hlm. 339. Norma adalah ukuran, 
kaidah, pedoman, ukuran untuk menentukan sesuatu. 
51
 Ibid., hlm. 46. Asas adalah pokok, dasar, prinsip; Asas Hukum artinya berdasarkan 
prinsip Hukum. 
52
 Ibid., hlm. 441. Sistem adalah metode, cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu), 
susunan cara. 
53
 Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan...., 
hlm. 481. 
20 
 
 
 
hukum, dan putusan pengadilan.
54
 Bahan hukum tersebut dibedakan 
menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan Hukum Primer 
Yaitu bahan-bahan hukum mengikat, seperti: 
1) Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo. 
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama. 
4) Kompilasi Hukum Islam. 
5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dll. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan 
hukum primer yang diperoleh melalui study dokumen,
55
 yaitu dapat 
berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan 
hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang diperoleh dari penelusuran 
media online atau internet maupun buku. 
c. Bahan Hukum Tersier 
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 Pieter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 
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 Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan...., 
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Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-
kamus hukum, ensiklopedi, dan lainnya. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo, Perpustakaan 
Syariah IAIN Surakarta, dan Perpustakaan Pusat IAIN Surakarta. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
e. Wawancara 
Yaitu suatu proses tanya-jawab untuk memperoleh 
informasi. Dalam hal ini penentuan narasumber dilakukan dengan 
proses Disposisi
56
 oleh Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dengan 
menunjuk Hakim sebagai pembimbing dan pendamping guna 
mengarahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai objek 
kajian penelitian.  
f. Dokumentasi 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
yang diperoleh dari dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama 
Sukoharjo. Selain itu juga melakukan observasi studi kepustakaan 
dengan melihat dan mempelajari berbagai berkas putusan tersebut 
serta literatur yang ada relevansinya dengan penelitian melalui 
penelusuran media internet dan buku.  
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 Lihat Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer...., hlm. 94. Disposisi adalah 
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5. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan 
metode kualitatif, dengan menggunakan cara  deskriptif-analitik,
57
 yaitu 
dengan cara mendeskripsikan data penelitian atau masalah tersebut 
kemudian dianalisis. Serta menggunakan cara berfikir  induktif, yaitu 
metode dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat khusus 
kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 
H. Sitematika Penulisan 
Untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi 
dari skripsi ini, serta agar menyajikan secara sistematis. Maka penulis 
menyajikan skripsi ini dalam lima bab, yakni sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Membahas mengenai hal-hal yang mendasari penelitian yang 
akan dilaksanakan. Seperti hal yang melatar belakangi penelitian, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori yang 
digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang 
ada dalam penelitian, tinjauan pustaka dengan menelusuri literatur-
literatur yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti, 
metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan. 
2. Bab II Landasan Teori 
Merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang terdiri 
dari: Tinjauan Umum Perceraian. Meliputi pengertian perceraian, 
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alasan perceraian, proses atau prosedur perceraian, dan akibat 
perceraian. Tinjauan Umum Harta Bersama Dalam Perkawinan. 
Meliputi Konsep Harta Bersama, yaitu: pengertian harta bersama, 
klasifikasi harta, ruang lingkup harta bersama, jenis-jenis harta 
bersama. Ketentuan Hukum Harta Bersama, yaitu: menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Kompilasi Hukum Islam, 
menurut Hukum Islam, dan menurut Hukum Adat. Ketentuan Umum 
Hukum Harta Bersama, yaitu: pengurusan harta bersama, penggunaan 
harta bersama. Dan Pembagian Harta Bersama. Tinjauan Umum 
Pembuktian. Meliputi alat bukti surat (tulisan), saksi, persangkaan, 
pengakuan, dan pemeriksaan setempat. Dan Tinjauan Umum Keadilan, 
Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.  
3. Bab III Deskripsi Data Penelitian 
Menjelaskan gambaran umum Pengadilan Agama Sukoharjo 
yaitu letak geografis Pengadilan Agama Sukoharjo, sejarah singkat, dan 
struktur organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo. 
Menjelaskan pertimbangan hukum Pengadilan Agama 
Sukoharjo dalam memutus perkara harta bersama Nomor 
0692/Pdt.G/2011/PA.Skh. Dalam Konvensi yaitu pokok sengketa, 
upaya damai, kompetensi absolut Pengadilan, Dalam Rekonvensi, 
pokok gugatan rekonvensi, keterkaitan rekonvensi dengan konvensi, 
tuntutan rekonvensi, jawaban rekonvensi, pokok sengketa yang harus 
24 
 
 
 
dibuktikan, beban pembuktian, kronologi kasus, pembuktian, dan 
pertimbangan, biaya perkara, amar putusan, penutup.  
Menjelaskan pertimbangan hukum Pengadilan Agama 
Sukoharjo dalam memutus sengketa pembagian harta bersama Nomor 
1113/Pdt.G/2013/PA.Skh. yaitu pokok sengketa, upaya damai, 
kompetensi absolut Pengadilan, fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan, 
beban pembuktian, pertimbangan gugatan, pertimbangan syar’i, biaya 
perkara, amar putusan, penutup. 
4. Bab IV Analisis 
Merupakan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama 
Sukoharjo tentang pembagian harta bersama. Bab ini terdiri dari dua 
sub bab. Sub bab pertama, yaitu Analisis perkara berdasarkan 
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus 
sengketa pembagian harta bersama Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Skh. 
dan Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh. sub bab kedua, Analisis putusan 
hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memutus sengketa 
pembagian harta bersama memenuhi asas Keadilan, Kepastian Hukum, 
dan Kemanfaatan.  
5. Bab V Penutup 
Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan yang 
merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat 
disampaikan dan penutup. 
 
25 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Umum Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
Menurut bahasa, kata cerai berarti pisah, putus hubungan 
sebagai suami-isteri. Kemudian kata perceraian, mengandung arti 
perpisahan, perihal bercerai (antara suami-isteri), perpecahan.
1
 
Dalam bahasa yang provokatif, Sayyid Sabiq mengatakan 
bahwa ”...talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan 
perkawinan.”2 Istilah perceraian terdapat dalam Kompilasi Hukum 
Islam pasal 117 menjelaskan bahwa “talak adalah ikrar suami di 
hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab 
putusnya  perkawinan.”3 
Secara istilah perceraian berarti putusnya perkawinan yang 
mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti 
suami istri. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 
                                                          
 
1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185. 
2
 Sayyid Sabiq, fiqh al-Sunnah, terj. M. Thaho, (Bandung: Al-Ma’arif, 1966), hlm. 9. 
3
 Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Nasional, (Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1999), hlm. 176. 
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113 menyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, 
perceraian, dan atas putusan pengadilan.”4  
Selanjutnya masalah putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
berbunyi: 
a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha 
dan tidak berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak. 
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai 
suami istri. 
c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur 
dalam peraturan perundangan tersendiri.
 5
 
 
Dalam hal ini mengenai putusnya perkawinan karena 
perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 
menyatakan “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian 
dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”6 
Lebih lanjut pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi 
pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
yaitu,”perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak.”7 
 
                                                          
 
4
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974  Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). 
5
 Ibid. 
6
 Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 175. 
7
 Ibid. 
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2. Alasan Perceraian 
Sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) menjelaskan “untuk melakukan 
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan 
dapat hidup rukun sebagai suami istri.”8 
Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan 
dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi 
Hukum Islam sebagai berikut:  
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang 
sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung. 
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami istri. 
e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain. 
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun 
lagi dalam rumah tangga. 
 
Dalam Kompilasi terdapat tambahan alasan perceraian yang 
khusus berlaku bagi pasangan yang memeluk agama islam: 
 
g. Suami melanggar taklik talak.  
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga.
9
 
                                                          
 
8
 Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 175. 
9
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 
hlm. 275 dan 276. 
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3. Proses atau Prosedur Perceraian 
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 pasal 39 ayat (1) “perceraian hanya dapat dilakukan didepan 
sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha 
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”10 
Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan ke dalam 
dua macam: 
a. Cerai Talak (Permohonan) 
Cerai Talak yaitu permohonan yang diajukan suami 
kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan 
talak kepada istri, disertai alasan-alasan serta meminta kepada 
Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Nantinya isi 
amar putusan hakim Pengadilan Agama adalah menetapkan 
memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak 
terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama setelah putusan 
berkekuatan hukum tetap. Apabila suami tidak datang ke 
Pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka 
permohonan cerai talak batal demi hukum.
11
 
                                                          
 
10
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..., 
11
 Damang Averroes Al Khawarizmi, “Hukum Perdata: Gugatan dan Permohonan 
Perceraian” dikutiip dari http://www.negarahukum.com diakses 29 Nopember 2016, jam 19.30 
WIB. 
29 
 
 
 
Pengertian diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama menyatakan,“seorang suami yang beragama islam yang 
akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada 
pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar 
talak.”12 
Dalam rumusan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu 
diajukan, 
seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan 
menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, 
mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, 
yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud 
menceraikan istrinya disertai dengan alsan-alasannya serta 
meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk 
keperluan itu.
13
 
 
Mengenai masalah tempat pengadilan tempat permohonan 
itu diajukan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) menjelaskan: 
Ayat (2) permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila 
termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 
yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. 
                                                          
 
12
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400). 
13
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050). 
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Ayat (3) dalam hal termohon bertempat kediaman di luar 
negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. 
Ayat (4) dalam hal pemohon dan termohon bertempat 
kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada 
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan 
Agama Jakarta Pusat. 
Ayat (5) permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri, 
dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama- sama 
dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak 
diucapkan.
14
 
 
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 
diatas memuat, yaitu: nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, 
yaitu suami dan termohon yaitu istri serta alasan-alasan yang 
menjadi dasar cerai talak.
15
 
Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan, 
sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama pasal 68 menyebutkan: 
Ayat (1) pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan 
oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak 
didaftarkan di kepaniteraan. 
Ayat (2) pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan 
dalam sidang tertutup.
16
 
 
Dalam rumusan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
tahun 1975 dinyatakan: 
Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang 
dimaksud pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 
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 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama..., 
15
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., hlm. 298. 
16
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama..., 
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30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga 
istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu 
yang berhubungan dengan maksud perceraian.
17
 
 
Langkah berikutnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 70 sebagaimana 
dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 16 
menyebutkan: 
Ayat (1) pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua 
belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup 
alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa 
permohonan tersebut dikabulkan. 
Ayat (2) terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding. 
Ayat (3) setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan 
hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang 
penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri 
atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. 
Ayat (4) dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi 
kuasa khusus dalam suara akta otentit untuk mengucapkan 
ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri 
atau kuasanya. 
Ayat (5) jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau 
patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak 
mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat 
mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. 
Ayat (6) jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan 
sjak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak 
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, 
meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut 
maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian 
tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
18
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 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., 
 
18
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., 
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Selanjutnya diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 yang kemudian dirinci dalam pasal 131 ayat 
(5) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 
Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama 
membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat 
yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri 
Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada 
pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal 
suami untuk diadakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga 
masing-masing diberikan kepada suami istri dan Helai ke 
empat disimpan oleh Pengadilan Agama.
19
 
 
b. Cerai Gugat (Gugatan Perceraian) 
Cerai Gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri 
terhadap suaminya di depan Pengadilan berdasarkan alasan-alasan 
yang diatur dalam Undang-Undang yang diajukan di depan 
Pengadilan tempat tinggalnya dengan permintaan agar memeriksa 
perkaranya dan menjatuhkan putusan perceraian. Nantinya isi amar 
putusan hakim Pengadilan Agama adalah menjatuhkan talak I bain 
sughra dari tergugat (nama istri) kepada penggugat (nama suami). 
Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di 
hadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah 
istri.
20
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam 
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 Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Nasional..., hlm. 180. 
20
 Damang Averroes Al Khawarizmi, “Hukum Perdata: Gugatan dan Permohonan..., 
diakses 29 Nopember 2016, jam 19.30 WIB.  
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
dan Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian diajukan oleh istri 
atau kuasanya. Prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan 
perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di pengadilan yang 
mewilayahi tempat kediaman penggugat.
21
 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 
menyatakan: 
Ayat (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau 
kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila 
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 
bersama tanpa izin penggugat. 
Ayat (2) dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar 
negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 
Ayat (3) dalam hal penggugat dan tergugat bertempat 
kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada 
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan 
mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat.
22
 
 
Berikutnya diatur mengenai alat-alat bukti yang 
menguatkan alasan-alasan diajukannya gugatan. Hanya pasal 21 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menambahkan masalah 
tempat mengajukan gugatan kaitannya dengan alasan-alasannya. 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., hlm. 301. 
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 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama..., 
34 
 
 
 
Pasal 21: 
Ayat (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam 
pasal 19 huruf b (pelanggaran taklik talak) diajukan kepada 
pengadilan di tempat kediaman penggugat. 
Ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan 
setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat 
meninggalkan rumah. 
Ayat (3) gugatan dapat diterima apabila tergugat 
menyatakan atau menunjukkan sukap tidak mau lagi 
kembali kerumah kediaman bersama. 
 
Pasal 22: 
Ayat (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam 
pasal 19 huruf f (suami istri terus-menerus dalam 
perselisihan) diajukan kepada pengadilan di tempat 
kediaman tergugat. 
Ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima 
apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-
sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah 
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat 
dengan suami istri itu.
23
 
 
Adapun yang menyangkut alasan-alasan dan dukungan 
alat buktinya, dijelaskan dalam pasal 74, 75 dan 76 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 133, 134 dan 125 
Kompilasi Hukum Islam.
24
 Dalam pasal 78 menambahkan, Selama 
berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, 
pengadilan dapat: 
a) Menentukan nafkah yang ditanggung suami. 
b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
pemeliharaan dan pendidikan anak. 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., hlm. 303. 
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c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami 
atau barang-barang yang menjadi hak istri.
25
 
 
Dalam kaitannya tentang isi bunyi pasal tersebut menurut 
ahmad rofiq mengatakan, 
Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal 
sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan 
perceraian itu (ps. 79 UUPA. Ps. 137 KHI, dan ps. 25 PP 
Nomor 9 Tahun 1975). Apabila terjadi perdamaian, maka 
tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan 
alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum 
perdamaian tercapai (ps. 83 UUPA, ps. 144 KHI, ps. 32 
PP). Upaya perdamaian ini dimungkinkan terjadi, 
mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan 
perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang (ps. 143 
KHI). Namun apabila tidak tercapai perdamaian, 
pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 
tertutup (ps. 145 KHI jo. Ps. 33 PP, dan ps. 80 ayat (2) 
UUPA).
26
 
 
Adapun kapan persidangan dimulai, pasal 80 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
menjelaskan,“pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh 
Majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan.”27 
Mengenai hal pemeriksaan gugatan, Ahmad Rofiq mengatakan, 
meskipun sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan 
secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan 
perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum (ps. 81 UUPA, jo. Ps. 146 ayat (1)). Perceraian 
dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung 
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 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama..., 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., hlm. 304. 
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 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama..., 
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sejaka putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum 
tetap (ps. 81 ayat 920 dan ps. 146 ayat (2) KHI, ps. 34 PP).28 
 
Setelah perkara gugatan perceraian diputuskan dalam 
sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-
pihak yang terkait sebagaimana disebutkan dalam pasal 147 
Kompilasi hukum islam menyatakan,”setelah perkara perceraian itu 
diputuskan, panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan 
surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan 
menarik Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan.”29 
4. Akibat Perceraian 
Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan mitsaqan ghalidhan 
(perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi 
perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-
akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai, 
yaitu tentang permasalahan anak dan harta. 
a. Anak (Hadhanah) 
1) Akibat Talak 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 
suami wajib memberikan biaya hadhanah sebagaimana diatur 
menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d) 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., hlm. 305. 
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 Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Nasional..., hlm. 184. 
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menyatakan, “memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya 
yang belum mencapai umur 21 tahun.”30 
2) Akibat perceraian (Cerai Gugat) 
Akibat perceraian karena cerai gugat sebagaimana diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, sebagai berikut: 
a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan 
hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah 
meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 
(1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 
(2) Ayah; 
(3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 
(4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
(5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis 
samping dari ibu; 
(6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis 
samping dari ayah; 
b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk 
mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. 
c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat 
menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, 
meskipun biaya nafkah dan hdhanah telah dicukupi, 
maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan 
Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah 
kepada kerabat lain yang mepunyai hak hadhanah pula. 
d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi 
tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-
kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat 
mengurus dirinya sendiri (21 tahun). 
e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan 
nafkah anak Pengadilan Agama memberikan 
putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c). dan (d). 
f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan 
ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan 
dan pendidikan anal-anak yang tidak turut padanya.
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b. Harta 
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Sebagaimana dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta dalam perkawinan 
itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah 
harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan 
oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Sedangkan 
harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau 
istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan 
oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-
masing suami atau istri.
32
 
Mengenai permasalahan harta bersama dalam pasal 37 
dijelaskan,”bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama 
diatur menurut hukumnya masing-masing.”33 Selanjutnya Kompilasi 
Hukum Islam pasal 157 menyatakan,”harta bersama dibagi menurut 
ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97.
34
 
B. Tinjauan Umum Harta Bersama 
1. Konsep Harta Bersama 
a. Pengertian Harta Bersama 
Secara bahasa, harta adalah suatu barang-barang  atau 
uang  dan  sebagainya yang menjadi kekayaan.
35
 Menurut Sayuti 
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Thalib, sebagaimana dikutip oleh Ahmad rofiq mengatakan 
bahwa,“harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh 
selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah 
harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama 
masa perkawinan.”36 
Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta 
benda dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
pasal 35 ayat (1), “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 
menjadi harta benda bersama. Ayat (2), “Harta bawaan dari 
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 
lain.”37 
Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan 
gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 
(1) huruf (f) yang berbunyi, “Harta kekayaan dalam perkawinan 
atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau 
bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung 
dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan 
terdaftar atas nama siapapun.”38 
b. Klasifikasi Harta Dalam Perkawinan 
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Ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama 
antara  suami istri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 
perkawinan pasal 35 ayat (1). Namun, bukan berarti dalam 
perkawinan yang diakui hanya harta bersama sebab berdasarkan 
Kompilasi Hukum Islam pasal 85 dinyatakan bahwa, “adanya harta 
bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya 
harta milik masing-masing suami atau istri”.39 Harta benda dalam 
perkawinan ada tiga macam yaitu: 
1) Harta bersama 
Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam 
perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama 
perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban 
yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang HAM pasal 51:  
Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan 
mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan 
suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan 
kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak- 
anaknya, dan hak pemilikan sertta pengelolaan harta 
bersama. 
Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita 
mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik 
mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-
anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik 
bagi anak.
40
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Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita 
mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua 
hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak 
anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa 
perkawinan dikuasai bersama suami istri. Oleh karena itu, 
selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak 
dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya 
dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai 
mati.
41
 
2) Harta Bawaan 
Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing 
suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau 
yang diperoleh  sebagai warisan atau hadiah”.42 Tentang macam 
harta ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat (1) mengatur 
bahwa, 
harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan 
harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam 
perjanjian perkawianan.
43
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Perjanjian Perkawinan tersebut sebagaimana diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 menyatakan, “ kedua 
calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam 
bentuk taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan 
dengan hukum islam.” Selanjutnya pasal 47 dan 49 Kompilasi 
Hukum Islam menjelaskan, 
Pasal 47 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan 
kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian 
tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah 
mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. 
(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi 
percampuran harta pribadi dan pemisahan harta 
pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak 
bertentangan dengan hukum islam. 
(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, 
boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan 
masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas 
harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. 
 
Pasal 49 
(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi 
semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke 
dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-
masing selama perkawinan. 
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada 
ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran 
harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang 
dibawa pada sat perkawinan dilangsungkan, sehingga 
percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang 
diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.
44
 
 
Harta  bawaan  bukan  termasuk  dalam  klasifikasi  
harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta 
bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan 
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hukum terhadapnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 36 ayat (2), 
yang mengatakan bahwa, “megenai harta bawaan masing-
masing suami atau istri  mempunyai  hak  sepenuhnya untuk 
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”45 
Hal senada juga dinyatakan dalam Kompilaasi Hukum 
Islam pasal 87 ayat (2) yang berbunyi, “suami dan istri 
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum 
atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau 
lainnya.”46 Artinya berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan 
yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak 
bisa diotak-atik oleh pasangan yang lain. 
Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika 
sepasang pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian 
perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian 
perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya 
peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta 
bersama.
47
 
3) Harta perolehan 
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Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya 
dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami 
istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”.48 Harta ini 
umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta  ini tidak 
diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama 
terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang 
diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta macam ini 
diperoleh setelah masa perkawinan. 
Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga 
menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami 
maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjajian 
perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 
pasal 87 ayat (2), harta perolehan sama dengan harta bawaan, 
keduanya bukan merupakan obyek dari harta bersama, yang 
hanya disebut dengan harta perolehan adalah harta milik 
masing-masing suami istri setelah menikah, tetapi bukan 
diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing-masing. 
Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk 
mencukupi kebutuhan rumah tangga suami, maka harta 
perkawinan itu dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu : 
a) Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri 
sebelum perkawinan yaitu harta bawaan. 
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b) Harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri 
bersama-sama selama perkawianan yaitu harta 
pencaharian. 
c) Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri 
secara perseorangan sebelum atau sesudah 
perkawinan yaitu harta penghasilan. 
d) Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika 
upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut 
hadiah perkawinan.
49
 
 
c. Ruang Lingkup Harta Bersama 
Sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan segala 
harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya 
menurut hukum menjadi harta bersama.
50
 Dalam hal ini untuk 
menentukan apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai objek 
harta bersama antara suami istri dalam suatu perkawinan, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan 
Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 
Nomor 803 K/Sip/1970 sebagaimana dikutip oleh M. Yahya 
Harahap menjelaskan,”harta yang dibeli oleh suami atau istri di 
tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk 
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harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama 
perkawinan.”51 
Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang 
termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan 
pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama 
perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama 
suami istri tanpa mempersoalkan: 
- apakah suami atau istri yang membeli, 
- apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami, 
- apakah harta itu terletak dimana. 
Begitu patokan umum menentukan barang yang dibeli 
selama perkawinan. Apa saja yang dibeli selama 
perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta 
bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri 
yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama 
suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli 
apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta 
tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan 
sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta 
bersama....Lain  halnya  jika  uang  yang  digunakan  
untuk  membeli   barang tersebut berasal dari harta 
pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang 
tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang 
yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta 
yang seperti itu tetap menjadi miliki pribadi suami atau 
istri.
 52 
 
2) Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang 
Dibiayai Dari Harta Bersama 
Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 
1970 Nomor 803 K/Sip/1970 sebagaimana dikutip oleh M. 
Yahya Harahap mengatakan,”yakni apa saja yang dibeli, jika 
uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam 
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barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang 
itu dibeli atau dibangun berasal dari harta bersama.”53 Lebih 
lanjut dalam bahasa yang provokatif M. Yahya Harahap 
mengatakan,”untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek 
harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian 
atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang 
itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.”54 
Penerapan yang seperti ini harus dipegang secara teguh 
untuk menghindari manipulasi dan iktikad buruk suami 
atau istri. Karena dengan penerapan yang seperti ini, 
hukum tetap dapat menjangkau harta bersama sekalipun 
harta itu telah berubah bentuk menjadi barang 
lain....Maka untuk mengatasinya, asas kemutlakan harta 
bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam 
jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal dari harta 
bersama walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh 
atau dibeli sesudah perceraian terjadi.
 55 
 
3) Harta Yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama Perkawinan 
Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 
1974 Nomor 808 K/Sip/1974 sebagaimana dikutip oleh M. 
Yahya Harahap menjelaskan,”bukan faktor atas nama siapa 
harta terdaftar, asal harta bersangkutan dapat dibuktikan 
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diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari 
harta bersama, maka menjadi obyek harta bersama.”56 
Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. 
Yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan 
dengan sendirinya menjadi harta bersama....Pada 
umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang 
digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang 
digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak 
pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas 
hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat 
mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk 
menentukan apakah suatu barang termasuk harta 
bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan 
keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta 
yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan 
berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari 
uang pribadi.
57
 
 
4) Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan 
Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal  
dari harta bersama akan menjadi harta bersama....Akan 
tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama 
yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami 
istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari 
harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta 
bersama....Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri 
tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika 
dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil 
yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang 
diperoleh dari harta pribadi suami  istri jatuh menjadi 
harta bersama....Begitu pula milik pribadi yang ditukar 
dengan barang lain, tetap mutlak jauh menjadi milik 
pribadi. Namun hasil yang timbul dari harta pribadi, 
jatuh menjadi harta bersama.
 58 
 
5) Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri 
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Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 
1971 Nomor 454 K/Sip/1970 sebagaimana dikutip oleh M. 
Yahya Harahap berbunyi,”Segala penghasilan suami atau istri, 
baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan 
masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi 
sebagai pegawai menjadi harta bersama suami atau istri.”59 
Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri 
tidak terjadi pemisahan, malahan dengan sendirinya 
terjadi penggabungan kedalam harta bersama. 
Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya 
terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
60
 
 
d. Jenis-Jenis Harta Bersama 
Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami 
istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber:
61
 
1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum 
kawin baik diperolehnya karena mendapat wrisan atau usaha-
usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan. 
2) Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama 
berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan 
karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, 
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tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk 
masing-masing. 
3) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan 
perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari 
mereka disebut harta pencaharian. 
Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan pasal 35 dan 36, sebagai berikut: 
Pasal 35 ayat (1),”Harta benda yang diperoleh selama 
perkawinan menjadi harta benda bersama.” Ayat (2), “Harta 
bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda 
yang diperoleh masin-masing sebagai hadiah atau warisan 
adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para 
pihak tidak menentukan lain.” 
Pasal 36 ayat (1), “Mengenai harta bersama suami istri 
dapat bertinak atas persetujuan kedua belah pihak.” Ayat 
(2), “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan 
istri mempunyai  hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum mengenai harta bendanya.” 62 
 
Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, 
“adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau 
istri.”63 Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut: 
Ayat (1), “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 
85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak 
berwujud.” 
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Ayat (2),”Harta bersama yang berwujud dapat meliputi 
benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat 
berharga.” 
Ayat (3),”Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa 
hak maupun kewajiban. 
Ayat (4),”Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang 
jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang 
lainnya.” 64 
 
Memperhatikan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam di atas 
bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik 
suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu 
mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. 
Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda 
bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk 
surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak 
berwujud berupa hak dan kewajiban. 
2. Ketentuan Hukum Harta Bersama 
Sebagaimana telah dibahas, harta bersama diatur dalam 
peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
maupun Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, segala urusan 
yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum 
tersebut. Sebagai contoh, jika pasangan suami istri ternyata harus 
bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas didasari pada 
ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam hukum tersebut. 
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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Tentang harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 pada bab VII dengan judul harta bersama dalam 
perkawinan yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35, 36 dan 37. 
Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa:  
Pasal 35 ayat (1),”Harta benda yang diperoleh selama 
perkawinan menjadi harta bersama.” Ayat (2),”Harta 
bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda 
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, 
adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para 
pihak sudah menentukan lain.” 
 
Pasal 36 ayat (1),”Mengenai harta bersama, suami istri 
dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Ayat 
(2),”Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri 
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 
hukum mengenai harta bendanya. 
 
Pasal 37,”Bilsa perkawinan putus karena perceraian, harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” 65 
 
Dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 bahwa, harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta 
bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang 
diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena 
itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian 
sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak 
hanya atas persetujuan bersama. 
Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh 
masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama 
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dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia  menjadi hak dan 
dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri. 
b. Kompilasi Hukum Islam 
Dalam Kompilasi Hukum Islam soal harta bersama diatur 
secara lebih lengkap mulai pasal 85 sampai pasal 97. Adapun 
pengaturan harta bersama secara lebih lanjut, menyatakan: 
Pasal 85,”Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak 
menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing 
suami atau istri.” 
 
Pasal 86 ayat (1),”Pada dasarnya tidak ada percampuran 
antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.” Ayat 
(2),”Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh 
olehnya  demikian juga harta suami tetap menjadi hak 
suami dan dikuasai  penuh olehnya.” 
 
Pasal 87 ayat (1),”Harta bawaan dari masing-masing suami 
dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai 
hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-
masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan. Ayat (2),”Suami dan istri 
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 
hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, 
sodaqoh, atau lainnya. 
 
Pasal 88,”Apabila terjadi perselisian antara suami istri 
tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu 
diajukan kepada pengadilan agama.” 
 
Pasal 89,”Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, 
harta istri maupun hartanya sendiri.” 
 
Pasal 90,”Istri turut bertanggungjawab menjaga harta 
bersama, maupun harta suami yang ada padanya.” 
 
Pasal 91 ayat (1),”Harta bersama sebagai tersebut dalam 
pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak 
berwujud.” Ayat (2),”Harta bersama yang berwujud dapat 
meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-
surat berharga.” Ayat (3),”Harta bersama tidak berwujud 
54 
 
 
 
dapat berupa hak maupun kewajiban.” Ayat (4),”Harta 
bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 
satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.” 
 
Pasal 92,”Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak 
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. 
Pasal 93 ayat (1),”Pertanggungjawaban terhadap hutang 
suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing. Ayat 
(2),”Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan 
untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta 
bersama. Ayat (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, 
dibebankan pada harta suami. Ayat (5),”Bila harta suami 
tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta 
istri. 
 
Pasal 94 ayat (1),”Harta bersama dari perkawinan seorang 
suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-
masing terpisah dan berdiri sendiri. Ayat (2),”Pemilikan 
harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 
mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1 
dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang 
kedua, ketiga, atau yang keempat. 
 
Pasal 95 ayat (1),”Dengan tidak mengurangi ketentuan 
pasal 24 ayat 2 huruf c peraturan pemerintahan no. 9 tahun 
1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta 
Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta 
bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila 
salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan 
membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, 
dan sebagainya.” Ayat (2),”Selama masa sita dapat 
dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan 
keluarga dengan izin Pengadilan Agama.” 
 
Pasal 96 ayat (1),”Apabila terjadi cerai mati, maka separuh 
harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih 
lama.” Ayat (2),”Pembagian harta bersama bagi seorang 
suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus 
ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki 
atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan 
Agama.” 
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Pasal 97,”Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak 
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain 
dalam perjanjian lain dalam perkawinan.” 66 
 
c. Harta Bersama Dalam Hukum Islam 
Menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip 
oleh M. Yahya Harahap mengatakan,”pencaharian bersama suami 
istri, mestinya masuk dalam Rub’u Mu’amalah. Tetapi ternyata 
secara khusus tidak ada dibicarakan.”67 
Mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya 
pengarang dari kitab-kita tersebut adalah orang Arab, 
sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai 
pencaharian bersama suami istri itu. Tetapi disana ada 
dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam 
bahasa Arab disebut Syarikah atau Syirkah. Mungkin 
perkataan Syarikat dalam bahasa indonesia sekarang itu 
berasal dari bahasa Arab.
68
 
 
Lebih lanjut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip 
oleh M. Yahya Harahap menyimpulkan,”harta bersama dalam 
perkawinan digolongkan dalam bentuk syarikah abadan 
mufawadlah.”69 Kesimpulan itu beliau ambil berdasar alasan 
bahwa,”pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia, 
sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk 
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mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta 
simpanan untuk masa tua mereka.”70 
Satu hal yang perlu dicatat dalam uraian tersebut bahwa 
doktrin hukum fiqh tidak ada membahas masalah harta bersama 
suami istri dalam perkawinan. Namun para Ulama Indonesia setuju 
untuk mengambil syarikat abadan sebagai landasan kaidah-kaidah 
hukum yang berkenaan dengan masalah harta bersama.Karena itu 
panitia perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan 
dari jalur aturan syarikat abadan dan Hukum Adat. Oleh karena itu, 
uraian yang berkenaan dengan masalah harta bersama tidak terlepas 
kaitannya dengan ketentuan Hukum Adat maupun dengan 
yurisprudensi.
71
 
Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama 
diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri 
selama mereka diikat oleh tali perkawinan, sehingga harta yang 
dihasilkan terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang 
lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi, yaitu bagi semua laki-laki 
ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada 
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bagian dari apa yang mereka usahakan pula.
72
 Dasar hukumnya 
adalah Al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 32 yang berbunyi: 
اَلَوااَم ََّضفااَما ْاۡوَّىََمتَتاُ َّللّٱاِاهِبۦااِّماٞبيِصَواِلاَج ِّرهِّنا ٖۚ ضَۡعباَٰىهَعاۡمُكَضَۡعباا َّم
ا
 ْ ُوبََستۡكٱاا ا َّم ِّما ٞبيَِصوا ِٓءاَسِّىِهنَواَٖۚهۡبََستۡكٱاۡاسَوَ ا ْاُوهاَ َّللّٱاِاِههَۡضفا هِمٖۚٓۦاا َِّنإاَ َّللّٱا
ااٗمِيهَعاٍءۡيَشا ِّمُِكباَناَك٢٣ا 
Artinya: 
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang 
lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang 
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari 
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.
73
 
Dalam hukum Islam terdapat dua pendapat yang dapat 
dikemukakan tentang harta bersama, yaitu;
74
 
1) Tidak Dikenal Harta Bersama Dalam Lembaga Islam Kecuali 
Dikenal Dengan Syirkah 
Pendapat ini didasarkan dalam Islam tidak mengenal 
percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan. 
Meskipun demikian kelompok ini memandang bahwa dalam 
hubungan perkawinan istri menjadi syarikatur rujuly fil hayati, 
yaitu kongsi sekutu bagi suami dalam menjalani bahtera hidup. 
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Artinya hubungan suami istri merupakan suatu bentuk syirkah 
(kongsi, kerjasama, persekutuan).
75
 Harta kekayaan suami dan 
istri bisa bersatu karena adanya pengertian syirkah semacam itu, 
harta itu seakan-akan dianggap sebagai harta tambahan karena 
usaha bersama suami istri selama masa perkawinan mereka. Jika 
terjadi perceraian, harta syirkah ini dibagi antara suami istri 
menurut pertimbangan siapa diantara mereka yang lebih  banyak 
yang berinvestasi.
76
 
2) Adanya Harta Bersama Antara Suami dan Istri Menurut Hukum  
Islam 
Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta 
bersama yang dimaksud adalah harta yang diperoleh pasangan 
suami istri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung 
dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari 
mereka. Oleh karena itu, hal-hal yang berkenaan dengan 
hubungan perkawinan mereka termasuk masalah harta benda 
menjadi milik bersama.
77
 
d. Harta Bersama Menurut Hukum Adat 
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Ditinjau dari segi pandangan Hukum Adat, menurut B. Ter 
Haar sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap 
mengatakan,”dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang 
yang diperoleh suami istri selama perkawinan.”78 Dalam putusan 
Mahkamah Agung tanggal 7 Nopember 1956 Nomor 51 
K/Sip/1956 sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap 
menegaskan bahwa,”menurut hukum adat semua harta yang 
diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam 
gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri.”79 
Selama ini sesuai dengan keaneka ragaman lingkungan 
masyarakat adat, terdapat berbagai istilah yang berasal dari setiap 
lingkungan adat yang bersangkutan. Dalam masyarakat Aceh 
misalnya, dipergunakan istilah “harta seharkat”. Dalam masyarakat 
Jawa memberi istilah harta “gono-gini”. Dan sebagainya. Semua 
sebutan dan istilah itu mengandung makna yang sama yaitu 
mengenai harta bersama dalam perkawinan antara suami istri.
80
 
Menurut Ter Haar, sebagaimana dikutip oleh Muhammad 
Isna Wahyudi mengatakan bahwa, harta perkawinan dalam Hukum 
Adat dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut: 
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a. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan 
atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke 
dalam perkawinan. 
b. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri 
serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau 
dalam masa perkawinan. 
c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami 
dan isteri sebagai milik bersama. 
d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama 
pada waktu pernikahan.
81
 
 
Menurut Djodjodigoeno dan Tirtawinata, sebagaimana 
dikutip oleh Muhammad isna Wahyudi, mengatakan bahwa, 
masyarakat Jawa Tengah membagi harta perkawinan menjadi dua 
macam, yaitu: 
a. Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan. 
b. Harta milik bersama atau harta perkawinan.82 
Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana 
dikutip oleh Muhammad Isna Wahyudi , menjelaskan bahwa, 
harta perkawinan menurut hukum adat terbagi menjadi harta 
milik masing-masing suami atau istri dan harta bersama. 
Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing-
masing suami atau istri mencakup: 
a. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri 
sebagai warisan dari orang tua atau nenek-moyang. 
b. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri 
sebagai hibah atau hasil usaha sendiri.
83
 
 
Lebih lanjut Muhammad Isna Wahyudi menjelaskan 
bahwa, 
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Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan 
pembagian harta bersama yaitu suami mendapatkan 2/3 
(duapertiga) dan isteri mendapat 1/3 (sepertiga). Asas 
pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut asas 
”sagendong sapikul.” Tata cara pembagian seperti ini juga 
dikenal di pulau Bali berdasarkan ketentuan 
“sasuhunsarembat.” Begitu juga di kepulauan Banggai, 
terdapat ketentuan duapertiga dan sepertiga tersebut. Akan 
tetapi, dalam perkembangannya, asas ”sagendong sapikul,” 
atau “sasuhun-sarembat,” dalam pembagian harta bersama 
makin lama makin lenyap.
84
 
 
Semula terdapat kesan bahwa hukum adat lama, 
keikutsertaan istri aktif membantu pekerjaan suami, merupakan 
syarat utama terbentuknya harta bersama. jika yang membanting 
tulang hanya suami, istri dianggap tidak mempunyai andil dalam 
harta yang dihasilkan suami. Dalam kasus yang demikian dianggap 
tidak pernah terbentuk harta bersama antara suami dan istri.
85
 
Lahirlah berbagai yurisprudensi sejak tahun 1950, yang tidak 
berpegang pada klausula istri harus ikut aktif membantu suami 
secara nyata. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 19 
Pebruari 1976 Nomor 985 K/Sip/1973 sebagaimana dikutip oleh 
M. Yahya Harahap mempertegas bahwa,”menurut hukum adat 
semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam 
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perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu 
semata-mata hasil pencaharian suami atau istri sendiri.”86 
Dari putusan diatas, definisi dan pengertian harta bersama 
semakin disederhanakan menjadi harta bersama antara suami istri 
ialah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. 
Definisi dan kaidah inilah yang dipegang sekarang untuk 
menentukan pengeertian hukum harta bersama.
87
 
3. Ketentuan Umum Hukum Harta Bersama 
a. Pengurusan Harta Bersama 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 124 
menyatakan,“hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama 
itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangankannya dan 
membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang 
diatur dalam pasal 140.”88 Artinya, suami memiliki kewenangan 
dalam mengurus harta bersama karena dia merupakan kepala 
rumah tangga, termasuk dalam hal menjualnya, 
memindahtangankannya dan membebaninya. Namun suami tidak 
diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam pasal 140 
yaitu, 
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“...berhaklah mereka, memperjanjikan, bahwa kendati 
berlakunya persatuan menurut Undang-Undang, namun 
tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh 
memindahkantangankan atau membebani barang-barang tak 
bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar 
tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan 
pitutang-piutang atas nama istri sekadar olehnya 
dimasukkan dalam persatuan atau yang sepanjang 
perkawinan masuk kiranya dari pihak istri didalamnya”.89 
 
b. Penggunaan Harta Bersama 
Kebersamaan harta kekayaan suami istri, maka harta 
bersama menjadi milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini, ada 
dua macam hak dalam harta bersama, yaitu; hak milik dan hak 
guna. Harta bersama suami istri memang sudah menjadi hak milik 
bersama, namun jangan dilupakan bahwa disana juga terdapat hak 
gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan  
harta  tersebut  dengan  syarat  harus  mendapatkan persetujuan dari 
pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, 
dia harus mendapat persetujuan dari istrinya dan sebaliknya.
90
 
Undang-undang perkawinan pasal 36 ayat 1 menyebutkan, 
“mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak”.91 Dasarnya adalah Kompilasi 
Hukum Islam pasal 92, “suami atau istri tanpa persetujuan pihak 
lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta 
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bersama”.92 Suami istri juga diperboleh menggunakan harta 
bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari 
salah satu pihak. Tentang hal ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 91 
ayat (4) mengatur, “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang 
jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.93 
Prinsip diatas bertolak belakang dengan prinsip yang 
diatur oleh KUHPerdata dimana pada pasal 124 ayat (1) 
menentukan bahwa harta bersama atau persatuan berada di bawah 
urusan suami secara mutlak. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa 
suami dapat menjual, memindah-tangankan dan membebani harta 
bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur tangan istri, kecuali 
sebelumnya ada perjanjian perkawinan.
94
 
4. Pembagian Harta Bersama 
Sebagaimana menurut peraturan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 37 menyatakan,“bila 
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing”.95 Menurut M. Yahya Harahap 
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mengatakan,”yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah 
hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”96 
Sekiranya penjelasan tersebut dihubungkan dengan ketentuan 
pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 96 ayat (1) 
menegaskan,”apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama 
menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”97 Begitu juga dalam 
cerai hidup pasal 97 menegaskan,“janda atau duda cerai hidup 
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”98 
Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum 
Islam, penerapan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 suami istri masing-masing berhak mendapat setengah 
bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah. Tidak 
menjadi soal apakah pecahnya karena cerai mati atau cerai 
hidup.
99
 
 
Pendirian yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam 
sejalan dengan makna syarikat yang ditentukan dalam Hukum Islam. 
Menurut Islamil Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh M. 
Yahya Harahap mengemukakan, 
Bukankah harta bersama yang dilembagakan dalam 
perkawinan merupakan hasil konstruksi hukum yang ditarik 
dari syarikat abadan. Oleh karena harta bersama disejajarkan 
konstruksinya dengan pengertian syarikat, sehingga suami istri 
dianggap bersyarikat atau berkongsi terhadap harta bersama, 
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adalah patut untuk memberi hak dan bahagian yang sama 
apabila perkawinan mereka pecah.
100
 
 
Penerapan yang demikian juga telah merupakan 
yurisprudensi tetap dalam Hukum Adat. Dalam putusan Mahkamah 
Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424 K/Sip/1959 sebagaimana 
dikutip oleh M. Yahya Harahap menegaskan,”menurut yurisprudensi 
Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini 
harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat 
separoh bagian.”101 
Contoh kasus di kota Surakarta sebagaimana dalam putusan 
Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0085/Pdt.G/2010/PA.Ska.
102
 
menjelaskan, perihal pembagian harta bersama dalam kasus perceraian 
antara Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat 
Konvensi (Penggugat Rekonvensi) yaitu sebuah bangunan rumah 
berlantai 3 (tiga). Tentang duduk perkaranya, semula tanah dari 
bangunan tersebut adalah milik warisan orang tua dari Tergugat 
Rekonvensi yang kemudian tanah tersebut dibangun sebuah rumah 
berlantai 3 (tiga) yang uang dari pembangunan rumah tersebut 
dibiayai dari harta penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 
ketika masih dalam ikatan perkawinan. Dalam jawaban Penggugat 
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Rekonvensi pada pokoknya bersedia bercerai dengan Tergugat 
Rekonvensi asalkan harta gono-gini dibagi adil yaitu masing-masing 
separoh bagian. Kemudian Majelis Hakim yang mengadili perkara 
menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bangunan rumah 
tersebut adalah harta gono-gini dan Penggugat Rekonvensi juga 
mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik warisan orang tua 
Tergugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim yang mengadili perkara 
tersebut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan 
menyatakan sebuah rumah sebagaimana yang dimaksud adalah harta 
bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta 
masing-masing berhak separoh bagian harta bersama tersebut. 
Tentang masalah penerapan pembagian harta bersama dalam 
cerai hidup, tidak begitu menimbulkan persoalan. Yakni masing-
masing mendapat setengah bagian. Lain halnya dalam pembagian 
harta bersama dalam keadaan cerai mati. Dalam masalah ini bisa 
timbul berbagai masalah yang memerlukan penerapan tersendiri. 
a. Cerai Mati Tanpa Anak 
Dalam hal cerai mati tanpa anak penerapannya berdasar Hukum 
Adat terdapat beberapa variasi. Misalnya suami meninggal dunia 
tanpa anak, sehingga yang tinggal hanya janda. Dalam kasus yang 
seperti ini ada yang berpendapat, harta bawaan suami maupun harta 
bersama jatuh menjadi warisan janda. Pendapat seperti ini dapat 
dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1960 
68 
 
 
 
Nomor 302 K/Sip/1960 sebagaimana dikutip oleh M. Yahya 
Harahap menjelaskan, 
Seorang janda perempuan merupakan ahli waris terhadap 
barang asal dari suaminya dalam arti, bahwa sekurang-
kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap ditangan 
janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia 
meninggal atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah 
indonesia disamping ketentuan ini mungkin dalam hal 
barang-barang warisan amat banyak harganya, janda berhak 
atas bagian warisan seperti anak kandung.
103
 
 
Dari putusan tersebut, jika diurai lebih lanjut terdapat 
beberapa penggarisan hukum yang berkenaan dengan harta 
bersama. 
Dalam hal suami meninggal dunia tanpa keturunan, janda 
akan menguasai dan menikmati harta bersama selama ia 
hidup atau tidak kawin dengan lelaki lain. Jika dia kawin 
dengan lelaki lain, maka harta bersama dibagi dua. 
Setengah bagian untuk janda dan setengah bagian untuk ahli 
waris mendiang suami.
104
 
 
Namun penyelesaian harta bersama kurang cocok dan 
kurang adil digantungkan pada kematian janda atau perkawinan 
janda dengan lelaki lain. Sebab dengan hal tersebut, maka selama 
janda belum mati atau belum kawin dengan lelaki lain, selama itu 
pula hak dari para ahli waris mendiang akan tertutup.
105
 Oleh 
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karena itu ditinjau dari pendekatan rasa keadilan menurut putusan 
Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 1981 Nomor 02 K/Sip/1979 
sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap menyatakan, 
Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan 
harta bersama antara suami istri. Apabila suami duluan 
meninggal tanpa punya keturunan, istri sebagai janda 
berhak mendapat seperdua bagian, sedang seperdua bagian 
lagi menjadi hak ahli waris yang selebihnya secara 
bersekutu sesuai dengan kedudukan dan pembagian yang 
ditentukan menurut faraidh.
106
 
 
Terkait dengan putusan diatas, menurut M. Yahya 
Harahap mengatakan,”dengan cara penerapan yang seperti ini, 
pembagian harta bersama menjadi jernih dan tuntas. Tidak ada lagi 
sangkut paut harta bersama dengan ahli waris mendiang suami.”107 
b. Cerai Mati dan Ada Anak 
Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 
1959 Nomor 258 K/Sip/1959 sebagaimana dikutip oleh M. Yahya 
Harahap mengemukakan,”dalam kasus cerai mati dengan 
meninggalkan keturunan, baik istri (janda) maupun anak-anak 
dapat menuntut pembagian harta bersama.”108 
Jadi apabila suami meninggal dengan meninggalkan janda 
dan keturunan (anak), menurut hukum baik anak-anak atau 
seorang dari anak maupun janda, dapat menuntut 
pembagian harta bersama. tuntutannya tentu berisi, setengah 
bagian menjadi hak mendiang suami, merupakan “tirkah” 
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bagi ahli waris mendiang suami (dalam hal ini janda dan 
anak-anak).
109
 
 
C. Tinjauan Umum Pembuktian 
Menurut R. Subekti, sebagaimana dikutip oleh A. Rasyid Roihan 
mengatakan, “pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran 
dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu 
persengketaan.”110 Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya 
perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap 
hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk 
dibuktikan.
111
 
Sehubungan dengan apa yang harus dibuktikan, Abdul Manan 
mengatakan bahwa,“...untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang 
adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau 
kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang 
belum jelas atau yang menjadi sengketa.”112 Dalam hal siapa yang dibebani 
beban pembuktian, dalam pasal 163 Het Herziene Inlandsche Reglement 
(HIR), pasal 283 Rechts Reglement Buitengewesten (R.Bg), serta Hukum 
Acara Perdata dalam pasal 1865 Burgerlijke Wetboek (BW) dikenal asas 
pembuktian yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu: “Barangsiapa 
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mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau 
menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu 
atau adanya peristiwa tersebut”.113 
Jadi beban pembuktian itu terletak pada para pihak yakni pihak 
yang berkepentingan di dalam suatu perkara baik penggugat maupun 
tergugat. Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat 
berkewajiban untuk membuktikan bantahannya.
114
 
Sebagaimana dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, alat bukti 
yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam 
pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg, dan pasal 1866 KUH Perdata, sebagai 
berikut: 
1. Alat Bukti Surat (tulisan) 
Sebagaimana dalam ketentuan Hukum Acara Perdata 
dijelaskan, 
Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti 
adalah HIR pasal 164, R. Bg pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 
ayat (78), KUH Perdata pasal 1867-1880 dan pasal 1869, 1874, 
menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta 
sebagaimana tersebut dalam pasal 165 dan 167 HIR, serta pasal 
138-147 Rv.
115
 
 
Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta 
dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan menjadi akta autentik dan 
akta dibawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian ini dikenal paling 
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tidak tiga jenis surat yaitu: (1) akta autentik, (2) akta dibawah tangan, 
(3) surat bukan akta yang dikenal dengan alat bukti surat secara 
sepihak. 
Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa,”Akta 
autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 
wewenang....pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, 
panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya.”116 
Oleh karena akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian 
sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak memerlukam 
bukti tambahan, dan hakim wajib mempercayai kebenaran apa 
yang tertulis di dalam akta tersebut selama tidak dibuktikan, 
sebaliknya. Dan untuk membuktikan sebaliknya itu haruslah 
dengan bukti yang sama kekuatannya. Dengan kata lain jika ada 
yang menyangkal suatu akta autentik maka harus dibuktikan 
dengan akta lain. Siapa yang membatahnya maka dialah yang 
harus membuktikan ketidakbenarannya, hal ini sesuai dengan 
pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR, serta pasal 283 
R.Bg. jika terjadi hal seperti ini maka kekuatan pembuktian 
yang dimiliki oleh kedua akta tersebut berubah menjadi bukti 
permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti tambahan....jika 
salah satu pihak dapat menguatkan bukti autentik yang telah 
turun nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan dengan alat 
bukti lain, maka dalil gugatan yang diajukannya menjadi 
terbukti sempurna.
117
 
 
Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa,”akata 
dibawah atangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh 
para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.”118 
Mengenai akta dibawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, 
tetapi diatur dalam S 1867 no. 29 untuk jawa dan 
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Madura....termasuk pengertian surat dibawah tangan menurut 
pasal 1 S 1867 no. 29 (ps. 1874 BW, 286 Rbg) ialah akta 
dibawah tangan, surat-surat daftar (register), catatan mengenai 
rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan 
seorang pejabat.
119
 
 
Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah sama dengan 
adalah sama dengan akta autentik jika isi dan tanda tangan 
diakui oleh pihak lawan....Jika isi dan tanda tangan yang ada 
dalam akta dibawah tangan disangkal oleh pihak lawan, maka 
akta dibawah tangan itu mempunyai nilai kekukatan yang sama 
dengan bukti permulaan. Akibat dari penyangkalan ini secara 
berdiri sendiri tidak cukup membuktikan dalil gugat, harus 
disempurnakan dengan alat bukti yang lain seperti saksi atau 
sumpah tambahan.
120
 
 
2. Alat Bukti Saksi 
Sebagaimana dalam ketentuan Hukum Acara Perdata 
menjelaskan, 
Alat bukti saksi diatur dalam pasal 169-172 HIR dan pasal 306-
309 R.Bg. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya 
diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika Undang-Undang 
menentukan lain, misalnya tentang persatuan harta kekayaan 
perkawinan, menurut pasal 150 KUH Perdata harus dibuktikan 
dengan perjanjian kawin, asuransi atau perjanjian pertanggungan 
harus dibuktikan dengan polis sesuai dengan pasal 258 KUHD, 
dan sebagianya.
121
 
 
Mengenai keterangan saksi-saksi tersebut menurut Abdul 
Manan mengatakan bahwa,”pada dasarnya pembuktian dengan saksi 
baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau 
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kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-
dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing.”122 
Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang 
sah menurut hukum sebagaimana yang disebutlan dalam pasal 
164 HIR dan pasal 284 R.Bg. harus terbatas pada peristiwa-
peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus 
pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa 
yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan 
kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah 
pikiran bukanlah kesaksian (pasal 171 HIR dan 308 R.Bg.). jadi 
saksi-saksi itu adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, 
merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian 
dalam perkara yang sedang dipersengketakan.
123
 
 
Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak 
dianggap sebagai pembuktian yang cukup: seorang saksi bukan 
saksi, unus testis nullus testis (ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1906 
BW). Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja 
tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan 
harus ditolak kalau penggugat dalam mmempertahankan 
dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lain. 
Keterangan seorang saksi saja kalau dapat dipercaya oleh hakim, 
bersama dengan satu alat bukti lainnya baru dapat merupakan 
alat bukti yang sempurna, misalnya dengan persangkaan atau 
pengakuan tergugat. Hakim dapat pula membebani sumpah pada 
salah satu pihak bila pihak itu hanya mengajukan seorang saksi 
saja dan tidak ada alat bukti lainnya. Apakah dua orang saksi 
atau lebih yang memberi keterangan tentang kejadian yang 
berlainan merupakan unus testis....keterangan saksi-saksi yang 
jika dihubungkan satu sama lain, mempunyai arti dan maksud 
yang sama dapat menghasilkan bukti yang sah dan sempurna. 
Dapat dikemukakan pendapat HR 25 Nopember 1948 yang 
mengatakan bahwa”...dua keterangan saksi mengenai peristiwa 
yang berbeda bersama-sama merupakan bukti yang cukup.” 
Keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang tidak dapat 
disamakan dengan keterangan saksi dimuka hakim (MA 10 Jan. 
1957 no. 38K/Sip/1954).
124
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3. Persangkaan 
Bukti persangkaan masih dipersilisihkan oleh para ahli hukum 
tentang alat bukti atau bukan. Sebagian mereka mengatakan 
bahwa persangkaan itu bukan alat bukti, tetapi merupakan 
kesimpulan belaka, dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti 
sebenarnya bukan persangkaan itu, melainkan alat-alat bukti 
lain, misalnya persaksian atau surat-surat pengakuan satu pihak 
(R. Wiryono Prodjodikoro 1975:116 dan R. Subekti 1978:44). 
Sebagian lagi mengatakan bahwa persangkaan itu adalah alat 
bukti yang bersifat tidak langsung....bahkan hakim dapat 
menggunakan peristiwa prosesuil maupun peristiwa notoir 
sebagai persangkaan (Sudikno Mertokusumo, SH., 1998:138). 
Nampaknya pendapat yang terakhir ini didasarkan pada pasal 
164 HIR dan pasal 1866 KUH Perdata yang menyatakan dengan 
tegas bahwa bukti persangkaan adalah alat bukti.
125
 
 
Berdasarkan pasal 1915 KUH Perdata, ada dua macam 
persangkaan yaitu: (1) persangkaan menurut undang-undang, (2) 
persangkaan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik 
oleh hakim.
126
 
 
Persangkaan berdasarkan undang-undang dalam hukum 
pembuktian dikenal dengan persangkaan berdasarkan hukum 
yaitu persangkaan oleh Undang-Undang dihubungkan dengan 
perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu 
Persangkaan hakim adalah kesimpuilan yang ditarik oleh hakim 
berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu yang telah 
terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para 
pihak....persangkaan hakim ini hanya boleh dipergunakan atau 
dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan 
pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula dimajukan suatu 
bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan 
atasan adanya itikad buruk atau penipuan.....persangkaan hakim 
tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terdiri dari beberapa 
persangkaan yang satu sama lain saling mendukung, 
berhubungan, sehingga peristiwa yang disengketakan itu 
dianggap terbukti....jika yang ada hanya persangkaan hakim 
saja, maka nilai pembuktiannya baru mempunyai pembuktian 
permulaan, oleh karena itu harus didukung oleh bukti lain.
127
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4. Pengakuan 
Sebagaimana dalam ketentuan Hukum Acara Perdata 
dijelaskan, 
Pengakuan diatur dalam HIR (ps. 174, 175, 176), RBg (ps. 
311,312,313) dan BW, (ps. 1323-1928) pengakuan merupakan 
keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan 
dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, 
yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu 
peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh 
lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh 
hakim tidak perlu lagi....pengakuan merupakan pernyataan yang 
tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi 
kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada 
hal alat bukti yang dimaksudkan untuk memberi kepastian 
kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. Dalam hal ini 
HR tidak selalu menunjukkan pendirian yang tetap: pada suatu 
ketika pengakuan secara diam-diam diterima, tetapi pada saat 
lain menolak pengakuan secara diam-diam....dengan demikian 
dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai, 
sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan 
hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Maka 
oleh karena itu pada hakekatnya pengakuan bukanlah 
merupakan pernyataan tentang kebenaran, akan tetapi lebih 
merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. 
Maka sekalipun dimuat sebagai alat bukti dalam pasal 164 HIR 
(ps. 284 Rbg, 1866 BW) pada hakekatnya pengakuan bukanlah 
merupakan alat bukti.
128
 
Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa,”ilmu 
pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga, yaitu pengakuan murni, 
pengakuan kualifikasi dan pengakuan dengan clausula.”129 
Yang dimaksud dengan pengakuan murni (aveu pur et-simple) 
ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya 
dengan tuntutan pihak lawan....Pengakuan dengan kualifikasi 
(gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie) adalah pengakuan 
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yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari 
tuntutan....Pada hakikatnya, pengakuan dengan kualifikasi ini 
tidak lain adalah jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari 
pengakuan dan sebagian terdiri dari sangkalan....Pengakuan 
dengan clausula (geclausuleerde bekentenis, aveu complexe) 
adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan 
tambahan yang bersifat membebaskan....pada hakikatnya disini 
jawaban Tergugat merupakan pengakuan tentang hal pokok 
yang diajukan Penggugat, tetapi disertai dengan tambahan yang 
menjadi dasar penolakan gugatan baik pengakuan dengan 
kualifikasi maupun dengan clausula haruslah diterima bulat dan 
tiak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. 
Pengakuan semacam itulah yang disebut sebagai “pengakuan 
yang tidak boleh dipisah-pisahkan” (onsplitsbare aveu) yang 
diatur dalam pasal 176 HIR (ps. 313 Rbg, 1924 BW)....jadi 
terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan 
(onsplitsbare aveu) itu pembuktiannya dibebankan kepada 
penggugat. Penggugat harus dibebani dengan pembuktian 
seakan-akan jawaban tergugat seluruhnya merupakan sangkalan 
terhadap guugatan penggugat. Penggugat harus membuktikan 
ketidakbenarannya keterangan tambahan dari tergugat....jadi 
hakim baru boleh memisah-misahkan pengakuan (onsplitsbare 
aveu) kalau penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan 
tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka 
pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat.
130
 
 
5. Pemeriksaan Setempat 
Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dapat dijumpai 
dalam pasal 153 HIR, pasal 180 R.Bg. dan pasal 211 Rv. Dalam 
peraturan ini dikemukakan bahwa apabila Ketua menganggap 
perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang Hakim dari 
majelis tersebut dengan bantuan panitera Pengadilan, panitera 
Pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan 
pemeriksaan(plaatselijke opneming en onderzoek) yang dapat 
memberikan keterangan kepada hakim. Dalam praktik 
pemeriksaan setempat ini dilakukan sendiri oleh Ketua Majelis. 
Dalam pasal 211 Rv. Lebih tegas ditentukan bahwa pemeriksaan 
setempat dapat dilaksanakan berdasarkan putusan, baik atas 
permintaan para pihak maupun karena jabatannya....menurut 
Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., (1988;155), meskipun 
pemeriksaan setempat tidak dimuat di dalam pasal 164 HIR, 
pasal 184 R.Bg. dan pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, 
tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim 
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memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang 
menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada 
hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Tentang kekuatan 
pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.
131
 
 
D. Tinjauan Umum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan 
Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto 
Rahardjo mengatakan bahwa, “hukum itu harus memenuhi berbagai karya 
sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, 
kegunaan dan kepastian hukum.”132 Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan 
nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. 
Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga 
mempunyai potensi untuk saling bertentangan.
133
 
1. Keadilan 
Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak 
ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak 
lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat 
diterima secara obyektif.
134
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Menurut Aristoteles,  ada beberapa pengertian keadilan, 
antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan 
korektif.
135
 
Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa 
hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak 
dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. 
Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan 
numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik 
berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan 
hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi 
kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. 
 
Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan 
proporsional, dimana keadilan distributif  berpangkal pada 
pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga 
dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan 
sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). 
 
Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang 
bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya 
apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi 
orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya 
kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada 
pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya 
sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.
136
 
 
Menurut Thomas Aquinas,  keadilan dapat dibagi dua, yaitu 
keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. 
Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam 
peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan 
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umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas 
persamaan atau proporsionalitas.
137
 
Hans Kelsen  berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah 
tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur 
perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan 
kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan 
sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan 
berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan 
manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap 
kebahagiaan.
138
 Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap 
keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari 
tatanan. 
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Keadilan menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad 
Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam 
memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat 
sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak 
sewenang-wenang atas kekuasaannya.
139
 
Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh 
Syafruddin kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakikat 
hukum.”140 Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis 
bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang 
sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat 
dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus 
secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.
141
 
Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa,”keadilan 
tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan 
bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang 
sama.”142 Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus 
ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi 
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yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara 
damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana 
terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang 
dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang 
menjadi bagiannya.
143
 
Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan 
persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang 
memperoleh bagian yang sama....Jika hukum semata-mata 
menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan 
memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia 
tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib 
hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau 
tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan 
umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, 
mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan 
itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus 
menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. 
Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut 
supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri....makin 
banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang 
sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin 
tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah 
keadilan. Itulah arti summum ius, summa iniuria, keadilan 
yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.
144
 
 
Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo 
sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo menekankan bahwa, 
“merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan 
yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak 
dan kewajiban.”145 
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Menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan 
sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari 
keadilan haruslah diambil berdasatkan kebenaran substantif, 
memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”146 
Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang 
digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan 
hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota 
masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa 
saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun 
juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata 
tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat 
prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan 
hukum acara perdata (prosedural).
 147
 
Lebih lanjut menurut Hans Kelsen hukum yang dapat 
memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan 
yang dapat bekerja secara sistematis. Dengan demikian, keadilan 
adalah keadilan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
148
 Dengan kata lain adanya kesesuaian antara 
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prosedur dengan substansi sehingga keadilan tersebut akan diterima 
oleh masyarakat. 
Dalam kaitannya tentang keadilan juga harus diperhatikan 
tentang asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
149
 Sebagaimana diatur 
dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, 
dan biaya ringan.
150
 
Asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara 
dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak 
memakan waktu yang lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran 
No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) 
bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu 
enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali 
jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan 
dalam waktu enam bulan.
 151
 
Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung 
keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, 
kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan 
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tersendiri, dan kecepatan penyelesainnya dalam putusan yang cepat 
dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan 
hukum.
152
 
Pada asas sederhana memiliki tujuan agar dalam proses 
persidangan tidak berbelit-belit dan mudah diselesaikan sehingga 
penerapan asas cepat dapat terlaksana.
153
 Sedangkan dalam hal biaya 
ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat 
sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 
2009.
154
 Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari 
keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang 
mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus 
ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat 
dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nila-
nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.
155
 
Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut 
Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan 
sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang 
menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang 
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sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).”156 
Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan 
dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di 
masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang 
tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus 
mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam 
masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, 
manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang 
dihadapi.
157
 
2. Kepastian Hukum 
Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian 
hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum 
itu sendiri dan kepastian karena hukum.”158 Lebih lanjut beliau 
memaparkan, 
 
 
 
Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma 
hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di 
dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. 
Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh 
terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-
peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi 
norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau 
kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-
beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian 
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hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, 
bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya 
hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat 
waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. 
Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi 
seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu 
hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.
159
 
 
Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-
undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang 
kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka 
hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu 
dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan 
hukum yang berlaku.
160
 Sehingga kepastian hukum dalam hal ini 
berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Menurut Satjipto 
Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan, 
Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, 
artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian 
dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu 
yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut 
adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian 
mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak 
hukum menjadi lembaga semakin formal.
161
 
 
Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan 
adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang 
diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali 
dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang 
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 Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum...., hlm. 4. 
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lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk 
kepastian dan tidak berbelit-belit. Menurut Badai Husain hasibuan dan 
Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa, 
dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak 
sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah 
yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini 
disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang 
tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan 
dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk 
memperoleh kepastian hukum.
162
 
 
Dalam hal ini Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama 
Melati menghubungkan kepastian hukum dengan asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Makna sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami 
dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak 
dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti 
(tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan 
jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara 
yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki 
acara yang sederhana.  Apa yang sudah sederhana, jangan 
sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang 
berbelit-belit dan tersendat-sendat. Terkait dengan cepat ialah 
suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka 
waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan 
kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Sedangkan biaya 
ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang 
harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan 
sengketanya di depan pengadilan. Dalam hal ini berarti tidak 
dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara 
riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang 
jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di 
pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima 
uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang 
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 Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, “Asas Kepastian Hukum 
Dalam Peradilan Indonesia” dikutip dari http://www.amiyorazakaria.blogspot.com diakses 9 
Desember 2016, hlm. 1. 
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tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya 
dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan 
dapat melihatnya sewaktu-waktu.
163
 
 
Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum 
merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, 
Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan 
hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan 
secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu 
dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan 
peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.
164
 Hal 
tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum 
itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas 
pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur 
kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat 
dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah 
merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan 
masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.
165
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3. Kemanfaatan 
Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa 
untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi 
Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan 
bahwa, “...hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang 
mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.”166 Dalam 
hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu 
seharusnya, melainkan apa hukumnya.
167
 
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau 
penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan 
hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau 
kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya 
dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam 
masyarakat itu sendiri.
168
 Menurut Jeremy Bentham sebagaimana 
dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah 
dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang 
sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”169 
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 Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di 
Indonesia” dikutip dari http://www.academia.edu.com diakses 9 Desember 2016, hlm. 6 dan 7. 
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 Ibid., hlm. 7. 
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 Sudikno Mertokususmo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 
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Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah 
hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya 
mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada 
kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan 
kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam 
menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya 
nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau 
kegunaan bagi semua pihak.
170
 
4. Hubungan Antara Keadilan, kepastian Hukum, dan Kemanfaatan 
Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi 
manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di 
samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan 
hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian 
tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna 
(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa 
yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna 
bagi masyarakat.
171
 
  
Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh 
Syafruddin kalo mengatakan bahwa, 
Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus 
diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, 
hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 
menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum 
tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya 
keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak 
menyamaratakan.  Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan 
adil bagi orang lain.
172
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Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak 
dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus 
berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya 
suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi 
juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain. 
Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh 
Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, 
Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai 
kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai 
nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. 
Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan 
itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa 
keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar 
pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih 
cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka 
sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun 
nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah 
kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna 
bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya 
berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan 
menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan 
tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai 
kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil 
belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian 
hukum.  Dengan demikian kita harus dapat membuat 
kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat 
mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, 
seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.
173
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukoharjo 
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Sukoharjo 
Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di 
Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo. 
Kemudian awal Februari 2007 dipindah ke gedung baru, terletak di 
Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya 
Jl.Rajawali No.10, Sukoharjo. Pengadilan Agama Sukoharjo 
merupakan salah satu bagian dari Pengadilan Agama di lingkungan 
Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang mememiliki kompetensi 
absolut dan relatif, Kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak 
Pengadilan Agama Sukoharjo dalam menangani jenis perkara yang 
masuk dan kompetensi ralatif adalah kewenangan pengadilan agama 
sukoharjo dalam menangani perkara diwilayah kabupaten sukoharjo. 
Pengadilan Agama Sukoharjo berada di wilayah daerah tingkat II 
Kabupaten Sukoharjo dengan batas wilayah sebagai berikut: 
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. 
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Surakarta. 
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d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung kidul. 
Kabupaten Wonogiri.
1
 
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukoharjo 
Pasca perang jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin 
memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya 
pemberontakan rakyat jawa. Kondisi masyarakat jawa semakin 
miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan (pidana) di 
berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial 
menekan raja Sukoharjo dan Yogyakarta agar menerapkan 
hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk 
lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung. 
Di Kasunanan Sukoharjo dibentuk Pradata Gedhe, yakni 
pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua 
perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di 
bawah pengawasan Residen Sukoharjo. Dalam pelaksanaannya 
Pradata Gedhe mengalami kesulitan karena volume perkara 
yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Sukoharjo 
memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada 
pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di 
tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata Kabupaten. 
Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan 
Residen Sukoharjo Keucheneus membuat perjanjian 
pembentukan Pradata Kabupaten di wilayah Klaten, Boyolali, 
Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat perjanjian 
tersebut disyahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874 
Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis 
sebagai berikut: "Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, 
Kartasura lan Sragen, apadene ing Kawedanan Larangan 
kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. 
Kawedanan Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan 
Kabupaten Sukoharjo" (Di Kabupaten Klaten, Ampel, 
Boyolali, Kartasura dan Sragen dan juga Kawedanan Larangan 
dibentuk pengadilan yang disebut Pradata Kabupaten. 
Kawedanan Larangan sekarang dijadikan kabupaten dengan 
nama Kabupaten Sukoharjo). 
Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 
Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan 
Raad Agama Jawa dan Madura Pengulu Ageng di Sukoharjo di 
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 Redaktur, Dikutip dari http://www.pa-sukoharjo.go.id diakses tanggal 6 juni 2016, 
19.00 WIB. hlm. 1. 
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jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh 
Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton 
Sukoharjo pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan 
pada waktu di Sukoharjo dibentuk Landraad pada tanggal 1 
Maret 1903, maka beliau (K. Pengulu Tafsir Anom ke V) 
diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan 
Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. Pada tahun 1962 di 
Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan 
Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Sukoharjo. 
Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di 
Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo 
kemudian awal Februari 2007 boyongan ke gedung baru. 
Terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, 
tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.
2
 
 
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo3 
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 Redaktur, “Sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo,” Dikutip dari http://www.pa-
sukoharjo.go.id diakses 6 Juni 2016, jam 19.00 WIB. hlm. 1 dan  2. 
3
 Ibid., Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo,” Dikutip dari 
http://www.pa-sukoharjo.go.id diakses 6 Juni 2016, jam 19.00 WIB. hlm. 1. 
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B. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Sengketa Pembagian 
Harta Bersama Perkara Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh 
1. Tentang Pertimbangan Hukum 
a. Pokok Sengketa 
Bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab 
menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok 
sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama 
dalam perkawinan. 
b. Upaya Damai 
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, 
Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan 
Tergugat hadir didalam persidangan dan Majelis hakim 
telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara 
akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis 
memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan 
upaya damai lewat mediasi, akan tetapi ternyata gagal.
4
 
 
c. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama 
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo 
pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini 
mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut 
hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada 
hukum Syari’ah Islam, maka perkara ini menjadi Kompetensi 
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 Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh. perihal 
Harta Bersama, 11 Maret 2010, hlm. 4. 
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Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan 
menyelesaikannya. 
d. Legal Standing 
Bahwa Penggugat dengan tergugat tertanggal 22 
September 2008 adalah merupakan suami istri yang sah 
menurut hukum dengan adanya Putusan Pengadilan 
Agama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat 
perkawinan telah putus karena perceraian sesuai Akta 
Cerai Nomor 636/AC/2008/PA.Skh, telah terbukti bahwa 
para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun 
belum melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh 
sebab itu para pihak memiliki legal standing dalam 
perkara ini.
5
 
 
e. Fakta Yang Tidak Perlu Lagi Dibuktikan 
Menimbang, bahwa pada hari berikutnya telah terjadi 
kesepakatan antara Penggugat dengan tergugat akan 
mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, yang 
dituangkan dalam Nota Perdamaian Nomor 
0516/Pdt.G/2009/PA.Skh, tanggal 12 Januari 2010, 
sebagai berikut: 
1) Bahwa Pengugat menyerahkan obyek sengketa yang 
berupa bangunan rumah yang terletak di Jati Rt 01 Rw 
02, desa Jati, kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
Dengan batas-batas: 
Utara: tanah kas desa. 
Selatan: jalan desa. 
Timur: tanah milik Gito. 
Barat: Balai desa. 
2) Bahwa penggugat tidak menuntut terhadap obyek 
sengketa yang berupa bangunan rumah yang terletak di 
Jati Rt 01 Rw 02, desa Jati, kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. Dengan batas-batas: 
Utara: tanah kas desa. 
Selatan: jalan desa. 
Timur: tanah milik Gito. 
Barat: Balai desa. 
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 Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh. perihal 
Harta Bersama, 11 Maret 2010, hlm. 2. 
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3) Bahwa Penggugat telah menguasai obyek sengketa 
yang berupa satu bidang tanah beserta bangunan yang 
berdiri diatasnya yang tercatat dalam sertifikat HM 
Nomor 950 atas nama pemegang hak Mudjiono yang 
terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, 
Kabupaten Klaten. Dengan batas-batas: 
Utara: jalan raya. 
Selatan: tanah milik Arjo. 
Timur: tanah milik Slamet. 
Barat: tanah milik Sri Sumarningsih 
4) Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai hak yang 
sama terhadap obyek sengketa dengan HM Nomor 950 
atas nama pemegang hak Mudjiono yang terletak di 
desa Sekaran, kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. 
Dengan batas-batas: 
Utara: jalan raya. 
Selatan: tanah milik Arjo. 
Timur: tanah milik Slamet. 
Barat: tanah milik Sri Sumarningsih 
5) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara 
bersama-sama membagi dengan bagian yang sama 
besarnya terhadap obyek sengketa yang berupa satu 
bidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya 
yang tercatat dalam sertifikat HM Nomor 950 atas 
nama pemegang hak Mudjiono yang terletak di desa 
sekaran, kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, 
dengan batas-batas: 
Utara: jalan raya. 
Selatan: tanah milik Arjo. 
Timur: tanah milik Slamet. 
Barat: tanah milik Sri Sumarningsih 
6) Bahwa pembagian obyek sengketa terhadap obyek 
sengketa yang berupa satu bidang tanah beserta 
bangunan yang berdiri diatasnya yang tercatat dalam 
sertifikat HM Nomor 950 atas nama pemegang hak 
Mudjiono yang terletak di desa sekaran, kecamatan 
Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas: 
Utara: jalan raya. 
Selatan: tanah milik Arjo. 
Timur: tanah milik Slamet. 
Barat: tanah milik Sri Sumarningsih 
7) Bahwa setelah realisasi penjualan terhadap obyek 
sengketa tersebut uang hasil penjualan dibagi secara 
bersama-sama dengan bagian yang sama antara 
pengguat dengan Tergugat secara kontan dan seketika 
dihadapan Notaris. 
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8) Bahwa dalam hal tanggungan hutang di Bank sebanyak 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedang 
kekurangannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta 
rupiah) akan ditanggung bersama antara Penggugat dan 
Tergugat dengan rincian Tergugat 50% dan Penggugat 
50% akan ditanggung bersama-sama antara Penggugat 
dengan tergugat masing-masing 50%. 
9) Bahwa perkara Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh. 
mohon dapat diputus Majelis hakim pemeriksa perkara 
ini di Pengadilan Agama Sukoharjo. 
10) Bahwa perdamaian ini dibuat dengan sadar tidak 
ada paksaan dari siapapun baik Penggugat maupun 
tergugat.
6
 
 
f. Pertimbangan 
Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terjadi 
kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat akan 
mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana 
tersebut dalam duduk perkaranya. 
 
Menimbang, bahwa kemudian Majelis membacakan 
rumusan perdamaian tersebut, dan kedua belah pihak yang 
berperkara menyatakan telah mengerti akan maksud 
rumusan tersebut dan sepenuhnya dapat menerima serta 
menyetujui rumusan tersebut. 
 
Menimbang, bahwa point-point perdamaian tersebut diatas 
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
uraian putusan perdamaian ini. 
 
Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian 
antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus 
dinyatakan perkara ini selesai karena perdamaian dan 
memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk tunduk 
dan taat menepati perdanaian yang telah disepakati.
7
 
 
g. Biaya Perkara 
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Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama 
maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan 
kepada Penggugat.
8
 
h. Penutup 
Memperhatikan pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dan segala 
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ 
yang berkaitan dengan perkara ini.
9
 
2. Amar Putusan 
a. Mengadili 
1) Menyatakan perkara ini telah selesai karena damai. 
2) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan taat 
menepati perdamaian yang telah disepakati. 
3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya 
perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 
606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah).
10
  
b. Pengucapan Putusan 
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 
11 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul 
Awal 1431 H, oleh kami Drs. H.D. Tahyuddin, S.H 
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9
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 Ibid. 
100 
 
sebagai Ketua Majelis dan Drs. Abu Aeman, S.H serta 
Drs. Hermanto masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
putusan mana oleh hakim tersebut pada hari itu juga 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan 
didampingi oleh Tukino, S.H sebagai Panitera Pengganti 
Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat 
dan tergugat.
11
 
 
C. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Sengketa Pembagian 
Harta Bersama Perkara Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Skh 
1. Tentang Pertimbangan Hukum 
a. Dalam Konvensi 
1) Pokok Sengketa 
Bahwa dari surat permohonan Pemohon dan 
jawab-menjawab para pihak, pokok sengketa mereka dalam 
konvensi adalah permohonan cerai talak. 
2) Upaya damai 
Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim telah 
gagal melakukan upaya perdamaian baik melalui 
mediasi maupun yang dilakukan oleh majelis hakim 
sendiri dalam persidangan maka perkara ini harus 
diselesaikan melalui putusan hakim.
12
 
 
3) Kompetensi Absolut Pengadilan Agama 
Menimbang bahwa pemohon dan termohon 
beragama islam dan telah melakukan perkawinan 
secara islami, maka perkara ini merupakan 
kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk 
memeriksa dan menyelesaikannya (vide pasal 2 jo 
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pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 yang telah diubah kedua Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009).
13
 
 
4) Legal Standing Para Pihak 
Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon 
dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai 
suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak 
memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka 
para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.
14
 
b. Dalam Rekonvensi 
1) Pokok Gugatan Rekonvensi 
Dalam hal ini peristiwa yang diajukan dalam 
gugatan penggugat adalah sebagai berikut, 
bahwa Penggugat menuntut harta bersama berupa 
biaya renovasi  rumah sebesar Rp. 6.000.000,- 
(enam juta rupiah) yang jika dikonversi dengan 
harga emas sekarang menjadi sebesar Rp. 
31.000.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)....uang 
muka pembelian sepeda motor Yamaha Mio Rp. 
4.000.000,- (empat juta rupiah)....angsuran truck 
Toyota Dyna Rino Th. 1997 sebesar 20 kali 
angsuran Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus 
ribu rupiah) = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam 
juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang harus 
dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 
71. 200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu 
rupiah).
15
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2) Keterkaitan Rekonvensi Dengan Konvensi 
Dalam hal ini gugatan rekonvensi berkaitan 
langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, 
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan 
dalam konvensi dianggap turut pula sebagai 
pertimbangan dalam rekonvensi. Bahwa kedudukan 
termohon konvensi menjadi penggugat rekonvensi 
dan pemohon konvensi menjadi tergugat rekonvensi 
dengan identitas dan status dalam konvensi diambil 
alih dalam rekonvensi.
16
 
 
3) Tuntutan Rekonvensi 
Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada 
pokoknya adalah mohon agar Tergugat rekonvensi untuk 
menyerahkan separoh bagian harta bersama kepada 
Penggugat rekonvensi. 
4) Jawaban Rekonvensi 
Dalam hal ini, terguguat rekonvensi dalam 
jawabannya menyatakan, 
Bahwa selama perkawinan antara Pemohon/ 
Tergugat Rekopensi dengan Termohon/ Penggugat 
Rekonpensi tidak mempunyai harta bersama, maka 
dengan begitu tidak ada yang perlu dibagi antara 
Pemohon/ Tegugat Rekonpensi dengan Termohon/ 
Penggugat Rekonpensi. 
 
Bahwa berdasarkan dalil gugatan Termohon/ 
Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan harta 
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bersama berupa renovasi rumah, uang muka sepeda 
motor, dan pembayaran angsuran pembelian truck 
adalah berlebihan dan mengada-ada, sehingga 
Pemohon/ Tergugat Rekonpensi mohon untuk 
ditolak.
17
 
 
5) Pokok Sengketa Yang Harus Dibuktikan 
Berdasarkan dari proses jawab-menjawab antara 
Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, bahwa 
yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam 
perkara ini adalah harta bersama. Berdasarkan ketentuan 
pasal 35 ayat (1), dan (2), 36 ayat (1), dan pasal 37  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
jo pasal 1 huruf (f), 87 ayat (1), 89, 90, dan 92 Kompilasi 
Hukum Islam bahwa semua harta yang diperoleh selama 
perkawinan menjadi harta bersama suami sitri tanpa 
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
18
 Maka harus 
dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu: 
1) Adanya ikatan perkawinan antara pihak sebagai suami 
istri. 
2) Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam 
perkawinan. 
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3) Adanya harta masing-masing pihak sepanjang 
ditentukan dalam hal lain yaitu perjanjian 
perkawinan.
19
    
6) Beban Pembuktian 
Bahwa oleh sebab tuntutan Penggugat dibantah 
oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 
HIR/pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani bukti atas dalil 
gugatannya, sedang Tergugat dibebani bukti atas 
bantahannya.
20
 
7) Kronologi Kasus, Pembuktian, dan Pertimbangan 
a) Tuntutan Berupa Biaya Renovasi Rumah 
Dalam hal ini peristiwa yang diajukan dalam 
gugatan penggugat adalah bahwa selama perkawinan 
diperoleh harta bersama berupa: 
Biaya renovasi rumah sampai dengan tahun 
2001 sebesar Rp. 6.000.000,-. Karena adanya 
kenaikan nilai uang maka menurut hukum 
apabila dikonversi  dengan emas. Pada tahun 
2001 harga emas sebesar Rp. 100.000,- per 
gram sehingga uang sebesar Rp. 6.000.000,pada 
tahun 2001 bisa membeli emas seberat 60 gram. 
Dan pada  tahun  2011  ini  harga  emas  per  
gram  sebesar  Rp.  520.000,-  per gram 
sehingga harga 60 gram emas adalah 60 gram x 
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Rp. 520.000,- = Rp. 31.200.000,- (tiga puluh 
satu juta dua ratus ribu rupiah).
21
 
 
Selanjutnya peristiwa yang diajukan dalam 
jawaban tergugat adalah sebagai berikut, 
terhadap gugatan Penggugat berupa harta 
bersama yaitu biaya renovasi rumah sebesar Rp. 
6.000.000,- (enam juta rupiah) Tergugat 
memberikan jawaban yang pada pokoknya 
menolak gugatan Penggugat tersebut oleh 
karena rumah tersebut adalah milik orang tua 
Tergugat sehingga sudah sewajarnya jika 
Penggugat dan Tergugat merenovasi atau 
merawatnya.
22
 
 
Selanjutnya dalam hal ini Tenggugat 
membantah dengan mengatakan, 
bahwa selama perkawinan antara Pemohon/ 
Tergugat Rekopensi dengan Termohon/ 
Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai harta 
bersama, maka dengan begitu tidak ada yang 
perlu dibagi antara Pemohon/ Tegugat 
Rekonpensi dengan Termohon/ Penggugat 
Rekonpensi.
23
 
 
Selanjutnya tergugat memberikan jawaban 
yang pada pokoknya menolak karena alasan-alasan 
sebagai berikut,  
Bahwa selama pernikahan antara Pemohon/ 
Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/ 
Penggugat Rekonpensi bertempat tinggal atau 
diberi pinjaman oleh orang tua Pemohon/ 
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Tergugat Rekonpensi, maka biaya perawatan 
maupun pemeliharaan rumah adalah hal yang 
sewajarnya, karena telah menempati dan 
menggunakan rumah tersebut sehingga 
Termohon tidak sepantasnya 
mempermasalahkan biaya renovasi rumah 
tersebut.
24
 
 
Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat 
terseut, Penggugat telah memberikan replik 
secara tertulis tertanggal 16 Nopember 2011 dan 
selanjutnya Tergugat tela pula mengajukan 
duplik secara tertulis tertanggal 25 Januari 2012 
namun untuk ringkasnya, kedua tahapan 
tersebut dianggap telah termuat dalam uraian 
putusan perkara ini.
25
 
 
Dalam hal ini Penggugat untuk menguatkan 
tuntutannya memberikan bukti yaitu, 
Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 
3311092303650004 tanggal 14 Mei 2009, yang 
dikeluarkan oleh Camat Grogol, Kabupaten 
Sukoharjo (bukti P-1). 
 
Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor 
411/10/II/1990, tanggal 18 Pebruari 1990 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, 
(bukti P-2).
26
 
 
Selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili 
perkara ini memberikan pertimbangan yang pada pokok 
intinya sebagai berikut, 
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Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para 
saksi baik yang diajukan oleh Penggugat 
maupun Tergugat dimana mereka menerangkan 
bahwa tanah dan rumah yang sekarang 
ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sudah 
ada sebelum keduanya menikah, hanya saja 
kondisinya tidak seperti sekarang ini, yaitu 
belum dilepa dan belum dikeramik, adapun 
sekarang ini kondisi rumah sudah ada dilepa, 
renovasi teras, kamar tamu sudah dikeramik. 
 
Menimbang bahwa untuk mendapatkan 
gambaran yang jelas tentang kondisi rumah 
tersebut, pada tanggal 16 Maret 2012 Majelis 
Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat 
dengan dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah 
pihak dan dari hasil pemeriksaan setempat 
tersebut jika dihubungkan dengan keterangan 
para saksi Penggugat dan Tergugat telah 
ternyata bahwa rumah tersebut telah diperbaiki 
yaitu telah dilepa/plester tembok luar dalam 
ukuran panjang 8,6 m. lebar 4,6 m dan tinggi 
2,6 m. bagian ruang tamu ukuran 15 x 9 m. teras 
ukuran 15 x 9 m. telah dipasang keramik dengan 
demikian wajar jika untuk perbaikan tersebut 
menghabiskan biaya ± Rp. 6.000.000,- (enam 
juta rupiah) dan untuk itu haruslah dinyatakan 
bahwa biaya yang telah dikeluarkan untuk 
perbaikan rumah tersebut adalah merupakan 
harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
27
 
 
b) Tuntutan Berupa Uang Muka Pembelian Sepeda Motor 
Dalam hal ini dalam tuntutannya Penggugat 
menuntut bahwa selama perkawinan diperoleh harta 
bersama berupa, “uang muka  (down payment)  
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pembelian sepeda motor Yamaha Mio Rp 4.000.000,-  
(empat juta rupiah).”28 
Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut 
Tergugat telah memberikan jawaban yang pada  
pokoknya,”menolak gugatan Penggugat Bahwa sepeda 
motor Yamaha Mio sampai sekarang ini masih kredit 
dan belum menjadi hak milik sepenuhnya.”29 
Selanjutnya dalam hal ini Penggugat 
membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan 
memberikan bukti berupa, 
Fotokopy STNK sepeda motor Yamaha Mio 
dengan Nomor Polisi AD 6365 QU yang 
dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Tengah (bukti 
T-2). 
 
Fotokopy bukti pembayaran pajak sepeda motor 
Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AD  6365 
QU An. Ajeng Cahyo Wati (bukti T-3).
30
 
 
Dalam hal ini Tergugat memberikan 
jawabannya, bahwa sepeda motor Yamaha Mio sampai 
sekarang masih kredit dan belum hak milik 
sepenuhnya. Selanjutnya Tergugat hanya mengajukan 
saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokok 
                                                          
 
28
 Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Skh. perihal 
Harta Bersama, 25 April 2012, hlm. 7. 
29
 Ibid., hlm 11. 
30
 Ibid., hlm. 17. 
109 
 
intinya bahwa benar memiliki sepeda motor Yamaha 
Mio tersebut dan sampai sekarang masih kredit. 
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini 
memberikan pertimbangan yang pada pokok intinya 
adalah sebagai berikut,  
Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan 
Tergugat yang dihubungkan dengan bukti T-2 
yang berupa STNK sepeda motor Mio Nopol 
AD 6365 QU dan T-3 yang berupa bukti  
pembayaran  pajak  sepeda  motor  Mio dan 
juga keteranga saksi-saksi baik yang diajukan 
oleh Penggugat maupun Tergugat, maka telah 
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah 
membeli sepeda motor merk Yamaha Mio 
tersebut dengan cara mencicil, karena itu wajar 
jika Penggugat menuntut agar uang muka yang 
digunakan untuk membeli sepeda motor tersebut 
sebagai harta bersama yang harus dibagi sama 
besar antara Penggugat dengan Tergugat. 
 
Menimbang bahwa Tergugat tidak membantah, 
bahwa uang muka pembelian sepeda motor 
Yamaha Mio tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- 
(empat juta rupiah) sehingga oleh majelis 
Hakim dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, 
karena itu haruslah dinyatakan bahwa uang 
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) 
yang digunakan sebagai down payment (uang 
muka) pembelian sepeda motor merek Yamaha 
Mio adalah sebagai harta bersama yang harus 
dibagi sama antara Penggugat dengan 
Tergugat.
31
 
 
c) Tuntutan Berupa Angsuran Pembelian Truck 
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Dalam hal ini peristiwa yang diajukan dalam 
gugatan penggugat adalah bahwa selama perkawinan 
diperoleh harta bersama berupa: 
Pembayaran angsuran pembelian Truck Toyota 
Dyna Rino Tahun 1997 No_ Pol AD 1371 MF 
Nomor Rangka MHF31 BY4300037666 Nomor 
Mesin 1 481 53091 6 sebanyak 20 kali angsuran 
sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus 
ribu rupiah) per bulan sehingga total RP. 
36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah).
32
 
 
Selanjutnya peristiwa yang diajukan oleh 
tergugat memberikan jawaban sebagai berikut, 
Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak 
pernah membeli truck Toyota Dyna Rino tahun 
1997 No.Pol AD 1371 MF, dimana truck 
tersebut milik Sarwanto, sedangkan Pemohon/ 
Tergugat Rekonpensi hanya menyewa truck 
tersebut dengan sistem bagi hasil. Adapun 
kerusakan truck seandainya ringan yang 
menanggung Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, 
sedangkan kerusakan berat yang menanggung 
pemilik truck. Hal tersebut akan kami buktikan 
lebih lanjut dalam pemeriksaan bukti dan 
pemeriksaan saksi.
33
 
 
Dalam hal ini Pemohon/Tergugat memberikan 
jawabannya menolak terhadap gugatan penggugat. 
Selanjutnya untuk membuktikan bantahannya, 
Pemohon/Tergugat menemberikan pembuktian berupa, 
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Fotokopy BPKB mobil No. Pol. AD. 1371 MF. 
An. Suroso, yang dikeluarkan oleh Polisi Resort 
Karanganyar tetanggal 26 September 2005, 
(bukti P-3). 
 
Fotokopy kwitansi pembayaran pembelian 
sebuah mobil Truck Rino No.Pol. AD. 1371 
MF. tetanggal 14 September 2009 yang dibuat 
dan ditandatangani oleh Sarwanto sebagai 
Pembeli dan Suroso sebagai Penjual, (bukti P-
4).
34
 
 
Dalam hal ini selain bukti berupa surat-surat 
tersebut diatas oleh Pemohon/Tergugat telah pula 
mengajukan saksi-saksi yang menerangkan pada pokok 
intinya, bahwa truck tersebut bukan milik 
Pemohon/Tergugat tetapi milik kakak Pemohon yang 
bernama Harmani dan Pemohon/Tergugat hanya 
sebagai sopirnya saja, bahwa truck tersebut masih 
kredit dengan angsuran setiap bulan sekitar Rp. 
1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). 
Selanjutnya terhadap bukti bantahan 
Pemohon/Tergugat tersebut, dalam hal ini 
Penggugat/Termohon telah pula mengajukan bukti 
untuk menguatkan gugatannya berupa, 
Fotokopy STNK Mobil Truck Dina Rino No. 
Pol. AD 1371 MF. An. Suroso, tertanggal 24 
September 2010, (bukti T-4). 
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Fotokopy bukti Pembayaran Pajak Mobil Truck 
Dina Rino No. Pol. AD 1371 MF.  An. Suroso, 
tertanggal 22 Nopember 2010, (bukti T-5).
35
 
 
Dalam hal ini selain bukti berupa surat-surat 
tersebut diatas oleh Pemohon/Tergugat telah pula 
mengajukan saksi-saksi yang menerangkan pada pokok 
intinya, 
Saksi 1 Penggugat, bahwa benar, Pemohon dan 
Termohon mempunyai truck dan semula truck 
itu milik kakak Pemohon akan tetapi hingga 
sekarang masih dalam angsuran....Saksi 2 
Penggugat, bahwa benar, Pemohon ada truck 
milik kakak Pemohon yang bernama Harmani 
dan Pemohon disuruh membayar dengan cara 
mengangsur.
36
 
 
Dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili 
perkara memberikan pertimbangan yang pada pokok 
intinya sebagai berikut, 
Menimbang bahwa selanjutnya terhadap 
tuntutan Penggugat berupa angsuran truck 
Toyota Dyna Rino Th. 1997 sebesar 20 kali 
angsuran Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan 
ratus ribu rupiah) = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh 
enam juta rupiah) Tergugat telah memberikan 
jawaban bahwa mobil truck tersebut adalah 
milik Sarwanto bukan milik Penggugat dan 
Tergugat. 
 
Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat 
menerangkan bahwa Penggugat dan  Tergugat 
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mempunyai truck Toyota Dyna Rino yang 
semula milik kakak Tergugat dan sekarang 
masih dalam angsuran. 
 
Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi 
tersebut tidak didukung dengan bukti lainya 
maka terhadap keterangan satu orang saksi 
tersebut dinilai belum memenuhi batas minimal 
kesaksian “Unnus testis nullus testis” karena itu 
kesaksian saksi tersebut tidak dapat 
dipertimbangkan. 
 
Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-4 
dan T-5 yang dihubungkan dengan bukti surat 
P-3 dan P-4 serta keterangan saksi ke 2 
Penggugat dan saksi-saksi Tergugat maka telah 
terbukti bahwa mobil truck Toyota Dyna Rino 
tersebut semula adalah milik Sarwanto yang 
kemudian pada tanggal 14 September 2009 
telah dijual kepada Suroso dan sekarang telah 
menjadi milik kakak Tergugat yang bernama 
Harmani. 
 
Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti, 
mobil truck Toyota Dyna Rino adalah sebagai 
milik Penggugat dan Tergugat maka terhadap 
tuntutan Penggugat agar angsuran truck Toyota 
Dyna Rino Th. 1997 sebesar 20 kali angsuran 
Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu 
rupiah) = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta 
rupiah) merupakan harta bersama antara 
Penggugat dengan Tergugat haruslah ditolak.
37
 
 
c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
1) Biaya perkara 
Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk 
bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 
ayat  (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 
telah  diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 
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50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada 
Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi.
38
 
 
2) Pertimbangan Penutup 
Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan 
perkara ini. 
2. Amar Putusan 
a. Dalam Konvensi 
1) Mengabulkan permohonan Pemohon. 
2) Memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama 
Sukoharjo.
39
 
b. Dalam Rekonvensi 
1) Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk 
sebagian. 
2) Menyatakan bahwa yang menjadi harta bersama 
antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat 
rekonpensi adalah berupa: 
a) Biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  
perbaikan/renovasi   rumah   sebesar   Rp. 
6.000.000,- (enam juta rupiah). 
b) Uang muka pembelian sepeda motor Mio 
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 
c) Menghukum Tergugat rekonpensi untuk 
menyerahkan separo bagian harta bersama 
tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi. 
d) Menolak untuk selain dan selebihnya.40 
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c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat 
rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hinggga kini 
diperhitungkan sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh 
satu ribu rupiah).
41
 
d. Pengucapan Putusan 
Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan 
Agama Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 25 April 
2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil 
Tsaniyah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MAKALI, 
sebagai Ketua Majelis Hakim serta Drs. H. ACHMAD 
BAIDLOWI dan ABDUL BASIR, S.Ag. SH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari 
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota 
tersebut dan dibantu oleh Drs. DJAROTDJATUN 
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon 
Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon 
Konpensi/ Penggugat Rekonpensi.
42
 
 
D. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Sengketa Pembagian 
Harta Bersama Perkara Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh 
1. Tentang Pertimbangan Hukum 
a. Pokok Sengketa 
Bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab 
menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok 
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sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama 
dalam perkawinan. 
Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (f) 
Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta 
bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan 
baik yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara 
bersama suami istri tanpa mempermasalahkan terdaftar atas 
nama siapapun.
43
  
b. Upaya Damai 
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang 
telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan 
Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan 
Tergugat akan tetapi tidak berhasil. 
 
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat  telah 
menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Makali, 
sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 
2013 akan tetapi tidak berhasil.
44
 
 
c. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama 
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini 
mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut 
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hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk 
pada hukum Syari’ah Islam, maka perkara ini menjadi 
Kompetensi Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan 
menyelesaikannya.
45
 
d. Legal Standing Para Pihak 
Menimbang bahwa oleh sebab berdasarkan Kutipan 
Akta Nikah Nomor 201/04/V/2011, tanggal 2 Mei 2011 yang 
dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Sukoharjo (Bukti 
P-) Penggugat dan Tergugat telah nikah pada tanggal 22 
Pebruari 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan sukoharjo, 
dan tanggal tanggal 3 Maret 2010 hubungan perkawinan antara 
Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai 
Akta Cerai Nomor 138/AC/2010/PA.Skh berdasarkan Putusan 
Pengadilan Agama sukoharjo tanggal 3 Maret 2010, telah 
terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai 
namun belum melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh 
sebab itu para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.
46
   
e. Fakta Yang Tidak Perlu Lagi Dibuktikan 
Menimbang,  bahwa  dari jawab menjawab antara 
Penggugat dengan tergugat, ternyata sebagian diakui oleh 
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tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka dapat 
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 
1) Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  
terikat sebagai pasangan suami-isteri sah yang 
menikah secara Islam. 
2) Bahwa  selama  dalam  ikatan  perkawinan  
Penggugat  dengan Tergugat telah membeli tanah 
dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 3902 
atas nama Penggugat, seluas kurang lebih 158 M2 
yang terletak di Desa Gonilan, Kecamatan 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan uang  
pembelian  tanah  dan  bangunan  tersebut  diperoleh  
dari fasilitas kredit pada PT Bank Mega Tbk. 
Cabang Surakarta dengan membayar angsuran 
sejumlah Rp.1.566.586,38  untuk  masa pinjaman 
156 bulan. 
3) Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat 
berlangsung telah dapat membayar angusran kredit  
sejumlah 22 kali (Rp.566.586,38 x 22bulan = Rp. 
34.464.900,36). 
4) Bahwa  setelah  perceraian  berlangsung,  Penggugat  
membayar angsuran sebanyak 24 kali (Rp 
1.566.586,38 x 24 kali = Rp.37.598.073,12) dan 
melunasi sisa kredit sejumlah Rp.110.000.000,00. 
5) Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat, tidak 
dapat dibagi secara kekeluargaan antara Penggugat 
dengan Tergugat.
47
 
 
f. Beban Pembuktian 
Menimbang bahwa oleh sebab sebagian tuntutan 
Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan 
pasal 163 HIR/pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani bukti atas 
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dalil gugatannya, sedang Tergugat dibebani bukti atas 
bantahannya.
48
 
g. Ketentuan Hukum Harta Bersama 
Menimbang Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1), 
dan (2), 36 ayat (1), dan pasal 37  Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (f), 87 ayat 
(1), 89, 90, dan 92 Kompilasi Hukum Islam bahwa semua harta 
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami 
sitri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
49
 Maka 
harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, 
yaitu: 
1) Adanya ikatan perkawinan antara pihak sebagai suami istri. 
2) Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam 
perkawinan. 
3) Adanya harta masing-masing pihak sepanjang ditentukan 
dalam hal lain yaitu perjanjian perkawinan.
50
 
h. Pertimbangan Tuntutan 
Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 Penggugat 
dengan Tergugat telah membeli tanah dan bangunan 
dengan sertifikat hak milik No. 3902 atas nama Bambang 
Tri Mulyanto (Penggugat),seluas 158 M²  yang terletak 
di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 
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Sukoharjo, dan uang pembelian tanah dan bangunan 
tersebut diperoleh dari fasilitas kredit pada PT Bank 
Mega Tbk. Cabang Surakarta dengan membayar 
angsuran sejumlah Rp.1.566.586,38 untuk masa 
pinjaman 156 bulan. 
 
Menimbang bahwa pada  tanggal  3  Maret  2010 
Penggugat  dan  Tergugat secara  resmi bercerai, dan 
baru melakukan pembayaran kredit sejumlah 22 kali 
(Rp1.566.586,38,X 22 bulan = Rp. 34.464.900,36) 
kemudian sejak bulan April 2010  sampai  dengan  
Desember  2012,  Penggugat  telah  membayar angsuran 
sebanyak Rp 1.566.586,38 x 24 kali = Rp. 37.598.073,12 
dan pada tanggal 12 Desember 2012 Penggugat 
membayar pelunasan kredit sejumlah Rp. 110.000.000. 
 
Menimbang bahwa Penggugat sudah berusaha 
menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut secara 
kekeluargaan namun tidak berhasil untuk itu mohon agar 
agar ditetapkan harta bersama antara Penggugat dan 
tergugat serta pambagian masing-masing. 
 
Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  Penggugat,  
Tergugat  telah memberikan jawaban yang pada 
pokoknya merupakan pengakuan atas gugatan di  atas, 
sehingga berdasarkan Pasal  174 HIR dalil tersebut telah 
terbukti.
51
 
 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, 
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, 
P.3, P.4, P.5, dan P6. 
 
Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah 
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti 
tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama 
Islam dan bertempat diam di Wilayah Hukum Pengadilan 
Agama Sukoharjo, bukti tersebut tidak dibantah oleh 
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang 
sempurna dan mengikat. 
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Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan  
Akta  Cerai)  yang merupakan akta otentik dan telah 
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti  
tersebut  menjelaskan  mengenai  telah  terjadinya  
perceraian  antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 
03 Maret 2010, bukti tersebut tidak dibantah oleh 
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang 
sempurna dan mengikat. 
 
Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  (Fotokopi  Kutipan  
Akta  Nikah)  yang merupakan akta otentik dan telah 
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti  
tersebut  menjelaskan  mengenai  telah  terjadinya  
perkawinan  antara Penggugat dengan Hermin 
Kristiyanti, S.E. pada tanggal 2 Mei 2011, bukti tersebut 
tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut 
telah memenuhi syarat formal dan materiil,  serta 
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. 
 
Menimbang,  bahwa bukti P.4  (Fotokopi Surat  
Keterangan  Jual  Beli) merupakan akta di bawah tangan 
dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 
bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya 
jual beli tanah pada tanggal 2 Juni 2008, bukti tersebut 
tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut 
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.
52
 
 
Menimbang,  bahwa bukti P.5  (Fotokopi Surat 
Keterangan Pelunasan Pinjaman) merupakan akta otentik 
dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 
bukti tersebut menjelaskan mengenai telah lunasnya 
fasilitas kredit Penggugat pada tanggal 14 Desember 
2012, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, 
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal 
dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna 
dan mengikat. 
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Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak 
Milik) merupakan akta otentik dan telah bermeterai 
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 
menjelaskan kepemilikan sebidang tanah atas nama 
Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, 
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal 
dan materiil,serta mempunyai kekuatan yang sempurna 
dan mengikat.
53
 
 
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pernikahan  
Penggugat dan Tergugat berlangsung telah dapat 
membayar angsuran kredit sejumlah 22 kali angsuran 
dikalikan Rp. 1.566.586,38 x 22 bulan = Rp. 
34.464.900,36, maka uang senilai  angsuran  yang  telah  
dibayarkan  merupakan  harta  bersama  bagi Penggugat 
dan Tergugat.
54
 
 
Menimbang, bahwa sisa angsuran yang telah dibayarkan 
oleh Penggugat sejumlah  24  kali  angsuran  dikalikan  
Rp.  1.566.586,38  x 24  bulan  =  Rp.37.598.073,12  dan  
pelunasan  kredit  sejumlah  Rp. 110.000.000,00, bukan 
merupakan harta bersama karena dilakukan 
pembayarannya setelah terjadi perceraian, karena tidak 
terdapat bukti tentang uang pembayaran dimaksud 
berasal dari harta bersama.
55
 
 
Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek 
sengketa adalah tanah dan bangunan diatasnya, maka 
untuk menentukan bagian dari objek sengketa sebagai 
harta bersama, ditentukan dengan cara : uang angsuran 
yang telah dibayarkan  ketika  masih  terikat  sebagai  
pasangan  suami-isteri (Rp.34.464.900,36) dibagi dengan 
seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan kredit 
pada PT Bank Mega Tbk. Cabang Surakarta terlunasi 
(Rp. 34.464.900,36 + Rp. 37.598.073,12 + Rp. 
110.000.000,00 = Rp. 182.062.973,48) sehingga 
diperoleh hasil 0,1893 atau 18,93 % (delapan belas koma 
sembilan puluh tiga prosen). Dengan demikian, harta 
bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah 18,93 
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% (delapan belas koma sembilan puluh tiga prosen) dari 
satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 
158 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3902, yang 
terletak di Desa Gonilan, Kecamatan 
Kartasura,Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas: 
1) Sebelah Utara : Bu Ninik. 
2) Sebalah Barat : Achmad Kuncen. 
3) Sebelah Timur : Jalan. 
4) Sebelah Barat : Joko.56 
 
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  yang  
menguasai  harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 
Kompilasi hukum Islam, Penggugat harus dihukum 
untuk menyerahkan (membagi) 1/2 (setengah) dari harta 
bersama yakni 18,93 % (delapan belas koma sembilan 
puluh tiga prosen) dari tanah dan bangunan diatasnya 
tersebut kepada Tergugat dan jika tidak dapat 
dilaksanakan secara natural, maka pembagiannya 
dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang 
kemudian 18,93 % (delapan belas koma sembilan puluh 
tiga prosen) hasil penjualan dari tanah dan bangunan 
diatasnya tersebut diserahkan 1/2 (setengah) kepada 
Penggugat dan 1/2 (setengah) kepada Tergugat setelah 
dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya.
57
 
 
Menimbang,  bahwa  tuntutan  Penggugat  nomor  3  agar  
Pengadilan menetapkan menurut hukum 1/2 bagian harta 
bersama Hak bagian Penggugat yaitu sebesar 
Rp.17.232.450,18 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh 
dua ribu empat ratus lima puluh koma delapan belas 
rupiah) atau sebesar 13,27 % dari harga rumah dan 1/2 
bagian Haknya Tergugat yaitu sebesar Rp.17.232.450,18 
(tujuh belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat 
ratus lima puluh koma delapan belas rupiah) atau sebesar 
13,27 % dari harga rumah, Majelis Hakim sepakat untuk 
mempertimbangkan bahwa tuntutan aquo karena 
bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka 
harus ditolak.
58
 
 
                                                          
 
56
 Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh. perihal 
Harta Bersama, 12 Mei 2014, hlm. 12 dan 13. 
57
 Ibid., hlm. 13. 
58
 Ibid. 
124 
 
Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar keputusan 
dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta 
merta (uit veorbart bij voorraad) walau adaun paya 
banding, kasasi ataupun perlawanan dari Tergugat atau 
upaya hukum lainnya. Oleh karena tidak memenuhi 
ketentuan pasal 180 dan 195 HIR dan Surat Edaran 
MARI Nomor 6 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 3 tahun 
1978 vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 
Tahun 2001, permohonan tersebut harus ditolak.
59
 
 
i. Pertimbangan Syar’i 
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah 
memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam 
al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 32 yang artinya “Bagi 
orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa 
yang mereka usahakan. 
 
j. Kesimpulan 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbaangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat 
untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian dan menolak 
untuk selebihnya.
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k. Biaya Perkara 
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam 
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan 
kepada Penggugat.
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l. Penutup 
Mengingat, semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-
undangan  dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara 
ini.
62
 
2. Amar Putusan 
a. Mengadili 
1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. 
2) Menetapkan bahwa 18,93 % (delapan belas koma 
sembilan puluh tiga prosen) dari satu bidang tanah 
dan bangunan rumah di atasnya seluas 158 M2, 
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3902, yang 
terletak di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas: 
Sebelah Utara : Bu Ninik. 
Sebalah Barat : Achmad Kuncen. 
Sebelah Timur : Jalan. 
Sebelah Barat : Joko. 
Adalah harta bersama antara Penggugat dengan 
Tergugat. 
3) Menetapkan  bahwa  seperdua  dari  harta  bersama  
tersebut  di  atas menjadi hak Penggugat dan 
seperdua lagi menjadi hak Tergugat. 
4) Menghukum  Penggugat  untuk  menyerahkan  
seperdua  dari  harta bersama tersebut kepada 
Tergugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara 
natural, maka Tergugat berhak atas setengah dari 
hasil lelang atas harta bersama tersebut. 
5) Menolak gugatan Penggugat selebihnya. 
6) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar 
biaya perkara ini sebanyak Rp. 571.000,00 (lima 
ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
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b. Pengucapan Putusan 
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Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  
Majelis  yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 
Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 
1435 Hijriyyah oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai 
Ketua Majelis, Abdul Basir, S.Ag., S.H. dan Drs. Panut, 
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan 
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi 
Basyiroh, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta 
dihadiri oleh Penggugat didampingikuasanya dan 
Tergugat.
64
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Memutus 
Sengketa Harta Bersama 
Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan 
adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya 
hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. 
Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, 
hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk 
perkaranya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari 
pembuktian.
1
 Jadi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti 
tidaknya peristiwa tersebut. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa 
yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum 
apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus 
menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah 
dianggapnya terbukti.
2
 
Sehubungan dengan apa yang harus dibuktikan, Abdul Manan 
mengatakan bahwa,“...untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang 
adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau 
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 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta, 1999), hlm. 165. 
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kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang 
belum jelas atau yang menjadi sengketa.”3 Dalam hal siapa yang dibebani 
beban pembuktian, dalam pasal 163 Het Herziene Inlandsche Reglement 
(HIR), pasal 283 Rechts Reglement Buitengewesten (R.Bg), serta Hukum 
Acara Perdata dalam pasal 1865 Burgerlijke Wetboek (BW) dikenal asas 
pembuktian yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu: “Barangsiapa 
mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau 
menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu 
atau adanya peristiwa tersebut”.4 
Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkrit yang 
menjadi dasar gugatannya. Peristiwa konkrit itu pulalah yang 
menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan 
mengadili...Dibukalah kesempatan jawab-menjawab dipersidangan 
antara penggugat dan tergugat yang tujuannya ialah agar hakim 
dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang 
disengketakan oleh para pihak...Kemudian setelah peristiwa konkrit 
dibuktikan dan dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya. 
Disinilah dimulai dengan penemuan hukum (rechtsvinding)....untuk 
mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk 
dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus 
diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya 
harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit.
5
 
 
1. Perkara Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh 
Dalam hal ini sebagaimana tuntutan penggugat dalam surat 
gugataanya tertanggal 20 Juni 2009, yaitu sebagai berikut: 
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 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Kingkungan peradilan Agama, 
(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 228. 
4
 Roihan  A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:PT RajaGrafindo 
Persada, 2007), hlm. 145. 
5
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara..., hlm. 166-168. 
129 
 
Primair 
a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk 
seluruhnya. 
b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan 
dalam perkara ini. 
c. Menyatakan demi hukum bahwa obyek sengketa adalah 
harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. 
d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari 
harta sengketa kepada penggugat secara aman dan bebas 
dari segala hukum. 
e. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya 
perkara yang timbul berkenaan adanya perkara ini. 
Subsidair 
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang 
seadil-adilnya.
6
 
 
Dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini 
memberikan pertimbangan yang pada pokok initinya adalah sebagai 
berikut, “menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian 
antara penggugat dengan tergugat, maka harus dinyatakan perkara ini 
selesai karena perdamaian dan memerintahkan kepada kedua belah 
pihak untuk tunduk dan taat menepati perdamaian yang disepakati.”7 
Gugatan harta bersama termasuk bidang perkawinan 
berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a angka 8 Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1998 diubah dan ditambah oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 perkara harta bersama menjadi 
wewenang Pengadilan Agama.
8
 
 
Menurut penulis, dalam hal ini tugas pertama dan utama 
hakim adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa. Perdamaian 
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 Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh. perihal 
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 Ibid., hlm. 7. 
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 Ngadimin, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Tertulis, 6 dan 9 
Januari 2017. 
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merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang terbaik daripada 
putusan yang dipaksakan. Menurut Ngadimin, mengatakan bahwa, 
“kemudian untuk mengoptimalkan perdamaian, majelis 
memerintahkan para pihak menempuh mediasi dengan menghadap 
mediator. Hal ini untuk memenuhi peraturan MA Nomor 1 tahun 2008 
yang disempurnakan dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016.”9 
Dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang 
berperkara dilakukan dalam dua tahap, yaitu: pertama, dilakukan 
langsung oleh hakim pemeriksa dalam persidangan sebagaimana 
diamanatkan oleh pasal 130 HIR,
10
 jika tidak berhasil maka 
dilanjutkan ke proses mediasi. Kedua, upaya damai melalui proses 
mediasi dilakukan dengan bantuan mediator. Para pihak dapat 
melakukan uoaya damai diluar sidang baik sebelum persidangan 
dimulai atau setelah sidang dimulai, atau upaya damai di dalam 
persidangan. Jika upya damai tidak berhasil, maka penyelesaian 
perkara dilakukan melalui proses peradilan atau litigasi.
11
 
Dalam proses penyelesaian perkara terdapat semboyan 
bahwa, penyelesaian secara damai adalah lebih baik daripada putusan 
yang dipaksakan. Hal ini karena dengan perdamaian berarti sengketa 
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 Ngadimin, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Tertulis, 6 dan 9 
Januari 2017. 
10
 Ibid. 
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 Ngadimin, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 9 januari 2017, 
jam 12.30-13.30 WIB. 
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telah selesai, prosesnya lebih sederhana dan hasilnya memuaskan 
kedua belah pihak karena tidak meninggalkan rasa dendam atau sakit 
hati satu sama lain. Serta dengan adanya perdamaian juga secara 
hukum telah tertutup upaya banding dan kasasi.
12
 
2. Perkara Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Skh. 
Dalam hal ini tuntutan yang diajukan dalam gugatan 
penggugat adalah sebagai berikut, 
bahwa Penggugat menuntut harta bersama berupa biaya 
renovasi  rumah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 
yang jika dikonversi dengan harga emas sekarang menjadi 
sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)....uang 
muka pembelian sepeda motor Yamaha Mio Rp. 4.000.000,- 
(empat juta rupiah)....angsuran truck Toyota Dyna Rino Th. 
1997 sebesar 20 kali angsuran Rp. 1.800.000,- (satu juta 
delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam 
juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang harus dibayar 
oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 71. 200.000,- 
(tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
13
 
 
a. Harta Bersama Berupa Biaya Renovasi Rumah 
Menurut penulis, dalam hal ini mengenai biaya renovasi 
rumah sebagaimana yang dimaksud, Penggugat memberikan bukti 
yaitu berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 
3311092303650004 yang dikeluarkan oleh Camat Grogol, 
Sukoharjo. Serta surat akta nikah Nomor 411/10/II/1990 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Grogol, Sukoharjo. 
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Yang semuanya itu adalah bukti Akta Autentik, namun dalam hal 
ini Tergugat membantahnya dengan alasan-alasan sebagaimana 
yang dimaksud diatas, sehingga kekuatan daripada bukti tersebut 
menjadi permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lain, yaitu 
menghadirkan keterangan saksi-saksi. 
Dalam hal ini pada dasarnya pembuktian dengan saksi 
baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada 
atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran 
dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-
masing. Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti 
yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam 
pasal 164 HIR dan pasal 284 R.Bg. harus terbatas pada peristiwa-
peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula 
disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang 
diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Jadi saksi-saksi itu adalah 
orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat 
sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang 
dipersengketakan.
14
 
Menurut penulis, pada dasarnya obyek sengketa dalam 
perkara ini yaitu rumah tersebut adalah harta bawaan atau warisan 
milik orang tua Tergugat yang kemudian ditempati oleh Penggugat 
dengan Tergugat dan direnovasi setelah terjadi pernikahan antara 
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keduanya, akan tetapi yang dipersoalkan disini adalah perihal biaya 
renovasi rumah tersebut. Kalau mengacu ketentuan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) jelas dikatakan 
harta benda yang timbul selama perkawinan adalah harta bersama. 
Tentang kedudukan rumah tersebut yaitu harta bawaan Tergugat 
dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perihal 
tentang ketentuan lain yaitu mengenai Perjanjian Kawin 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 dan 49 Kompilasi 
Hukum Islam, sehingga biaya yang timbul dari renovasi tersebut 
menjadi harta bersama. Namun harus juga dibuktikan tentang 
peristiwa terbukti tidaknya telah terjadi pernikahan antara 
keduanya. Dalam hal ini hal itu dibuktikan dengan bukti akta 
autentik yaitu Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 
3311092303650004 yang dikeluarkan oleh Camat Grogol, 
Sukoharjo. Serta surat akta nikah Nomor 411/10/II/1990 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Grogol, Sukoharjo. 
Oleh karena itu dalam hal ini jelas terbukti bahwa telah terjadi 
pernikahan antara Penggugat dengan tergugat. 
Selanjutnya bukti surat tersebut adalah bukti permulaan 
namun setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi antara 
Penggugat dengan Tergugat telah terbukti bahwa rumah tersebut 
memang benar adanya ditempati antara Penggugat dengan 
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Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan, sehingga kekuatan 
bukti permulaan tersebut menjadi sempurna. 
Dalam hal ini Majelis hakim mengadakan pemeriksaaan 
setempat terkait kondisi rumah tersebut guna memastikan dan 
memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan fakta di lapangan, 
sehingga dari analisa fakta tersebut akan diproses lebih lanjut oleh 
Majelis Hakim untuk melahirkan keputusan yang akurat dan 
benar.
15
 Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dapat dijumpai 
dalam pasal 153 HIR, pasal 180 R.Bg. dan pasal 211 Rv. Dalam 
peraturan ini dikemukakan bahwa apabila Ketua Majelis Makim 
menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang 
Hakim dari majelis tersebut dengan bantuan panitera Pengadilan, 
panitera Pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan 
pemeriksaan(plaatselijke opneming en onderzoek) yang dapat 
memberikan keterangan kepada hakim. Tujuan pemeriksaan 
setempat ialah agar hakim memperoleh gambaran yang jelas 
tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan 
setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Tentang 
kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.
16
 
Oleh karena itu berdasarkan bukti yang ada serta 
dihubungkan dengan saksi dan dipertegas lagi oleh pemeriksaan 
                                                          
 
15
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara...,hlm. 287. 
16
 Ibid., hlm. 272 dan 273. 
135 
 
setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo maka biaya renovasi rumah sebesar Rp. 6.000.000,00 
(enam juta rupiah) adalah wajar dan merupakan harta bersama 
antara Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana menurut 
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan pasal 35 ayat (1) dijelaskan,”harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”17 Serta 
mengacu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 Kompilasi 
Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “janda atau duda cerai 
hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama 
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”18 
Oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini 
berhak mendapat separoh bagian. 
Hal ini termuat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 
30 Juli 1974 Nomor 808 K/Sip/1974 sebagaimana dikutip oleh M. 
Yahya Harahap menjelaskan,”bukan faktor atas nama siapa harta 
terdaftar, asal harta bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh 
selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta 
bersama, maka menjadi obyek harta bersama.”19 hal tersebut 
                                                          
 
17
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974  Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). 
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merupakan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang 
diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta 
bersama. 
Terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai biaya 
renovasi rumah tersebut dikonversi dengan harga emas,  dalam hal 
ini Penggugat memberikan bukti berupa daftar nilai harga emas 
yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Cokro Negaran 
serta dalam dalam jawabannya Tergugat membantah terhadap 
tuntutan pengugat. Menurut penulis, nilai pembuktian dari surat 
bukti yang diajukan Penggugat perihal daftar nilai harga emas yang 
dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Cokro Negaran tersebut 
masih dalam bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti 
lain. Dalam hal ini, daftar nilai harga emas yang dikeluarkan oleh 
Perum Pegadaian Cabang Cokro Negaran tersebut merupakan Akta 
di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan 
adalah sama dengan adalah sama dengan akta autentik, namun 
apabila disangkal oleh pihak lawan, maka akta dibawah tangan itu 
mempunyai nilai kekukatan yang sama dengan bukti permulaan. 
Akibat dari penyangkalan ini secara berdiri sendiri tidak cukup 
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 M. Yahya Harahp, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 305. 
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membuktikan dalil gugat, harus disempurnakan dengan alat bukti 
yang lain seperti saksi.
20
 
Dalam hal ini bukti permulaan tersebut dihubungkan 
dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis 
Hakim yang pada pokok intinya menyatakan harga material 
ataupun harga keramik yang dipergunakan untuk perbaikan rumah 
tersebut tidak mengalami perubahan harga yang signifikan. 
Menurut penulis, tuntutan yang ajukan oleh penggugat 
kurang tepat apabila dikonversikan dengan harga emas, karena 
tidak ada bukti lain yang menguatkannya dalam hal ini keterangan 
saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat maupun Tergugat tidak 
ada yang menguatkan dalil daripada tuntutan Penggugat. Terlebih 
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengadakan 
pemeriksaan setempat yang menyatakan tidak tepat apabila 
dikonversi dengan harga emas karena nilai harga material bahan 
bangunan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam hal ini 
nilai daripada pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan 
Hakim. Sehingga menurut penulis, adalah tidak terjadi suatu fakta 
yang relevan dengan dalil tuntutan Penggugat, oleh karena itu 
belum cukup bukti dan haruslah ditolak. 
b. Harta Bersama Berupa Uang Muka Pembelian Sepeda Motor 
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Menurut penulis, dalam hal ini Tergugat hanya 
memberikan keterangan yang pada pokok intinya bahwa sepeda 
motor Yamaha Mio tersebut masih kredit dan belum menjadi hak 
miliknya, namun bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-
saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan telah terbukti bahwa 
benar antara Penggugat dengan Tergugat memiliki sepeda motor 
tersebut dan masih kredit. 
Terkait dengan pertimbangan hakim yang pada pokok 
intinya menerangkan bahwa tergugat tidak membantah oleh karena 
dimaknai sebagai pengakuan secara diam-diam. Menurut penulis, 
Pengakuan diatur dalam HIR (ps. 174, 175, 176), RBg (ps. 
311,312,313) dan BW, (ps. 1323-1928) pengakuan merupakan 
keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan 
dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, 
yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu 
peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, 
yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak 
perlu lagi, pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena 
pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada 
hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti yang 
dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang 
kebenaran suatu peristiwa. Dalam hal ini pada suatu ketika 
pengakuan secara diam-diam diterima, tetapi pada saat lain 
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menolak pengakuan secara diam-diam. Maka sekalipun dimuat 
sebagai alat bukti dalam pasal 164 HIR (ps. 284 Rbg, 1866 BW) 
pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.
21
 
Pada dasarnya disini jawaban Tergugat merupakan 
pengakuan tentang hal pokok yang diajukan Penggugat, tetapi 
disertai dengan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugatan 
baik pengakuan dengan kualifikasi maupun dengan clausula 
haruslah diterima bulat dan tiak boleh dipisah-pisahkan dari 
keterangan tambahannya. Pengakuan semacam itulah yang disebut 
sebagai pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan yang diatur 
dalam pasal 176 HIR (ps. 313 Rbg, 1924 BW) jadi terhadap 
pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan itu pembuktiannya 
dibebankan kepada penggugat. Penggugat harus dibebani dengan 
pembuktian seakan-akan jawaban tergugat seluruhnya merupakan 
sangkalan terhadap guugatan penggugat. Penggugat harus 
membuktikan ketidakbenarannya keterangan tambahan dari 
tergugat. Jadi hakim baru boleh memisah-misahkan pengakuan 
kalau penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan 
tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka 
pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat.
22
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 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata..., hlm. 149 dan 150. 
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 Ibid., hlm 151 dan 152. 
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Perihal pertimbangan Majelis Hakim mengenai makna 
pengakuan secara diam-diam tersebut, dalam hal ini menurut 
penulis memaknai terhadap hal-hal yang dituntut oleh pihak lawan 
tetapi tidak tegas tegas disangkal. Namun pengakuan secara diam-
diam tidaklah memberi kepastian tentang kebenaran suatu 
peristiwa. Padahal alat bukti dimaksudkan untuk memberi 
kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa, ada kalanya 
pengakuan secara diam-diam diterima, namun ada kalanya menolak 
pengakuan secara diam-diam. Karena tugas daripada hakim adalah 
untuk memberikan kepastian dan tidak boleh memberikan 
ketidakpastian. Dalam hal ini, makna pengakuan secara diam-diam 
tersebut akan lebih baik tidak mempergunakannya, sebab hal itu 
bisa menimbulkan multitafsir.
23
 
Menurut penulis, mengenai uang muka pembelian sepeda 
motor Yamaha Mio, merupakan harta yang dibeli selama 
perkawinan sehingga termasuk dalam ruang lingkup harta bersama. 
Sebagaimna menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 pasal 35 ayat (1) dijelaskan,”harta benda yang diperoleh 
selama perkawinan menjadi harta bersama.”24 Serta dalam putusan 
Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 Nomor 803 K/Sip/1970 
sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap menjelaskan,”harta 
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 Roihan  A. Rasyid, Hukum Acara..., hlm. 187. 
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 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..., 
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yang dibeli oleh suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat 
tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika 
pembelian dilakukan selama perkawinan.”25 Untuk menentukan 
apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, 
ditentukan pada saat pembelian apa saja yang dibeli selama 
perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak 
menjadi soal siapa diantata suami istri yang membeli. Juga tidak 
menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. 
Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan 
sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama. 
c. Harta Bersama Berupa Angsuran Pembelian Truck 
Dalam hal ini bukti yang diajukan Tergugat berupa surat 
BPKB tersebut adalah termasuk akta autentik. Kemudian Tergugat 
juga memberikan bukti tambahan kwitansi pembayaran pembelian 
truck yang dalam hal ini termasuk akta dibawah tangan. 
Selanjutnya Penggugat guna menguatkan gugatannya memberikan 
STNK truck yang dalam hal ini adalah akta autentik serta bukti 
tambahan kwitansi pembayaran pajak truck yang merupakan akta 
dibawah tangan. 
Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat 
bukti adalah HIR pasal 164, R. Bg pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 
ayat (78), KUH Perdata pasal 1867-1880 dan pasal 1869, 1874, 
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 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan..., hlm. 303. 
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menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana 
tersebut dalam pasal 165 dan 167 HIR, serta pasal 138-147 Rv.
26
 
Oleh karena akta autentik mempunyai kekuatan 
pembuktian sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak 
memerlukam bukti tambahan, dan hakim wajib mempercayai 
kebenaran apa yang tertulis di dalam akta tersebut selama tidak 
dibuktikan. Dan untuk membuktikan sebaliknya itu haruslah 
dengan bukti yang sama kekuatannya. Namun apabila ada yang 
menyangkal suatu akta autentik maka harus dibuktikan dengan akta 
lain. Siapa yang membatahnya maka dialah yang harus 
membuktikan ketidakbenarannya, hal ini sesuai dengan pasal 1865 
KUH Perdata dan pasal 163 HIR, serta pasal 283 R.Bg. Dalam hal 
ini kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh kedua akta tersebut 
berubah menjadi bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan 
bukti tambahan. Jika salah satu pihak dapat menguatkan bukti 
autentik yang telah turun nilai pembuktiannya menjadi bukti 
permulaan dengan alat bukti lain, maka dalil gugatan yang 
diajukannya menjadi terbukti sempurna.
27
 
Menurut penulis, bukti surat-surat sebagaimana yang 
diajukan oleh baik tergugat maupun penggugat tersebut 
sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan bukti permulaan 
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yang harus dikuatkan dengan bukti tambahan lainnya. Sehingga 
dalam pembuktiannya juga harus turut didengar keterangan saksi-
saksi pula. Dalam hal ini Tergugat mengajukan saksi-saksi, 
sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan 
pada pokok intinya truck tersebut bukan milik tergugat tapi milik 
kakak tergugat yang bernama Harmani dan tergugat hanya 
sebagai sopirnya saja. Dalam hal ini ini masing-masing saksi dari 
pihak Penggugat memberikan keterangan yang pada pokok 
initinya, 
Saksi 1 Penggugat, bahwa benar, Pemohon dan Termohon 
mempunyai truck dan semula truck itu milik kakak 
Pemohon akan tetapi hingga sekarang masih dalam 
angsuran....Saksi 2 Penggugat, bahwa benar, Pemohon ada 
truck milik kakak Pemohon yang bernama Harmani dan 
Pemohon disuruh membayar dengan cara mengangsur.
28
 
 
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan 
pertimbangan yang pada pokok intinya sebagai berikut, 
Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut 
tidak didukung dengan bukti lainya maka terhadap 
keterangan satu orang saksi tersebut dinilai belum 
memenuhi batas minimal kesaksian “Unnus testis nullus 
testis” karena itu kesaksian saksi tersebut tidak dapat 
dipertimbangkan.
29
 
 
Menurut penulis, Keterangan seorang saksi saja tanpa alat 
bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. 
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 Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Skh. perihal 
Harta Bersama, 25 April 2012, hlm. 17-19. 
29
 Ibid., hlm. 29. 
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Seorang saksi bukan saksi, unus testis nullus testis (ps. 169 HIR, 
306 Rbg, 1906 BW). Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang 
saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. 
Dalam hal ini apakah dua orang saksi atau lebih yang memberi 
keterangan tentang kejadian yang berlainan merupakan unus testis 
nullus testis? Menurut penulis, keterangan saksi-saksi yang jika 
dihubungkan satu sama lain, mempunyai arti dan maksud yang 
sama dapat menghasilkan bukti yang sah dan sempurna. Hal ini 
sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo yang mengatakan 
bahwa, “dapat dikemukakan pendapat HR 25 Nopember 1948 yang 
mengatakan bahwa”...dua keterangan saksi mengenai peristiwa 
yang berbeda bersama-sama merupakan bukti yang cukup.”30 
Dalam hal ini saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat 
anatara saksi 1 dan saksi 2 dalam keteranganya berdiri sendiri-
sendiri. Namun dari beberapa kejadian yang disaksikan oleh saksi 1 
dan saksi 2 itu karena hubungan satu sama lain merupakan bukti 
bahwa Tergugat memiliki truck yang semula adalah milik kakak 
Tergugat dan disuruh membayar dengan cara mengangsur. Oleh 
karena itu keterangan saksi-saksi dari Penggugat merupakan 
sempurna karena saling menyambung dan terkait terlebih 
Penggugat juga memberikan alat bukti lain yaitu STNK truck yang 
dalam hal ini adalah akta autentik. Serta bukti tambahan kwitansi 
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 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata..., hlm. 139 dan 140. 
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pembayaran pajak truck yang merupakan akta dibawah tangan 
sehingga bukan kategori unus testis nullus testis. 
Terlepas dari itu semua, terkait terbukti atau tidaknya 
gugatan Penggugat ataupun bantahan Tergugat, menurut penulis, 
yang menentukan ialah nilai pembuktian dari kedua bukti surat 
yang diajukan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan. 
Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa truck 
tersebut milik Tergugat hal itu dibuktikan dengan bukti surat 
STNK dan Kwitansi pembayaran pajak oleh tergugat atas nama 
Suroso serta keterangan saksi-saksi yang pada pokok intinya 
menerangkan bahwa truck tersebut masih dalam angsuran. 
Sementara Tergugat membantah mempunyai truck tersebut karena 
truck tersebut milik kakak tergugat dan Tergugat hanya sebagai 
sopirnya saja. Hal itu dibuktikan dengan bukti surat BPKB truck 
atas nama Suroso dan Kwitansi jual beli Suroso sebagai penjual 
dan Sarwanto sebagai pembeli. Serta dihubungkan dengan 
keterangan saksi-saksi yang pada pokok intinya menerangkan truck 
tersebut milik kakak tergugat dan tergugat hanya sebagai sopirnya 
saja dan status truck tersebut masih dalam angsuran. 
Menurut penulis, dalam hal ini yang menentukan ialah 
adanya bukti surat jual beli truck antara suroso sebagai penjual dan 
sarwanto sebagai pembeli. Sebagaimana dalam Hukum Acara 
Perdata diatur dalam S 1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madura, 
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kwitansi surat jual beli kendaraan adalah termasuk dalam akta di 
bawah tangan, karena dibuat oleh para pihak yang berkepentingan 
tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini nilai 
pembuktiannya ialah bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan 
alat bukti lain. Jika dihubungkan dengan saksi-saksi tergugat yang 
menerangkan bahwa truck tersebut adalah milik kakak Tergugat, 
maka diperoleh fakta bahwa truck tersebut adalah bukan milik 
tergugat dan bukti daripada kwitansi jual beli tersebut menjadi 
sempurna. Oleh karena itu terhadap bantahan Tergugat telah 
terbukti kebenarannya dan terhadap tuntutan Penggugat dianggap 
tidak terbukti. Sehingga terhadap tuntutan Penggugat agar angsuran 
truck tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan 
Tergugat haruslah ditolak. 
3. Perkara Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh 
Menurut penulis, dalam hal ini hal-hal yang harus dibuktikan 
kebenarannya untuk pertama kali adalah adanya perkawinan antara 
Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 
201/04/V/2011, tanggal 2 Mei 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan 
Agama kecamatan Sukoharjo (Bukti P-) Penggugat dan Tergugat telah 
nikah pada tanggal 22 Pebruari 1998 di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan sukoharjo, dan tanggal tanggal 3 Maret 2010 hubungan 
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena 
perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 138/AC/2010/PA.Skh 
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berdasarkan Putusan Pengadilan Agama sukoharjo tanggal 3 Maret 
2010, telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah 
bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama. 
Kemudian setelah terbukti adanya perkawinan antara 
Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya menentukan obyek sengketa 
perihal adanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang 
diperoleh selama perkawinan. Dalam hal ini terhadap dalil-dalil 
Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya 
mengakui atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Pengakuan diatur dalam 
HIR (ps. 174, 175, 176), RBg (ps. 311,312,313) dan BW, (ps. 1323-
1928) pengakuan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun 
lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di 
persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari 
suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh 
lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim 
tidak perlu lagi. Berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti dari dalil-
dalil Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta terkait obyek sengketa 
tersebut yaitu 
Bahwa  selama  dalam  ikatan  perkawinan  Penggugat  dengan 
Tergugat telah membeli tanah dan bangunan dengan sertifikat 
hak milik No. 3902 atas nama Penggugat, seluas kurang lebih 
158 M2 yang terletak di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo, dan uang  pembelian  tanah  dan  
bangunan  tersebut  diperoleh  dari fasilitas kredit pada PT 
Bank Mega Tbk. Cabang Surakarta dengan membayar 
angsuran sejumlah Rp.1.566.586,38  untuk  masa pinjaman 
156 bulan. 
 
148 
 
Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat 
berlangsung telah dapat membayar angusran kredit  sejumlah 
22 kali (Rp 1.566.586,38 x 22bulan = Rp. 34.464.900,36). 
 
Bahwa  setelah  perceraian  berlangsung,  Penggugat  
membayar angsuran sebanyak 24 kali (Rp 1.566.586,38 x 24 
kali = Rp.37.598.073,12) dan melunasi sisa kredit sejumlah 
Rp.110.000.000,00. 
 
Selanjutnya dibuktikan apakah dalam harta bersama tersebut 
terdapat mengenai ketentuan lain yaitu perjanjian kawin antara 
Penggugat dengan Tergugat. Dalam hal ini antara Penggugat dengan 
Tergugat tidak ada perihal tentang ketentuan lain yaitu mengenai 
Perjanjian Kawin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 dan 49 
Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dari runtutan fakta-fakta tersebut 
diatas, dapat diperoleh fakta hukum mengenai obyek harta bersama 
antara Penggugat dengan Tergugat adalah biaya angsuran kredit  
sejumlah 22 kali (Rp 1.566.586,38 x 22bulan = Rp. 34.464.900,36). 
Menurut penulis dalam hal ini terkait dengan pembagian 
harta bersama tersebut adalah biaya angsuran yang telah dibayar 
ketika dalam perkawinan yaitu 22 kali (Rp 1.566.586,38 x 22bulan = 
Rp. 34.464.900,36) kemudian dibagi jumlah seluruh angsuran 
Penggugat yaitu biaya angsuran yang telah dibayar ketika dalam 
perkawinan yaitu 22 kali (Rp 1.566.586,38 x 22bulan = Rp. 
34.464.900,36) kemudian setelah terjadi perceraian yaitu sebanyak 24 
kali (Rp 1.566.586,38 x 24 kali = Rp.37.598.073,12) dan pelunasan 
sisa kredit oleh Penggugat sejumlah Rp.110.000.000,00. dikali 100%. 
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Apabila dijumlahkan dengan hitungan Matematika hasilnya sebagai 
berikut, 34.464.900,36 : (34.464.900,36 + 37.598.073,12 + 
110.000.000,00) x 100% = 34.464.900,36 : 182.062.973,48 x 100% = 
18,93%. 
Sehingga dalam hal ini yang menjadi bagian dari harta 
bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah 18,93% dari satu 
bidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 158 meter persegi. Hal 
ini Sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1) dijelaskan,”harta benda 
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”31 Serta 
mengacu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 Kompilasi 
Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “janda atau duda cerai hidup 
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”32 Oleh karena itu antara 
Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini berhak mendapat separoh 
bagian. 
Hal ini termuat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 30 
Juli 1974 Nomor 808 K/Sip/1974 sebagaimana dikutip oleh M. Yahya 
Harahap menjelaskan,”bukan faktor atas nama siapa harta terdaftar, 
asal harta bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan 
serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka menjadi obyek 
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harta bersama.”33 hal tersebut merupakan kaidah hukum harta 
bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan 
dengan sendirinya menjadi harta bersama.  
B. Putusan Hakim Memenuhi Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan 
Kemanfaatan 
Dalam menjalankan fungsi peradilannya, hakim harus 
memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu 
harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula 
mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Untuk 
menciptakan putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut memang 
tidak mudah. Apalagi tuntutan keadilan, karena konsep keadilan itu tidak 
mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan 
sama oleh pihak lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum 
dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena 
kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan 
hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Oleh karenanya putusan 
hakim harus tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan 
kemanfaatan. 
Dalam hal ini, berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan serta 
dari pemikiran-pemikiran para Tokoh dan Ahli Hukum lainnya, penulis 
mengkriteriakan terkait Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan 
sebagai berikut: 
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1. Asas Keadilan 
a. Adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di 
depan hukum (equality before the law). 
Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat para fisolof 
hukum seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Socrates dan Satjipto 
Rahardjo serta ahli hukum lainya seperti Fence M. Wantu, yang 
pada dasarnya menerapkan keadilan berbasis persamaan, 
didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, tidak 
berat sebelah. Sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum 
dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan 
disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan 
proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas 
setiap orang sama di hadapan hukum (equality before the law), 
sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada 
setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. 
b. Berdasarkan obyektif dan tiap perkara harus ditimbang sendiri. 
Dalam hal ini Penulis merujuk pada pendapat Socrates,  
L.J. Van Apeldoorn, dan Ngadimin, hakekat hukum dalam 
memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah tidak berat 
sebelah dan berpegang pada fakta yang benar. Keadilan tidak boleh 
dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti 
bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, artinya 
keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, 
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karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. 
Dalam menentukan keadilan yaitu putusan hakim paling sah harus 
terdapat tiga kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan 
pembuktian, dan kekuatan eksekusi.
34
 
Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap 
merupakan akhir sebuah proses pemeriksaan perkara 
sehingga apabila tidak ditaati secara sukarela, maka 
dipaksakan melalui eksekusi dengan bantuan alat negara, 
putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan bukti 
hasil penegakan hukum dan keadilan (dengan kata lain 
putusan harus ditaati secara sukarela). 
 
Bahwa putusan hakim pengaruhnya terhadap kehidupan 
sosial masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum, 
hukum dibuat untuk mengatur tata tertib masyarakat secara 
damai dan adil dengan kata lain bahwa hukum dibuat 
dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia 
supaya kepentingannya tidak dapat diganggu.  Karena 
hukum dibuat untuk melindungi kepentingan kebutuhan 
hidup manusia, maka penerapan hukum yang dituangkan 
dalam putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai 
keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat 
diterima oleh para pihak yang berperkara maupun 
masyarakat, sebab hal ini akan memberikan dampak sosial 
yang baik kepada masyarakat, untuk meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat. 
 
Sebab fenomena hukum dan keadilan senantiasa berpihak 
pada nilai-nilai kemanusiaan, karena hukum dibuat untuk 
manusia, buka manusia untuk hukum sehingga hukumlah 
yang mengabdi kepada manusia, karena manusia sebagai 
pembentuk hukum dan pelaku utama dalam penegakan 
hukum dan keadilan. Oleh karena itu, jika yang ditegakkan 
oleh aparat penegak hukum (hakim) belum merupakan 
konstruksi yang mencerminkan rasa keadilan yang hidup 
dan berkembang, apalagi masyarakat (pencari keadilan) 
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belum dapat diterima secara sukarela, maka rasanya sulit 
diterima sebagai keadilan yang sebenarnya.
35
 
 
c. Adanya kesesuaian prosedur dan substantif berdasarkan asas cepat, 
sederhana, dan biaya ringan. 
Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat Satjipto 
Rahardjo, Romy Gumilar, yang pada dasarnya mekanisme yang 
digunakan oleh hukum dengan membuat dan mengeluarkan 
peraturan hukumnya yaitu substantif, dengan menyeimbangkan 
dengan tata cara peraturannya prosedural, maksudnya kesesuaian 
antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan putusan 
hakim yang dihasilkan dengan proses cepat, sederhana, dan biaya 
ringan. Dalam kaitannya tentang keadilan juga harus diperhatikan 
tentang asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
36
 Sebagaimana 
diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman yaitu berupa peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan.
37
 
Asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara 
dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak 
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memakan waktu yang lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran 
No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) 
bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu 
enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, 
kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin 
diselesaikan dalam waktu enam bulan.
 38 
Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung 
keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan 
hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai 
keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesainnya dalam putusan 
yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi 
dalam penegakan hukum.
39
 
Pada asas sederhana memiliki tujuan agar dalam proses 
persidangan tidak berbelit-belit dan mudah diselesaikan sehingga 
penerapan asas cepat dapat terlaksana.
40
 Sedangkan dalam hal 
biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh 
masyarakat sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 
Tahun 2009.
41
 Biaya ringan juga mengandung makna bahwa 
mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang 
yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi 
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harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak 
dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas 
dari nila-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.
42
 
d. Menjadi solusi autotorif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa 
untuk menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan 
ketentraman masyarakat. 
Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat Hans Kelsen 
dan Fence M. Wantu yang pada dasarnya bahwa suatu tata sosial 
adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut 
mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat 
memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Sehingga 
menjadi jalan keluar dari sebuah polemik yang terjadi dalam suatu 
masyarakat. Maksudnya pengakuan dari para pihak perihal dapat 
diterimanya hasil putusan. Karena tujuan daripada keadilan adalah 
menciptakan ketertiban dan kedamaian serta menghindarkan 
perselisihan. 
2. Asas Kepastian Hukum 
a. Mengandung equality artinya memberi kesempatan yang sama bagi 
para pihak berperkara. 
Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat Fence M. 
Wantu, yang mengkriteriakan kepastian hukum dengan memberi 
kesempatan yang sama bagi para pihak. Dalam hal ini penulis 
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mengartikan maksud dari equality sebagaimana menurut Fence M. 
Wantu tersebut adalah sama pada dasarnya kepastian hukum untuk 
menciptakan keadilan berdasarkan hukum dan peraturan 
perundang-undangannya, sehingga penulis tetap merujuk pendapat 
para fisolof hukum seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Socrates 
dan Satjipto Rahardjo, yang pada pokok intinya kepastian hukum 
adalah didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua 
orang serta memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak 
dan masyarakat. Sehingga kesamaan yang dimaksudkan disini 
terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. 
Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang 
sama di hadapan hukum (equality before the law), sedangkan 
kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa 
yang menjadi hak dan kewajibannya. 
b. Menjadi solusi autotorif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa 
untuk menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan 
ketentraman masyarakat. 
Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat Fence M. 
Wantu, yang mengkriteriakan kepastian hukum dengan memberi 
solusi autotorif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa untuk 
menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman 
masyarakat. Dalam hal ini penulis mengartikan maksud dari 
autotorif dan stabilitas sebagaimana menurut Fence M. Wantu 
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tersebut adalah sama pada dasarnya kepastian hukum untuk 
menciptakan keadilan berdasarkan hukum dan peraturan 
perundang-undangannya, sehingga penulis tetap merujuk pendapat 
Hans Kelsen yang pada dasarnya bahwa suatu tata sosial adalah 
tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut 
mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat 
memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Sehingga 
menjadi jalan keluar dari sebuah polemik yang terjadi dalam suatu 
masyarakat. Maksudnya pengakuan dari para pihak perihal dapat 
diterimanya hasil putusan. Karena tujuan daripada kepastian hukum 
adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian serta menghindarkan 
perselisihan. 
c. Mengandung efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan 
biaya ringan. 
Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat Romy 
Gumilar, Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, yang 
pada dasarnya mengkriteriakan kepastian hukum dengan caranya 
jelas dan mudah dipahami serta tidak berbelit-belit, apa yang sudah 
sederhana jangan dipersulit dan cepat tidak memakan waktu yang 
lama sampai bertahun-tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 
ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu 
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berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan.
43
 
Asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara 
dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak 
memakan waktu yang lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran 
No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) 
bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu 
enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, 
kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin 
diselesaikan dalam waktu enam bulan.
 44 
Pada asas sederhana memiliki tujuan agar dalam proses 
persidangan tidak berbelit-belit dan mudah diselesaikan sehingga 
penerapan asas cepat dapat terlaksana.
45
 Sedangkan dalam hal 
biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh 
masyarakat sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 
Tahun 2009.
46
 dalam hal hakim memutus mana yang menjadi 
bagian harta bersama antara para pihak yang berperkara. 
d. Sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar yaitu 
kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. 
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Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat Syafruddin 
Kalo dan Satjipto Rahardjo, yang pada dasarnya Kepastian dalam 
hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat 
dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak 
mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Sedangkan kepastian 
karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah 
adanya kepastian. Proses penegakan hukum perlu memperhatikan 
kenyataan hukum yang berlaku. Sehingga kepastian hukum dalam 
hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Salah 
satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya 
masalah dari mana hukum itu berasal. Jadi pada intinya adalah 
hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasar pada fakta yang 
terjadi juga harus memperhatikan dasar hukum yang menjadi dasar 
putusannya tersebut yaitu mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku apakah telah sesuai atau belum. Karena 
masyarakat mengharapkan kepastian hukumnya agar mengerti 
peraturannya dan mengerti apa yang diperbuatnya sehingga tujuan 
daripada hukum untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian akan 
tercapai. 
Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan 
makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan 
dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan  
kasus yang terjadi, sehingga hakim  dapat mengkonstruksi kasus 
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yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim 
yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan 
kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. 
Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri 
yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari 
institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam 
pergaulan sehari-hari.
47
 
3. Asas Kemanfaatan 
Dalam hal ini, penulis merujuk pada pendapat Sudikno 
Mertokusumo, Fence M. Wantu, dan Ngadimin, yang pada dasarnya 
putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim 
tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya 
mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada 
kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan 
kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam 
menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya 
nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau 
kegunaan bagi semua pihak. 
Pada dasarnya Asas Kemanfaatan bergerak diantara titik Asas 
Keadilan dan kepastian Hukum, dimana hakim lebih melihat pada 
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tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Pada 
hakikatnya tujuan hukum dibuat untuk kepentingan manusia. 
Bahwa putusan hakim pengaruhnya terhadap kehidupan sosial 
masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum, hukum dibuat 
untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil 
dengan kata lain bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk 
menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingannya 
tidak dapat diganggu.  Karena hukum dibuat untuk melindungi 
kepentingan kebutuhan hidup manusia, maka penerapan 
hukum yang dituangkan dalam putusan hakim harus 
mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan 
hukum sehingga dapat diterima oleh para pihak yang 
berperkara maupun masyarakat, sebab hal ini akan 
memberikan dampak sosial yang baik kepada masyarakat, 
untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
48
 
 
Sebagiamana telah disinggung terkait kriteria Asas Keadilan, 
Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan diatas, dalam hal ini terkait dengan 
ketiga Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo perihal harta bersama 
yaitu Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh, Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Skh, 
dan Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh, adalah sebagai berikut: 
1) Perkara Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh 
Berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan pertimbangan 
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini menurut 
penulis telah memenuhi Asas Keadilan, yaitu sebagai berikut: 
a. Adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di 
depan hukum (equality before the law). 
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Dapat dilihat dari putusan ini yaitu hasil dari perdamaian 
yang dilakukan oleh Hakim dan dibantu lewat mediasi oleh 
mediator telah berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak. 
Yang mana dalam hal ini menurut penulis, telah mencerminkan 
bahwa semua orang sama didepan hukum. Artinya dalam hal ini 
terkait dengan sebelum maupun sesudah hasil perdamaian tersebut, 
Majelis Hakim telah memberlakukan sama baik Penggugat dan 
Tergugat untuk mendamaikan para pihak sebagaimana telah 
diamanatkan dalam dalam ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. 
b. Berdasarkan obyektif dan tiap perkara harus ditimbang sendiri. 
Dalam hal ini Majelis Hakim tetap bersikap obyektif yaitu 
hasil daripada rumusan perdamaian tersebut, Majelis Hakim tidak 
berat sebelah tangan atau tidak mengintervensi para pihak. Dapat 
dilihat daripada point-point dari rumusan Nota Perdamaian tersebut 
dibuat dan disetuji oleh para pihak sendiri, tanpa tekanan dan tanpa 
paksaan dari siapapun. 
c. Adanya kesesuaian prosedur dan substantif berdasarkan asas cepat, 
sederhana, dan biaya ringan. 
Sesuai dengan prosedur yaitu Majelis Hakim telah 
mendamaikan para pihak sebagaimana telah diamanatkan dalam 
dalam ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung 
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Nomor 1 Tahun 2008, yang hasil daripada upaya tersebut adalah 
terjadinya Nota Perdamaian antara para pihak yang berperkara. 
Sementara dengan subtantif, dapat dilihat dari perkara ini 
adalah gugatan harta bersama, yaitu keterkaitan perdamaian 
diantara para pihak untuk menyelesaikan sengketa harta bersama. 
dan hasil rumusan perdamaian tersebut tidak menyimpang dari 
peraturan sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum 
Islam, yaitu masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta 
bersama. 
Selanjutnya terkait prosesnya cepat sederhana dan biaya 
ringan, sebagaimana dalam pertaturan Mahkamah Agung dalam 
surat edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling 
lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat 
diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu 
didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut 
ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam 
bulan. Hal ini berarti proses tersebut tidak perlu memerlukan proses 
peradilan (litigasi) sehingga dalam hal ini prosesnya cepat dan 
tidak berbelit belit, dapat dilihat dari Nota Perdamaian antara 
Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Januari 2010 dan diputus 
oleh Pengadilan Agama Sukoharjo tertanggal 11 Maret 2010. 
Sehingga prosesnya menjadi sederhana dan biayanya pun juga 
menjadi lebih ringan. 
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d. Menjadi solusi autotorif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa 
untuk menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan 
ketentraman masyarakat. 
Dalam hal ini para pihak baik Penggugat maupun 
Tergugat dapat menerima dan menjalankan sesuai dengan hasil 
rumusan perdamaian yang telah disepakati. Sehingga dengan 
adanya perdamaian tersebut tidak menimbulkan perselisihan dan 
tujuan daripada hukum menciptakan ketertiban sosial dan 
ketentraman untuk para pihak dan masyarakat terpenuhi. 
Berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan pertimbangan 
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini menurut 
penulis telah memenuhi Asas Kepastian Hukum, yaitu sebagai berikut: 
pertama, mengandung equality artinya memberi kesempatan yang sama 
bagi para pihak berperkara. Kedua, menjadi solusi autotorif yaitu 
sebagai jalan keluar dari sengketa untuk menciptakan stabilitas yaitu 
ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Ketiga, Mengandung 
efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang 
kesemuanya tersebut telah dibahas sebagaimana penulis paparkan 
diatas. 
Selanjutnya putusan dalam perkara ini telah sesuai dengan 
tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar yaitu kepastian dalam 
hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Dalam hal ini terkait 
dengan kepastian oleh hukum itu sendiri, yaitu putusan dalam perkara 
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ini yaitu terkait dengan hasil perdamaian yang dilakukan oleh Majelis 
Hakim tidak mengandung kalimat yang multitafsir artinya jelas dan 
mudah dipahami oleh para pihak. 
Sementara terkait dengan kepastian karena hukum, dalam hal 
ini para pihak menerima hasil perdamaian dan menjalankan 
kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam nota 
perdamaian. 
Terakhir, Berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan 
pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini 
menurut penulis telah memenuhi Asas Kemanfaatan, Dalam hal ini baik 
Penggugat maupun Tergugat memperoleh hak bagiannya masing-
masing yaitu separoh bagian. Lebih daripada itu putusan hakim telah 
menjawab polemik yang ada terkait sengketa yang terjadi antara 
Penggugat dengan Tergugat perihal harta bersama. Sehingga tujuan 
daripada hukum untu mengatur kepentingan manusia serta membawa 
manfaat untuk para dan masyarakat terpenuhi. 
2) Perkara Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Skh 
Berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan pertimbangan 
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini menurut 
penulis telah memenuhi Asas Keadilan, yaitu sebagai berikut: 
a) Adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di 
depan hukum (equality before the law). 
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Dalam hal ini dilihat dari majelis hakim telah 
mendamaikan para pihak ajan tetapi tidak berhasil. Kemudian para 
pihak diberi hak menyampaikan pendapatnya dan diberi kewajiban 
membuktikan dalam persidangan, yaitu Penggugat diberi 
kewajiban membuktikan dalil-dalilnya dan Tergugat diberi 
kewajiban membuktikan bantahannya. 
Dalam hal ini Penggugat diberi kewajiban atas dalil-dalil 
gugatannya yaitu terkait biaya renovasi rumah beserta bukti adanya 
kenaikan nilai uang yang dikonversi dengan harga emas. Kemudian 
perihal bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha Mio dan terakhir 
bukti adanya kepemilikan Truck. 
Sementara Tergugat diberi kewajiban membuktikan 
bantahannya yaitu terkait apa saja yang dibantah oleh Tergugat. 
Dalam hal ini yang menjadi fokus dari bantahan Tergugat adalah 
perihal kepemilikan Truck. 
b) Berdasarkan obyektif dan tiap perkara harus ditimbang sendiri. 
Dalam hal ini Majelis Hakim tetap bersikap obyektif, 
dapat dilihat dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim 
serta dalam hal lain melihat peristiwa yang terjadi dengan 
menimbang dan menentukan fakta yang dianggap relevan yaitu 
benar dan terbukti, serta mana yang tidak benar atau tidak terbukti. 
Dalam hal pembuktian perihal kepemilikan Truck. Baik Penggugat 
maupun Tergugat sama-sama mengajukan alat bukti, namun setelah 
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melihat dan menimbang pembuktian yang dilakukan oleh para 
pihak majelis hakim menolak tuntutan Penggugat karena tidak 
cukup bukti atau tidak terbukti sehingga menolak gugatan 
Penggugat perihal kepemilikan truck tersebut. 
c) Adanya kesesuaian prosedur dan substantif berdasarkan asas cepat, 
sederhana, dan biaya ringan. 
Dalam hal ini majelis hakim dalam memutus perkara 
tersebut telah menjalankan prosedur yang ada dalam menimbang 
perkara tersebut yaitu majelis hakim memberikan upaya damai 
pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan 
Tergugat telah hadir namun majelis hakim telah gagal melakukan 
upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan 
oleh majelis hakim sendiri dalam persidangan maka perkara ini 
harus diselesaikan melalui putusan hakim. 
Lebih lanjut majelis hakim menimbang dalam pokok 
perkara biaya renovasi rumah dengan mengadakan pemeriksaan 
setempat hal ini sangat vital dalam masalah ini karena turut juga 
menimbang gugatan penggugat terkait biya renovasi yang 
dikonversikan dengan harga emas. Kemudian dalam pokok perkara 
lain mendengarkan keterangan saksi-saksi daripada Penggugat dan 
Tergugat terkait uang muka pembelian sepeda motor Yamaha Mio 
dan dalam pokok perkara kepemilikan Truck, majelis hakim 
menimbang pembuktian antara para pihak yang akhirnya majelis 
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hakim menimbang gugatan Penggugat dan menyatakan alat bukti 
atau pembuktian Penggugat tidak cukup bukti dan menolaknya. 
Sementara terkait dengan substansi, dalam pokok perkara 
biaya renovasi rumah dan uang muka pembelian sepeda motor 
yamaha Mio, merupakan ketentuan hukum harta bersama menurut 
pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta 
terkait pembagiannya masing-masing separoh bagian sebagaimana 
menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. 
Selanjutnya terkait asas cepat, sederhana, dan biaya ringan 
dalam putusan ini telah memenuhi asas tersebut. Hal ini dapat 
dilihat dari perkara ini cepat tidak berbelit-belit menyesuaikan 
dengan prosedur yang ada tidak menunggu waktu lama bertahun-
tahun. Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 tahun 1992 
memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya 
setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) 
bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika 
memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan 
dalam waktu enam bulan. Terlihat dari proses ini adalah perkara 
perceraian yang diajukan Pemohon dengan gugatan balik 
rekonvensi oleh Termohon atau Pengugat Rekonvensi perihal 
sengketa pembagian harta bersama tertanggal 1 Agustus 2011 
hingga diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo tertanggal 25 
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April 2012, yang dalam proses persidangannya juga dilakukan 
pemeriksaan setempat oleh majelis hakim tertanggal 16 Maret 
2012, sehingga cukup memakan waktu yang sedikit lama dari batas 
yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu 6 bulan. 
Mengingat perkara ini adalah permohonan cerai talak yang disertai 
gugatan rekonvensi didalamnya, dalam hal ini apabila perkara tidak 
dapat diselesaikan dengan batasan 6 bulan Hakim membuat laporan 
perihal alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan yang 
selanjutnya oleh Ketua Pengadilan dimasukkan dalam laporan 
bulanan dan tahunan, selanjutnya disampaikan kepada Pengadilan 
Tinggi Agama dan terakhir diterima oleh Mahkamah Agung.
49
 
Sementara terkait dengan biaya, dalam  hal ini biaya yang 
dikeluarkan oleh para pihak adalah sesuai. karena selain biya 
pemanggilan pihak, dll juga turut mengadakan pemeriksaan 
setempat oleh majelis hakim sebagaimana ketentuan biaya 
berperkara telah diatur di Pengadilan Agama.
50
 Dan rincian biya 
tersebut telah tercantum dalam putusan perkara ini. 
d) Menjadi solusi autotorif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa 
untuk menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan 
ketentraman masyarakat. 
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 Ngadimin, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 9 Januari 2017, 
jam 12.30-13.30 WIB. 
50
 Observasi Biaya Perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo, Sukoharjo, 3 Januari 
2017, jam 09.00-10.00 WIB. 
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Dalam hal ini para pihak baik Penggugat maupun 
Tergugat dapat menerima dan menjalankan sesuai dengan hasil 
putusan. Sehingga dengan adanya putusan tersebut tidak 
menimbulkan perselisihan dan tujuan daripada hukum menciptakan 
ketertiban sosial dan ketentraman untuk para pihak dan masyarakat 
terpenuhi. 
Berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan pertimbangan 
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini menurut 
penulis telah memenuhi Asas Kepastian Hukum, diantaranya: pertama, 
mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk 
menciptakan stabilitas rasa tertib dan ketentraman masyarakat. Kedua, 
mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada para 
pihak. Ketiga, efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
Yang semuanya telah dibahas sebagaimana penulis paparkan diatas. 
Sementara terkait Kepastian oleh hukum itu sendiri dan 
kepastian karena hukum, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada 
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut 
penulis dalam hal ini putusan hakim masih ada kelemahan kepastian 
dalam hukumnya. Dalam hal ini, penulis melihat masih ada kelemahan 
dalam dasar peraturan Undang-Undangnya, seperti terkait masalah 
dasar hukum harta bersama dalam pertimbangan tidak disebutkan serta 
pertimbangan hakim memaknai pengakuan secara diam-diam dan 
makna kesaksian satu orang saksi yang dalam hal ini menurut penulis 
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dapat menimbulkan multitafsir. Padahal tujuan daripada hukum adalah 
menjamin kepastian agar masyarakat mengerti tentang peraturannya 
sehingga akan tercipta ketertiban masyarakat. Terlepas dari itu semua 
putusan dalam perkara ini khususnya terkait Pembagian harta bersama 
beserta dikabulkannya dan ditolaknya gugatan Penggugat, menurut 
penulis telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Artinya putusan yang dihasilkan tidak menyimpang dari 
ketentuan perundang-undangan yang ada, sehingga kepastian dalam 
perkara ini masih terpenuhi. Selanjutnya kepastian karena hukum yaitu 
para pihak secara sukarela tunduk dan patuh terhadap putusan yang 
dijatuhkan dalam perkara ini. 
Sementara berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan 
pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini 
menurut penulis telah memenuhi Asas Kemanfaatan, Dalam hal ini 
dapat terlihat baik Penggugat maupun Tergugat memperoleh hak 
bagiannya masing-masing yaitu separoh bagian. Lebih daripada itu 
putusan hakim telah menjawab polemik yang ada terkait sengketa yang 
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat perihal harta bersama. 
Sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan tujuan daripada hukum 
menciptakan kemanfaatan untuk para pihak dan masyarakat terpenuhi. 
3) Perkara Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh 
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Berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan pertimbangan 
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini menurut 
penulis telah memenuhi Asas Keadilan, diantaranya: 
a) Adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di 
depan hukum (equality before the law). 
Dalam hal ini Majelis Hakim telah mendamaikan akan 
tetapi tidak berhasil. Kemudian para pihak diberi hak 
menyampaikan pendapatnya dan diberi kewajiban membuktikan 
dalam persidangan, yaitu Penggugat diberi kewajiban 
membuktikan dalil-dalilnya dan Tergugat diberi kewajiban 
membuktikan bantahannya. 
Dalam hal ini Penggugat diberi kewajiban membuktikan 
obyek sengketa harta bersama yaitu biaya angsuran yang telah 
dibayar ketika dalam perkawinan yaitu 22 kali (Rp 1.566.586,38 x 
22bulan = Rp. 34.464.900,36) yang dibuktikan dengan P.1, P.2, 
P.3, P.$, P.5, P.6. dalam hal ini Tergugat membantah atau menolak 
tuntutan Penggugat, akan tetapi  mengakui bukti daripada yang 
diajukan oleh Penggugat sehingga sebagaimana pasal 174 HIR 
telah terbukti dalil Penggugat dan pemeriksaan lanjut oleh hakim 
tidak diperlukan. 
b) Berdasarkan obyektif dan tiap perkara harus ditimbang sendiri. 
Dalam hal ini majelis hakim tetap bersikap obyektif, tidak 
serta merta mengabulkan gugatan Penggugat yang menginginkan 
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harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Rp 
34.464.900,36 tersebut dibagi dua dan keinginan Penggugat agar 
putusan tersebut dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya 
hukum lain. Namun dalam hal ini majelis hakim tetap 
mendengarkan pendapat Tergugat yang menginginkan lain yaitu 
agar tanah dan bangunan tersebut dibagi dua dan di jual dengan 
harga pasaran yang berlaku saat ini lalu hasil penjualan tersebut 
dibagi separuh bagian. 
Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menimbang dan 
menyatakan yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan 
Tergugat adalah biaya angsuran yang telah dibayar ketika dalam 
perkawinan yaitu 22 kali (Rp 1.566.586,38 x 22bulan = Rp. 
34.464.900,36). Kemudian dibagi jumlah seluruh angsuran 
Penggugat yaitu biaya angsuran yang telah dibayar ketika dalam 
perkawinan yaitu 22 kali (Rp 1.566.586,38 x 22bulan = Rp. 
34.464.900,36) kemudian setelah terjadi perceraian yaitu sebanyak 
24 kali (Rp 1.566.586,38 x 24 kali = Rp.37.598.073,12) dan 
pelunasan sisa kredit oleh Penggugat sejumlah Rp.110.000.000,00. 
dikali 100%. Yaitu  34.464.900,36 : (34.464.900,36 + 
37.598.073,12 + 110.000.000,00) x 100% = 34.464.900,36 : 
182.062.973,48 x 100% = 18,93%. Sehingga dalam hal ini yang 
menjadi bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan 
Tergugat adalah 18,93% dari satu bidang tanah dan bangunan 
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diatasnya seluas 158 meter persegi. Jika tidak dapat dijalankan 
secara natural maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang 
kemudian hasil dari 18,93% uang hasil penjualan tersebut dibagi 
masing-masing separuh bagian. 
c) Adanya kesesuaian prosedur dan substantif berdasarkan asas cepat, 
sederhana, dan biaya ringan. 
Dalam hal ini majelis hakim dalam memutus perkara 
tersebut telah menjalankan prosedur yang ada dalam menimbang 
perkara tersebut, hal ini dapat dilihat dari majelis hakim 
memberikan upaya damai pada hari dan tanggal sidang yang telah 
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim 
telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak 
berhasil. Serta Penggugat dan Tergugat  telah menempuh proses 
mediasi dengan mediator Drs. Makali, sebagaimana laporan 
mediator tanggal 23 Desember 2013 akan tetapi tidak berhasil 
sehingga proses ini tetap berlanjut dengan diselesaikan melalui 
putusan. 
Dalam hal ini majelis hakim memberikan kewajiban 
pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, yang 
memberikan bukti P.1, P.2, P.3, P.$, P.5, P.6. Serta memberikan 
kewajiban membuktikan bantahan dalil-dalil Tergugat, yang dalam 
hal ini Tergugat membantah atau menolak tuntutan Penggugat, 
akan tetapi  mengakui bukti daripada yang diajukan oleh Penggugat 
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sehingga sebagaimana pasal 174 HIR telah terbukti dalil Penggugat 
dan pemeriksaan lanjut oleh hakim tidak diperlukan. 
Sementara terkait dengan substansi, majelis hakim 
menentukan yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan 
Tergugat adalah biaya angsuran yang telah dibayar ketika dalam 
perkawinan yaitu 22 kali (Rp 1.566.586,38 x 22bulan = Rp. 
34.464.900,36). Dalam hal ini yang menjadi bagian dari harta 
bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah 18,93% dari 
satu bidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 158 meter 
persegi. Hal ini merupakan ketentuan hukum harta bersama 
menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 
serta terkait pembagiannya masing-masing separoh bagian 
sebagaimana menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. 
Selanjutnya terkait asas cepat, sederhana, dan biaya ringan 
dalam putusan ini telah memenuhi asas tersebut. Hal ini dapat 
dilihat dari perkara ini cepat tidak berbelit-belit menyesuaikan 
dengan prosedur yang ada tidak menunggu waktu lama bertahun-
tahun, terlihat dari proses ini adalah perkara sengketa pembagian 
harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 29 Oktober 
2013 hingga diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo tertanggal 
12 Mei 2014, yang dalam proses persidangannya majelis hakim 
memanggil para pihak yang berperkara dan menimbang 
176 
 
pembuktian oleh para pihak yang berperkara. Sebagaimana dalam 
pertaturan Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 tahun 1992 
memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya 
setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) 
bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika 
memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan 
dalam waktu enam bulan. 
Sementara terkait dengan biaya, dalam  hal ini biaya yang 
dikeluarkan oleh para pihak sesuai sebagaimana ketentuan biaya 
pemanggilan pihak, dll telah diatur dalam proses berperkara di 
Pengadilan Agama Sukoharjo.
51
 Dan rincian biaya tersebut telah 
tercantum dalam putusan perkara ini. 
d) Menjadi solusi autotorif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa 
untuk menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan 
ketentraman masyarakat. 
Dalam hal ini para pihak baik Penggugat maupun 
Tergugat dapat menerima dan menjalankan sesuai dengan hasil 
putusan. Sehingga dengan adanya putusan tersebut tidak 
menimbulkan perselisihan dan tujuan daripada hukum menciptakan 
ketertiban sosial dan ketentraman untuk para pihak dan masyarakat 
terpenuhi. 
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 Observasi Biaya Perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo, Sukoharjo, 3 Januari 
2017, jam 09.00-10.00 WIB. 
177 
 
Berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan pertimbangan 
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini menurut 
penulis telah memenuhi Asas Kepastian Hukum, diantaranya: pertama, 
mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk 
menciptakan stabilitas rasa tertib dan ketentraman masyarakat. Kedua, 
mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada para 
pihak. Ketiga, efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
Selanjutnya sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang 
dijadikan dasar yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian 
karena hukum. Terkait dengan kepastian dalam hukum itu sendiri, yaitu 
dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam hal ini Tergugat 
membantah atau menolak tuntutan Penggugat, akan tetapi  mengakui 
bukti daripada yang diajukan oleh Penggugat sehingga sebagaimana 
pasal 174 HIR telah terbukti dalil Penggugat dan pemeriksaan lanjut 
oleh hakim tidak diperlukan. 
Selanjutnya majelis hakim memutus yang menjadi harta 
bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah biaya angsuran yang 
telah dibayar ketika dalam perkawinan yaitu 22 kali (Rp 1.566.586,38 x 
22bulan = Rp. 34.464.900,36). Dalam hal ini yang menjadi bagian dari 
harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah 18,93% dari 
satu bidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 158 meter persegi. Hal 
ini dipertegas dalam pertimbangan hakim yaitu menurut ketentuan 
hukum harta bersama menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (f) 
Kompilasi Hukum Islam, harta benda yang diperoleh selama 
perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama 
siapa harta bersama itu terdaftar. Serta terkait pembagiannya masing-
masing separoh bagian dapat dilihat dalam pertimbangan hakim 
sebagaimana menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga 
kepastian dalam hukum itu sendiri dalam perkara ini tidak mengandung 
kalimat yang multitafsir artinya secara hukum jelas terkait 
pertimbangan dan putusan hasil pembagiannya serta cara 
pembagiannya. 
Sedangkan kepastian karena hukum dapat dilihat dari 
pertimbangan hakim menolak tuntutan Penggugat terhadap harta 
bersama biaya angsuran yang telah dibayar ketika dalam perkawinan 
yaitu 22 kali (Rp 1.566.586,38 x 22bulan = Rp. 34.464.900,36). Dibagi 
dua masing-masing separuh bagian antara Penggugat dengan Tergugat, 
serta agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu 
walau ada upaya banding, kasasi ataupun perlawanan dari Tergugat atau 
upaya hukum lainnya. Oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 
dan 195 HIR dan Surat Edaran MARI Nomor 6 Tahun 1975 dan SEMA 
Nomor 3 tahun 1978 vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 
Tahun 2001. Lebih daripada itu kepastian karena hukum dalam perkara 
ini para pihak secara sukarela taat dan patuh terhadap putusan yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim. 
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Terakhir, berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan 
pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini 
menurut penulis telah memenuhi Asas Kemanfaatan, Dalam hal ini 
dapat terlihat baik Penggugat maupun Tergugat memperoleh hak 
bagiannya masing-masing yaitu separoh bagian. Lebih daripada itu 
putusan hakim telah menjawab polemik yang ada terkait sengketa yang 
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat perihal harta bersama. 
Sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan tujuan daripada hukum 
menciptakan kemanfaatan untuk para pihak dan masyarakat terpenuhi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Adapun dari uraian dan analisis diatas, penulis mengambil 
kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Pebagian Harta 
Bersama 
a. Perkara Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh 
1) Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terjadi 
kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat akan 
mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana 
tersebut dalam duduk perkaranya. 
2) Menimbang, bahwa kemudian Majelis membacakan 
rumusan perdamaian tersebut, dan kedua belah pihak yang 
berperkara menyatakan telah mengerti akan maksud 
rumusan tersebut dan sepenuhnya dapat menerima serta 
menyetujui rumusan tersebut. 
3) Menimbang, bahwa point-point perdamaian tersebut diatas 
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian 
putusan perdamaian ini. 
4) Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian 
antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan 
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perkara ini selesai karena perdamaian dan memerintahkan 
kepada kedua belah pihak untuk tunduk dan taat menepati 
perdanaian yang telah disepakati. 
b. Perkara Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Skh 
1) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik 
yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dimana 
mereka menerangkan bahwa tanah dan rumah yang 
sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sudah ada 
sebelum keduanya menikah, hanya saja kondisinya tidak 
seperti sekarang ini, yaitu belum dilepa dan belum 
dikeramik, adapun sekarang ini kondisi rumah sudah ada 
dilepa, renovasi teras, kamar tamu sudah dikeramik. 
2) Menimbang bahwa untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas tentang kondisi rumah tersebut, pada tanggal 16 Maret 
2012 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan 
setempat dengan dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah 
pihak dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut jika 
dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan 
Tergugat telah ternyata bahwa rumah tersebut telah 
diperbaiki yaitu telah dilepa/plester tembok luar dalam 
ukuran panjang 8,6 m. lebar 4,6 m dan tinggi 2,6 m. bagian 
ruang tamu ukuran 15 x 9 m. teras ukuran 15 x 9 m. telah 
dipasang keramik dengan demikian wajar jika untuk 
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perbaikan tersebut menghabiskan biaya ± Rp. 6.000.000,- 
(enam juta rupiah) dan untuk itu haruslah dinyatakan bahwa 
biaya yang telah dikeluarkan untuk perbaikan rumah 
tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat 
dan Tergugat. 
3) Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang 
dihubungkan dengan bukti T-2 yang berupa STNK sepeda 
motor Mio Nopol AD 6365 QU dan T-3 yang berupa bukti  
pembayaran  pajak  sepeda  motor  Mio dan juga keteranga 
saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun 
Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan 
Tergugat telah membeli sepeda motor merk Yamaha Mio 
tersebut dengan cara mencicil, karena itu wajar jika 
Penggugat menuntut agar uang muka yang digunakan untuk 
membeli sepeda motor tersebut sebagai harta bersama yang 
harus dibagi sama besar antara Penggugat dengan Tergugat. 
4) Menimbang bahwa Tergugat tidak membantah, bahwa uang 
muka pembelian sepeda motor Yamaha Mio tersebut 
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga oleh 
majelis Hakim dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, 
karena itu haruslah dinyatakan bahwa uang sebesar Rp. 
4.000.000,- (empat juta rupiah) yang digunakan sebagai 
down payment (uang muka) pembelian sepeda motor merek 
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Yamaha Mio adalah sebagai harta bersama yang harus 
dibagi sama antara Penggugat dengan Tergugat. 
5) Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat 
berupa angsuran truck Toyota Dyna Rino Th. 1997 sebesar 
20 kali angsuran Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus 
ribu rupiah) = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta 
rupiah) Tergugat telah memberikan jawaban bahwa mobil 
truck tersebut adalah milik Sarwanto bukan milik 
Penggugat dan Tergugat. 
6) Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa 
Penggugat dan  Tergugat mempunyai truck Toyota Dyna 
Rino yang semula milik kakak Tergugat dan sekarang 
masih dalam angsuran. 
7) Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut 
tidak didukung dengan bukti lainya maka terhadap 
keterangan satu orang saksi tersebut dinilai belum 
memenuhi batas minimal kesaksian “Unnus testis nullus 
testis” karena itu kesaksian saksi tersebut tidak dapat 
dipertimbangkan. 
8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-4 dan T-5 
yang dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 serta 
keterangan saksi ke 2 Penggugat dan saksi-saksi Tergugat 
maka telah terbukti bahwa mobil truck Toyota Dyna Rino 
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tersebut semula adalah milik Sarwanto yang kemudian pada 
tanggal 14 September 2009 telah dijual kepada Suroso dan 
sekarang telah menjadi milik kakak Tergugat yang bernama 
Harmani. 
9) Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti, mobil truck 
Toyota Dyna Rino adalah sebagai milik Penggugat dan 
Tergugat maka terhadap tuntutan Penggugat agar angsuran 
truck Toyota Dyna Rino Th. 1997 sebesar 20 kali angsuran 
Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 
36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) merupakan harta 
bersama antara Penggugat dengan Tergugat haruslah 
ditolak. 
c. Perkara Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh 
1) Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  Penggugat,  
Tergugat  telah memberikan jawaban yang pada pokoknya 
merupakan pengakuan atas gugatan di  atas, sehingga 
berdasarkan Pasal  174 HIR dalil tersebut telah terbukti. 
2) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, 
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, 
P.4, P.5, dan P6. 
3) Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah 
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti 
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tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam 
dan bertempat diam di Wilayah Hukum Pengadilan Agama 
Sukoharjo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, 
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan 
materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan 
mengikat. 
4) Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  
Cerai)  yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai 
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti  tersebut  
menjelaskan  mengenai  telah  terjadinya  perceraian  antara 
Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2010, bukti 
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti 
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. 
5) Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  (Fotokopi  Kutipan  Akta  
Nikah)  yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai 
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti  tersebut  
menjelaskan  mengenai  telah  terjadinya  perkawinan  
antara Penggugat dengan Hermin Kristiyanti, S.E. pada 
tanggal 2 Mei 2011, bukti tersebut tidak dibantah oleh 
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 
formal dan materiil,  serta mempunyai kekuatan yang 
sempurna dan mengikat. 
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6) Menimbang,  bahwa bukti P.4  (Fotokopi Surat  
Keterangan  Jual  Beli) merupakan akta di bawah tangan 
dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 
bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya jual 
beli tanah pada tanggal 2 Juni 2008, bukti tersebut tidak 
dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah 
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai 
kekuatan yang sempurna dan mengikat. 
7) Menimbang,  bahwa bukti P.5  (Fotokopi Surat Keterangan 
Pelunasan Pinjaman) merupakan akta otentik dan telah 
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti 
tersebut menjelaskan mengenai telah lunasnya fasilitas 
kredit Penggugat pada tanggal 14 Desember 2012, bukti 
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti 
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. 
8) Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak 
Milik) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup 
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan 
kepemilikan sebidang tanah atas nama Penggugat, bukti 
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti 
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,serta 
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. 
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9) Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pernikahan  
Penggugat dan Tergugat berlangsung telah dapat membayar 
angsuran kredit sejumlah 22 kali angsuran dikalikan Rp. 
1.566.586,38 x 22 bulan = Rp. 34.464.900,36, maka uang 
senilai  angsuran  yang  telah  dibayarkan  merupakan  harta  
bersama  bagi Penggugat dan Tergugat. 
10) Menimbang, bahwa sisa angsuran yang telah dibayarkan 
oleh Penggugat sejumlah  24  kali  angsuran  dikalikan  Rp.  
1.566.586,38  x 24  bulan  =  Rp.37.598.073,12  dan  
pelunasan  kredit  sejumlah  Rp. 110.000.000,00, bukan 
merupakan harta bersama karena dilakukan pembayarannya 
setelah terjadi perceraian, karena tidak terdapat bukti 
tentang uang pembayaran dimaksud berasal dari harta 
bersama. 
11) Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek 
sengketa adalah tanah dan bangunan diatasnya, maka untuk 
menentukan bagian dari objek sengketa sebagai harta 
bersama, ditentukan dengan cara : uang angsuran yang telah 
dibayarkan  ketika  masih  terikat  sebagai  pasangan  
suami-isteri (Rp.34.464.900,36) dibagi dengan seluruh 
biaya yang dikeluarkan sampai dengan kredit pada PT Bank 
Mega Tbk. Cabang Surakarta terlunasi (Rp. 34.464.900,36 
+ Rp. 37.598.073,12 + Rp. 110.000.000,00 = Rp. 
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182.062.973,48) sehingga diperoleh hasil 0,1893 atau 18,93 
% (delapan belas koma sembilan puluh tiga prosen). 
Dengan demikian, harta bersama antara Penggugat dengan 
Tergugat adalah 18,93 % (delapan belas koma sembilan 
puluh tiga prosen) dari satu bidang tanah dan bangunan 
rumah di atasnya seluas 158 M2, dengan Sertifikat Hak 
Milik Nomor 3902, yang terletak di Desa Gonilan, 
Kecamatan Kartasura,Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-
batas: Sebelah Utara : Bu Ninik, Sebalah Barat : Achmad 
Kuncen, Sebelah Timur : Jalan, Sebelah Barat : Joko. 
12) Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  yang  
menguasai  harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 
Kompilasi hukum Islam, Penggugat harus dihukum untuk 
menyerahkan (membagi) 1/2 (setengah) dari harta bersama 
yakni 18,93 % (delapan belas koma sembilan puluh tiga 
prosen) dari tanah dan bangunan diatasnya tersebut kepada 
Tergugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, 
maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang 
oleh Kantor Lelang kemudian 18,93 % (delapan belas koma 
sembilan puluh tiga prosen) hasil penjualan dari tanah dan 
bangunan diatasnya tersebut diserahkan 1/2 (setengah) 
kepada Penggugat dan 1/2 (setengah) kepada Tergugat 
setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya. 
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2. Putusan Hakim Memenuhi Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan 
Kemanfaatan 
Berdasarkan uraian dan analisis terkait dengan Asas 
Keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan dalam penelitian ini, 
penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:   
a. Pada dasarnya Asas Keadilan lebih condong kepada unsur 
obyektif, artinya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri-
sendiri. Bahwa hukum dan keadilan senantiasa harus berpihak 
kepada nilai-nilai kemanusiaan, hukumlah yang mengabdi 
kepada manusia, bukan manusia untuk hukum. 
b. Pada dasarnya Asas Kepastian Hukum lebih condong kepada 
unsur sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan 
dasar, yaitu Kepastian dalam Hukum itu sendiri, yaitu jelas dan 
tidak menimbulkan multitafsir. Sementara Kepastian karena 
Hukum, yaitu putusan harus dilaksanakan secara sukarela taat 
dan patuh terhadap hasil putusan. 
c. Pada dasarnya Asas Kemanfaatan bergerak diantara titik Asas 
Keadilan dan kepastian Hukum, dimana hakim lebih melihat 
pada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. 
Pada hakikatnya tujuan hukum dibuat untuk kepentingan 
manusia. Peraturan dan hukumnya adalah persoalan lain, yang 
terpenting dengan adanya putusan tersebut apakah bermanfaat 
untuk masyarakat atau tidak. 
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Selanjutnya terkait Putusan Hakim memenuhi Asas Keadilan, 
Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Perkara Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA.Skh 
Dalam putusan ini telah memenuhi Asas Keadilan, 
Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Dapat dilihat sebagai 
berikut: 
1) Asas Keadilan 
a) Adanya equality artinya persamaan hak dan kewajiban 
semua orang sama di depan hukum. 
b) Berdasarkan obyektif artinya tiap perkara harus 
ditimbang tersendiri. 
c) Adanya kesesuaian Prosedur dan Substantif 
berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
d) Melakukan solusi autotorif artinya memberikan jalan 
keluar untuk menciptakan stabilitas memberikan rasa 
tertib dan aman masyarakat. 
2) Asas Kepastian Hukum 
a) Melakukan solusi autotorif artinya memberikan jalan 
keluar untuk menciptakan stabilitas memberikan rasa 
tertib dan aman masyrakat. 
b) Mengandung equality artinya memberikan kesempatan 
yang sama bagi para pihak. 
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c) Sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan 
dasar, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan 
kepastian karena Hukum. 
d) Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
3) Asas Kemanfaatan 
Unsur kemanfaatan dapat dilihat dari putusan ini 
telah menciptakan kepuasaan bagi pihak yang berperkara, 
menghilangkan polemik atau konflik bagi yang bersengketa 
dan diperolehnya kembali oleh pihak-pihak yang menjadi 
haknya. 
b. Perkara Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA.Skh 
Dalam putusan ini telah memenuhi Asas Keadilan, 
Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Dapat dilihat sebagai 
berikut: 
1) Asas Keadilan 
a) Adanya equality artinya persamaan hak dan kewajiban 
semua orang sama di depan hukum. 
b) Berdasarkan obyektif artinya tiap perkara harus 
ditimbang tersendiri. 
c) Adanya kesesuaian Prosedur dan Substantif 
berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
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d) Melakukan solusi autotorif artinya memberikan jalan 
keluar untuk menciptakan stabilitas memberikan rasa 
tertib dan aman masyarakat. 
2) Asas Kepastian Hukum 
a) Melakukan solusi autotorif artinya memberikan jalan 
keluar untuk menciptakan stabilitas memberikan rasa 
tertib dan aman masyrakat. 
b) Mengandung equality artinya memberikan kesempatan 
yang sama bagi para pihak. 
c) Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
d) Belum memenuhi kepastian dalam hukum itu sendiri, 
namun telah memenuhi kepastian karena hukum. 
3) Asas Kemanfaatan 
Unsur kemanfaatan dapat dilihat dari putusan ini 
telah menciptakan kepuasaan bagi pihak yang berperkara, 
menghilangkan polemik atau konflik bagi yang bersengketa 
dan diperolehnya kembali oleh pihak-pihak yang menjadi 
haknya. 
c. Perkara Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Skh 
Dalam putusan ini telah memenuhi Asas Keadilan, 
Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Dapat dilihat sebagai 
berikut: 
1) Asas Keadilan 
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a) Adanya equality artinya persamaan hak dan kewajiban 
semua orang sama di depan hukum. 
b) Berdasarkan obyektif artinya tiap perkara harus 
ditimbang tersendiri. 
c) Adanya kesesuaian Prosedur dan Substantif 
berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
d) Melakukan solusi autotorif artinya memberikan jalan 
keluar untuk menciptakan stabilitas memberikan rasa 
tertib dan aman masyarakat. 
2) Asas Kepastian Hukum 
a) Melakukan solusi autotorif artinya memberikan jalan 
keluar untuk menciptakan stabilitas memberikan rasa 
tertib dan aman masyarakat. 
b) Mengandung equality artinya memberikan kesempatan 
yang sama bagi para pihak. 
c) Sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan 
dasar, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan 
kepastian karena Hukum. 
d) Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
3) Asas Kemanfaatan 
Unsur kemanfaatan dapat dilihat dari putusan ini 
telah menciptakan kepuasaan bagi pihak yang berperkara, 
menghilangkan polemik atau konflik bagi yang bersengketa 
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dan diperolehnya kembali oleh pihak-pihak yang menjadi 
haknya. 
B. Saran-saran 
1. Kepada masyarakat, apabila terjadi perceraian sebaiknya mengurus 
pembagian harta bersama. Karena setiap pasangan suami istri yang 
telah bercerai masing-masing berhak atas separuh bagian dari harta 
bersama tersebut. Kalau tidak mengerti diselesaikan dengan cara 
kekeluargaan dan adil terhadap pembagiannya sesuai peraturan 
perundang-undangan, sebaiknya diselesaikan lewat jalur peradilan 
(litigasi) agar tercapai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. 
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan 
Peradilan Perdata untuk terus menghasilkan produk putusan yang 
berkualitas dan memenuhi Asas keadilan, Kepastian Hukum, dan 
kemanfaatan. Meskipun dalam praktik sangat sulit namun harus tetap 
dijalankan secara seimbang dan proporsional. 
C. Penutup 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 
Satu di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Penulis menyadari bahwa 
skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata 
kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran atas skripsi ini 
penulis harapkan guna pembelajaran bersama untuk hasil yang lebih baik. 
Terima kasih, Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan masyarakat. 
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